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MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 135 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien guna 
meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan, perlu 
dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada 
Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Direktorat 
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
melalui surat Nomor B/815/M.KT.01/2023 tanggal 24 
Juli 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 
ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce/39TAHUN2008UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
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Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 954); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 
118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KEMENTERIAN KEUANGAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 954), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 221 
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 220, Sekretariat Direktorat Jenderal 
menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal; 
b. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan; 
c. pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan 

pengelolaan kinerja direktorat jenderal; 
d. pengelolaan urusan layanan informasi dan dukungan 

pengetahuan direktorat jenderal; 
e. penyelenggaraan urusan perencanaan dan 

pengelolaan sumber daya manusia direktorat 
jenderal; 

f. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana 
kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan 
pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan 
pelaporan keuangan direktorat jenderal; 

g. pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, 
kearsipan, rumah tangga, pengadaan, dan 
pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha 
pimpinan; dan 

h. koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal, 
manajemen risiko, dan advokasi, serta pemantauan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
fungsional dan pengawasan masyarakat. 

2. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/42b2deb0-b570-4a1b-a111-a0794105d752/141~PMK.01~2022.pdf
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Pasal 222 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: 
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 
b. Bagian Sumber Daya Manusia; 
c. Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
d. Bagian Umum; 
e. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan 

Advokasi; 
f. Bagi an Layanan Informasi dan Dukungan 

Pengetahuan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 223 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, 
ketatalaksanaan, kinerja, dan penyusunan laporan 
kegiatan direktorat jenderal. 

4. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 224 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 223, Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan 

evaluasi jabatan, dan analisis be ban kerja; 
b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode 

kerja, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan 
prosedur dan metode kerja, serta pengembangan 
kinerja organisasi; 

c. penyusunan laporan akuntabilitas dan pelaksanaan 
tugas direktorat jenderal; 

d. pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja 
direktorat jenderal; dan 

e. pengelolaan transformasi kelembagaan direktorat 
jenderal. 

5. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 225 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: 
a. Subbagian Organisasi; 
b. Subbagian Tata Laksana; dan 
c. Subbagian Pengelolaan Kinerja. 

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 226 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pasal 226 
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penataan orgamsasi, analisis 
jabatan, dan evaluasi jabatan, serta analisis beban 
kerja. 

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, 
metode kerja, dan tata naskah dinas, serta 
pengembangan proses bisnis organisasi. 

(3) Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan 
pengelolaan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, 
laporan pelaksanaan tugas, laporan tahunan, dan 
pengelolaan transformasi kelembagaan direktorat 
jenderal. 

7. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 228 
Dalam melaksanakan tugas 
dalam Pasal 227, Bagian 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pengembangan pegawai, penyiapan bahan 
penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan pegawai, seleksi pegawai dalam rangka 
pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan ujian jabatan 
dan pembinaan mental; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan pusat asesmen; 
c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, 

kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, 
kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian 
lainnya; 

d. penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut 
penegakan disiplin; 

e. penyiapan bahan formasi, statistik, dan layanan 
sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan 
informasi sumber daya manusia; dan 

f. pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan 
direktorat jenderal. 

8. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 229 
Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas: 
a. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Sumber Daya Manusia; dan 
c. Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya 

Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional. 

9. Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

sebagaimana dimaksud 
Sumber Daya Manusia 
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Pasal 230 
(1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas melakukan pengembangan 
pegawai, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan 
dan pelatihan pegawai, seleksi pendidikan dan 
pelatihan pegawai, pengelolaan Budget Leaming 
Center, pembinaan mental, pelaksanaan ujian 
jabatan, pengelolaan tugas belajar, perumusan 
standar kompetensi jabatan, dan pengelolaan pusat 
asesmen, profil kompetensi, dan manajemen talenta. 

(2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier 
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pola mutasi dan pola 
karier, analisis succession plan, peringkat dan 
jabatan pelaksana, dan melaksanakan urusan 
pengangkatan, penempatan, kepangkatan, 
pemberhentian, pemberian pensiun, mutasi, dan 
kenaikan gaji berkala, serta memberikan 
penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin. 

(3) Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya 
Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional 
mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, 
statistik, dan layanan sumber daya manusia, 
pengelolaan data dan informasi sumber daya 
manusia, dan pelaksanaan urusan administrasi 
jabatan fungsional direktorat jenderal. 

10. Ketentuan Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 235 
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan urusan tata usaha, manajemen rapat 
koordinasi, penyusunan dan pemantauan tindak lanjut 
arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi 
direktorat jenderal, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, 
dan pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha 
pimpinan. 

11. Ketentuan Pasal 236 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 236 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 235, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, 

ekspedisi, pencetakan, penggandaan, manajemen 
rapat koordinasi, penyusunan dan pemantauan 
tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan 
tugas dan fungsi direktorat jenderal; 

b. pelaksanaan urusan rumah tangga; 
c. pelaksanaan urusan pengadaan dan pengelolaan 

barang milik negara; dan 
d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan 

protokoler. 
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12. Ketentuan Pasal 237 cliubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 237 
Bagian Umum tercliri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Subbagian Rumah Tangga; 
c. Subbagian Pengaclaan clan Pengelolaan Barang Milik 

Negara; clan 
cl. Subbagian Tata Usaha Pimpinan. 

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), clan ayat (4) Pasal 238 cliubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 238 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, persuratan, pencetakan, 
pengganclaan, clistribusi, ekspeclisi, kearsipan, 
manajemen rapat koorclinasi, clan penyusunan clan 
pemantauan tinclak lanjut arahan pimpinan atas 
pelaksanaan tugas clan fungsi clirektorat jencleral. 

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas 
melakukan analisis kebutuhan clan melaksanakan 
pengelolaan operasional kantor, kenclaraan clinas, 
clan fasilitas penclukung lainnya, serta koorclinasi 
penanganan clan keselamatan kerja. 

(3) Subbagian Pengaclaan clan Pengelolaan Barang Milik 
Negara mempunyai tugas melakukan analisis clan 
perencanaan kebutuhan barang milik negara, 
penetapan status penggunaan, penyiapan clokumen, 
pelaksanaan clan pelaporan pemilihan penyeclia 
barang/ jasa, clan inventarisasi, penyimpanan, 
penclistribusian, pemeliharaan, peminclahtanganan, 
pengamanan, penyiapan penghapusan, clan 
pelaporan barang milik negara. 

(4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas 
melakukan urusan tata usaha pimpman, 
penyusunan bahan rapat pimpinan, pemantauan 
tindak lanjut arahan Direktur Jencleral, clan 
protokoler clan akomoclasi clirektorat jencleral. 

14. Ketentuan Pasal 240 cliubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 240 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
clalam Pasal 239, Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen 
Risiko, clan Aclvokasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kerangka kerja, implementasi, clan 

pembinaan kepatuhan internal; 
b. pemantauan clan evaluasi zona integritas clan strategi 

komunikasi pencliclikan buclaya anti korupsi, 
pengenclalian gratifikasi, serta pengelolaan kewajiban 
pelaporan perpaj akan clan harta kekayaan pegawai; 

c. penyusunan profil risiko, strategi pengenclalian 
risiko, serta pembinaan clan pengelolaan manajemen 
risiko clirektorat jencleral; 



jdih.kemenkeu.go.id

- 7 - 

d. pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan 
pengawasan masyarakat; dan 

e. penyediaan layanan advokasi yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas. 

15. Ketentuan Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 242 
(1) Subbagian Pengendalian dan Kepatuhan Internal 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, 
penyusunan kerangka kerja, dan pelaksanaan 
kegiatan pemantauan pengendalian internal dan 
pemantauan dan evaluasi zona integritas di 
lingkungan direktorat jenderal. 

(2) Subbagian Pemantauan Kode Etik dan Manajemen 
Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan, penyusunan kerangka kerja, pengembangan 
dan pemantauan kode etik, penyusunan strategi 
komunikasi pendidikan budaya anti korupsi, 
pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan 
manajemen risiko direktorat jenderal. 

(3) Subbagian Pemantauan Hasil Pemeriksaan dan 
Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan, penyusunan kerangka kerja, dan pelaksanaan 
kegiatan pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan, serta pemberian layanan advokasi 
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan direktorat 
jenderal. 

16. Di antara Pasal 242 dan Pasal 243 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 242A dan Pasal 242B sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 242A 
Bagian Layanan Informasi dan Dukungan Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan 
layanan informasi, media sosial, konten dan publikasi 
digital, penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan 
kehumasan, pengelolaan perpustakaan, dan pengelolaan 
hubungan kelembagaan. 

Pasal 242B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 242A, Bagian Layanan Informasi dan 
Dukungan Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan layanan informasi dan publikasi; 
b. pengelolaan media sosial, konten dan publikasi 

digital; 
c. pelaksanaan urusan hubungan media; 
d. pelaksanaan urusan strategi komunikasi internal dan 

eksternal; 
e. pengelolaan manajemen pengetahuan; 
f. penyelenggaraan layanan perpustakaan; dan 
g. pengelolaan hubungan kelembagaan. 
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17. Ketentuan Pasal 244 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 244 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 243, Direktorat Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur 
dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

18. Ketentuan Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 245 
Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

19. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 246 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

20. Ketentuan Pasal 24 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 247 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 246, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
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b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 
pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

21. Ketentuan Pasal 248 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 248 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

22. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 249 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bah an pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgamsasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

23. Pasal 250 dihapus. 

24. Pasal 251 dihapus. 

25. Pasal 252 dihapus. 

26. Pasal 253 dihapus. 

27. Pasal 254 dihapus. 

28. Pasal 255 dihapus. 
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29. Pasal 256 dihapus. 

30. Pasal 257 dihapus. 

31. Pasal 258 dihapus. 

32. Pasal 259 dihapus. 

33. Pasal 260 dihapus. 

34. Pasal 261 dihapus. 

35. Pasal 262 dihapus. 

36. Pasal 263 dihapus. 

37. Pasal 264 dihapus. 

38. Pasal 265 dihapus. 

39. Pasal 266 dihapus. 

40. Pasal 267 dihapus. 

41. Pasal 268 dihapus. 

42. Pasal 269 dihapus. 

43. Ketentuan Pasal 270 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 270 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

44. Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 272 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 271 Direktorat Anggaran Bidang 
Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

penganggaran belanja pemerintah pusat; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penganggaran belanja pemerintah pusat; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang penganggaran belanja 
pemerintah pusat; 
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d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang penganggaran belanja 
pemerintah pusat; 

f. pelaksanaan analisis di bidang penganggaran belanja 
pemerintah pusat; 

g. pelaksanaan penelaahan terkait anggaran 
operasional penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan, serta tabungan dan asuransi 
pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional 
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

h. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

1. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

45. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 273 
Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan 
Kemaritiman terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

46. Ketentuan Pasal 274 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 274 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

47. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 275 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 274, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 
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48. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 276 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

49. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 277 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

50. Pasal 278 dihapus. 

51. Pasal 279 dihapus. 

52. Pasal 280 dihapus. 

53. Pasal 281 dihapus. 

54. Pasal 282 dihapus. 

55. Pasal 283 dihapus. 

56. Pasal 284 dihapus. 

57. Pasal 285 dihapus. 

58. Pasal 286 dihapus. 

59. Pasal 287 dihapus. 

60. Pasal 288 dihapus. 

61. Pasal 289 dihapus. 
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62. Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 290 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

63. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 292 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 291, Direktorat Anggaran Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

penganggaran belanja pemerintah pusat; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penganggaran belanja pemerintah pusat; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang penganggaran belanja 
pemerintah pusat; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang penganggaran belanja 
pemerintah pusat; 

f. pelaksanaan analisis di bidang penganggaran belanja 
pemerintah pusat; 

g. pelaksanaan penelaahan terkait anggaran 
operasional penyelenggaraan jamman sosial 
kesehatan; 

h. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

1. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

64. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 293 
Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

65. Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 294 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

66. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 295 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 294, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
prmpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

67. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 296 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

68. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 297 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
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penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

69. Pasal 298 dihapus. 

70. Pasal 299 dihapus. 

71. Pasal 300 dihapus. 

72. Pasal 301 dihapus. 

73. Pasal 302 dihapus. 

74. Pasal 303 dihapus. 

75. Pasal 304 dihapus. 

76. Pasal 305 dihapus. 

77. Pasal 306 dihapus. 

78. Pasal 307 dihapus. 

79. Pasal 308 dihapus. 

80. Pasal 309 dihapus. 

81. Ketentuan Pasal 310 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 310 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

82. Ketentuan Pasal 311 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 311 
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan 
dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang 
politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan melakukan 
pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan 
Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara Pengelolaan Belanja Lainnya, serta sebagai 
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koordinator Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara 
Umum Negara, dan koordinator penyelesaian tindak lanjut 
temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 
Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
Pengelolaan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang 
diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. 

83. Ketentuan Pasal 312 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 312 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 311, Direktorat Anggaran Bidang Politik, 
Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta 
dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan 
laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan 
dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
Pengelolaan Belanja Lainnya; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang penganggaran untuk belanja 
pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara 
Um um Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan 
penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 
Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara Pengelolaan Belanja Lainnya; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah 
pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan 
penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 
Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Pengelolaan Belanja Lainnya; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang penganggaran untuk belanja 
pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara 
Um um Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan 
penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 
Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Pengelolaan Belanja Lainnya; 

f. pengoordinasian pengelolaan Pembantu Pengguna 
Anggaran Bendahara Umum Negara dan penyelesaian 
tindak lanjut temuan pemeriksaan atas laporan 
keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian 
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Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan 
Belanja Lainnya; · 

g. pelaksanaan analisis di bidang penganggaran untuk 
belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan 
anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan 
Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya; 

h. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

1. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

84. Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 313 
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan 
dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

85. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 314 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

86. Ketentuan Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 315 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 314, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

87. Ketentuan Pasal 316 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 316 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

88. Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 317 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bah an pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasran, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

89. Pasal 318 dihapus. 

90. Pasal 319 dihapus. 

91. Pasal 320 dihapus. 

92. Pasal 321 dihapus. 

93. Pasal 322 dihapus. 

94. Pasal 323 dihapus. 

95. Pasal 324 dihapus. 

96. Pasal 325 dihapus. 

97. Pasal 326 dihapus. 

98. Pasal 327 dihapus. 

99. Pasal 328 dihapus. 

100. Pasal 329 dihapus. 

101. Pasal 330 dihapus. 
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102. Pasal 331 dihapus. 

103. Pasal 332 dihapus. 

104. Pasal 333 dihapus. 

105. Ketentuan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 334 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

106. Ketentuan Pasal 335 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 335 
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya 
Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standardisasi 
teknis, penggalian potensi dan pengawasan di bidang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan 
Kekayaan Negara Dipisahkan, melaksanakan fungsi 
Kuasa Pengguna Anggaran penyalur belanja subsidi dan 
kompensasi energi yang ditugaskan, serta menyusun 
pedoman teknis dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri 
Sipil, Pejabat Negara, dan Tentara Nasional 
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

107. Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 336 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 335, Direktorat Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara 
Dipisahkan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam 
dan Kekayaan Negara Dipisahkan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam 
dan Kekayaan Negara Dipisahkan; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 
kriteria, dan peraturan di bidang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan 
Negara Dipisahkan; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, 
peman tauan dan evaluasi di bi dang Penerimaan 
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Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan 
Kekayaan Negara Dipisahkan yang dilakukan 
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber 
Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan atau 
bersama direktorat terkait; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara 
Dipisahkan; 

f. pelaksanaan analisis kebijakan di bidang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan 
Kekayaan Negara Dipisahkan; 

g. pelaksanaan analisis potensi di bidang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan 
Kekayaan Negara Dipisahkan; 

h. perumusan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara 
Dipisahkan, termasuk target dan pagu penggunaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 
Kementerian/Lembaga penghasil Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 

1. pelaksanaan pengawasan di bidang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan 
Kekayaan Negara Dipisahkan; 

J. penyiapan transformasi pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan 
Kekayaan Negara Dipisahkan; 

k. pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna 
Anggaran penyalur belanja subsidi dan kompensasi 
energi yang ditugaskan; 

1. penyiapan perumusan pedoman teknis pemantauan 
dan evaluasi atas pengelolaan dana akumulasi iuran 
pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan 
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

m. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
bimbingan teknis atas pengelolaan dana akumulasi 
iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, 
dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

n. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

o. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

108. Ketentuan Pasal 337 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 337 
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya 
Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

109. Ketentuan Pasal 338 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 338 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

110. Ketentuan Pasal 339 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 339 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 338, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

111. Ketentuan Pasal 340 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 340 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

112. Ketentuan Pasal 341 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 341 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
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penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

113. Pasal 342 dihapus. 

114. Pasal 343 dihapus. 

115. Pasal 344 dihapus. 

116. Pasal 345 dihapus. 

11 7. Pasal 346 dihapus. 

118. Pasal 347 dihapus. 

119. Pasal 348 dihapus. 

120. Pasal 349 dihapus. 

121. Pasal 350 dihapus. 

122. Pasal 351 dihapus. 

123. Pasal 352 dihapus. 

124. Pasal 353 dihapus. 

125. Pasal 354 dihapus. 

126. Pasal 355 dihapus. 

127. Pasal 356 dihapus. 

128. Pasal 357 dihapus. 

129. Ketentuan Pasal 358 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 358 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

130. Ketentuan Pasal 360 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 360 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 359, Direktorat Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Kernen terian /Lembaga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Kernen terian/ Lembaga; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 
kriteria, dan peraturan di bidang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Kementerian/Lembaga; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, 
peman tauan dan evaluasi di bi dang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga yang 
dilakukan Direktorat Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Kementerian/Lembaga atau bersama direktorat 
terkait; 

e. pelaksanaan analisis potensi di bidang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga; 

f. perumusan rencana target dan pagu penggunaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk badan 
layanan umum pada Kementerian/Lembaga; 

g. pengawasan di bidang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Kementerian/Lembaga; 

h. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Kernen terian/ Lembaga; 

1. penyiapan transformasi pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga; 

J. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

k. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

131. Ketentuan Pasal 361 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 361 
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Kementerian/Lembaga terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

132. Ketentuan Pasal 362 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 362 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 
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133. Ketentuan Pasal 363 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 363 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 362, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumen tasi hasil kerj a; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

134. Ketentuan Pasal 364 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 364 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

135. Ketentuan Pasal 365 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 365 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bah an pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

136. Pasal 366 dihapus. 

137. Pasal 367 dihapus. 
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138. Pasal 368 dihapus. 

139. Pasal 369 dihapus. 

140. Pasal 370 dihapus. 

141. Pasal 371 dihapus. 

142. Pasal 372 dihapus. 

143. Pasal 373 dihapus. 

144. Ketentuan Pasal 374 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 374 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

145. Ketentuan Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 375 
Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas 
merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan 
standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran, dan 
mengelola sistem informasi dan teknologi, serta data di 
bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan 
pajak. 

146. Ketentuan Pasal 376 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 376 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 375, Direktorat Sistem Penganggaran 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem 

penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem 

penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria di bidang sistem penganggaran dan 
penerimaan negara bukan pajak; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang sistem penganggaran dan penerimaan 
negara bukan pajak; 

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang sistem penganggaran dan 
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penerimaan negara bukan pajak; 
f. pelaksanaan analisis di bidang sistem penganggaran 

dan penerimaan negara bukan pajak; 
g. pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di 

bidang keuangan negara bidang tugas perencanaan 
dan penganggaran serta penerimaan negara bukan 
pajak; 

h. pelaksanaan kajian dan kerja sama pengembangan 
sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan 
pajak; 

1. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sistem 
informasi dan teknologi serta data penganggaran dan 
penerimaan negara bukan pajak; 

J. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

k. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

147. Ketentuan Pasal 377 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 377 
Direktorat Sistem Penganggaran terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

148. Ketentuan Pasal 378 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 378 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta pembinaan 
dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan 
negara bidang tugas perencanaan dan penganggaran serta 
penerimaan negara bukan pajak. 

149. Ketentuan Pasal 379 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 379 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 378, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpinan; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; 
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e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional; clan 

f. pembinaan clan pengelolaan jabatan fungsional di 
bidang keuangan negara bidang tugas perencanaan 
clan penganggaran serta penerimaan negara bukan 
pajak pada Kementerian/Lembaga. 

150. Ketentuan Pasal 380 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 380 
Subdirektorat Program clan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program clan Sistem Kerja; 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan; clan 
c. Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang 

Perencanaan clan Penganggaran serta Penerimaan 
Negara Bukan Pajak. 

151. Ketentuan Pasal 381 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 381 
(1) Seksi Program clan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan clan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, clan pembagian tugas jabatan fungsional 
clan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, clan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, clan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan clan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, clan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

(3) Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang 
Perencanaan clan Penganggaran serta Penerimaan 
Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan 
penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria clan 
peraturan, fasilitasi organisasi profesi, pemantauan, 
evaluasi, bimbingan teknis clan pengembangan 
jabatan fungsional di bidang keuangan negara bidang 
tugas perencanaan clan penganggaran serta 
penerimaan negara bukan pajak serta penyusunan 
rekomendasi formasi jabatan fungsional di bidang 
keuangan negara perencanaan clan penganggaran 
serta penerimaan negara bukan pajak pada 
kemen terian /lembaga. 
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152. Pasal 382 dihapus. 

153. Pasal 383 dihapus. 

154. Pasal 384 dihapus. 

155. Pasal 385 dihapus. 

156. Pasal 386 dihapus. 

157. Pasal 387 dihapus. 

158. Pasal 388 dihapus. 

159. Pasal 389 dihapus. 

160. Pasal 390 dihapus. 

161. Pasal 391 dihapus. 

162. Pasal 392 dihapus. 

163. Pasal 393 dihapus. 

164. Ketentuan Pasal 394 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 394 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

165. Ketentuan Pasal 395 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 395 
Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran 
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi 
peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi. 

166. Ketentuan Pasal 396 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 396 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 395, Direktorat Harmonisasi Peraturan 
Penganggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan 
sosial, dan remunerasi; 
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan 
sosial, dan remunerasi; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur 
dan kriteria, dan penyiapan penyusunan peraturan 
di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, 
jaminan sosial, dan remunerasi; 

d. harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan 
sosial, dan remunerasi; 

e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, 
jaminan sosial, dan remunerasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang harmonisasi peraturan 
penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi; 

g. pelaksanaan analisis di bidang harmonisasi 
peraturan penganggaran, jamman sosial, dan 
remunerasi; 

h. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

1. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

167. Ketentuan Pasal 397 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 397 
Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran terdiri 
atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

168. Ketentuan Pasal 398 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 398 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

169. Ketentuan Pasal 399 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 399 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 398, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
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pimpman; 
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 

jabatan fungsional. 

170. Ketentuan Pasal 400 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 400 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Si stem Kerj a; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan; 

171. Ketentuan Pasal 401 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 401 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

1 72. Pasal 402 dihapus. 

173. Pasal 403 dihapus. 

174. Pasal 404 dihapus. 

175. Pasal 405 dihapus. 

176. Pasal 406 dihapus. 

1 77. Pasal 407 dihapus. 

178. Pasal 408 dihapus. 

1 79. Pasal 409 dihapus. 

180. Pasal 410 dihapus. 
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181. Pasal 411 dihapus. 

182. Pasal 412 dihapus. 

183. Pasal 413 dihapus. 

184. Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 414 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

185. Ketentuan Pasal 1516 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1516 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1515, Sekretariat Direktorat Jenderal 
menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal; 
b. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan 

organisasi, ketatalaksanaan, dan transformasi 
kelembagaan di lingkungan direktorat jenderal; 

c. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan 
direktorat jenderal, dan pembinaan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas 
pembiayaan dan risiko keuangan; 

d. penyelenggaraan pengelolaan urusan perencanaan, 
keuangan, dan kinerja di lingkungan direktorat 
jenderal; 

e. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, penelaahan 
rancangan peraturan di tingkat direktorat jenderal, 
dan harmonisasi peraturan di lingkungan direktorat 
jenderal; 

f. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, 
dokumentasi, dan rumah tangga di lingkungan 
direktorat jenderal; dan 

g. pengembangan dan pelayanan bidang strategi 
komunikasi, layanan informasi, layanan 
kepustakaan, dan teknologi informasi di lingkungan 
direktorat j ender al. 

186. Ketentuan Pasal 1517 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1517 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: 
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 
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b. Bagian Sumber Daya Manusia; 
c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kinerja; 
d. Bagian Kepatuhan Internal dan Hukum; 
e. Bagian Umum; 
f. Bagian Komunikasi dan Teknologi Informasi; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

187. Ketentuan Pasal 1518 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1518 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melaksanakan penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan 
pengelolaan transformasi kelembagaan di lingkungan 
direktorat jenderal. 

188. Ketentuan Pasal 1519 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1519 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1518, Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan dan analisis kebijakan penataan 

organisasi direktorat jenderal; 
b. penyusunan, penelaahan, serta analisis dan evaluasi 

jabatan di lingkungan direktorat jenderal; 
c. penyiapan bahan ketatalaksanaan, proses bisnis, 

standar operasional prosedur, dan penyusunan 
analisis beban kerja di lingkungan direktorat 
jenderal; dan 

d. pengelolaan program inisiatif strategis reformasi 
birokrasi dan transformasi kelembagaan di 
lingkungan direktorat jenderal. 

189. Ketentuan Pasal 1520 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1520 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: 
a. Subbagian Organisasi; 
b. Subbagian Tata Laksana; dan 
c. Subbagian Transformasi Kelembagaan. 

190. Ketentuan Pasal 1521 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1521 
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan dan analisis kebijakan penataan 
organisasi, penyusunan, penelaahan, analisis dan 
evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal. 

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan ketatalaksanaan, 
proses bisnis, standar operasional prosedur, dan 
penyusunan analisis beban kerja di lingkungan 
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direktorat jenderal. 
(3) Subbagian Transformasi Kelembagaan mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan program inisiatif 
strategis reformasi birokrasi dan transformasi 
kelembagaan di lingkungan direktorat jenderal. 

191. Ketentuan Pasal 1522 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1522 
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia di 
lingkungan direktorat jenderal, dan pembinaan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas 
pembiayaan dan risiko keuangan. 

192. Ketentuan Pasal 1523 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1523 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1522, Bagian Sumber Daya Manusia 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait 

sumber daya manusia direktorat jenderal; 
b. penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, dan 

pengembangan karier sumber daya manusia 
direktorat jenderal; 

c. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya 
manusia direktorat jenderal; 

d. pelaksanaan manajemen informasi dan layanan 
sumber daya manusia direktorat jenderal; 

e. pemantauan dan evaluasi sumber daya manusia 
direktorat jenderal; dan 

f. pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan 
negara bidang tugas pembiayaan dan risiko 
keuangan. 

193. Ketentuan Pasal 1524 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1524 
Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Sumber Daya Manusia; 
b. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia; 
c. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan 

Sumber Daya Manusia; dan 
d. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

194. Ketentuan Pasal 1525 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1525 
(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan 
perencanaan kebutuhan, penempatan, dan 
pengembangan karier sumber daya manusia 
direktorat jenderal. 

(2) Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia mempunyai tugas melakukan 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia 
direktorat jenderal. 

(3) Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan 
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan 
manajemen informasi, layanan sumber daya 
manusia, dan pemantauan dan evaluasi sumber daya 
manusia direktorat jenderal. 

(4) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang 
Pembiayaan dan Risiko Keuangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, standar kualitas hasil kerja, analisis 
kebutuhan pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan 
pengelolaan administrasi jabatan fungsional di 
bidang keuangan negara bidang tugas pembiayaan 
dan risiko keuangan. 

195. Ketentuan Pasal 1526 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1526 
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kinerja mempunyai 
tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, 
pengelolaan kinerja dan manajemen risiko di lingkungan 
direktorat jenderal. 

196. Ketentuan Pasal 1527 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1527 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1526, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan 
Kinerja menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja 

anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran 
direktorat jenderal; 

b. penyusunan Target dan Pagu Penggunaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak direktorat jenderal; 

c. pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat 
Instansi pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran tingkat Satuan Kerja dan Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Eselon I 
direktorat jenderal; 

d. penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal; 
e. pelaksanaan koordinasi urusan perbendaharaan di 

lingkungan direktorat jenderal; 
f. pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran dan 

capaian kinerja program dan kegiatan direktorat 
jenderal; 
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g. pelaksanaan koordinasi penerapan pengelolaan 
kinerja dan risiko organisasi direktorat jenderal; dan 

h. penyusunan laporan kinerja organisasi direktorat 
jenderal. 

197. Ketentuan Pasal 1528 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1528 
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kinerja terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; 
b. Subbagian Akuntansi, Pelaporan, dan 

Perbendaharaan; dan 
c. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko. 

198. Ketentuan Pasal 1529 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1529 
(1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
strategis, rencana kerja anggaran dan dokumen 
pelaksanaan anggaran, serta Target dan Pagu 
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
direktorat jenderal. 

(2) Subbagian Akuntansi, Pelaporan, dan 
Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan 
pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat 
Instansi pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran tingkat Satuan Kerja dan Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Eselon I, 
penyusunan laporan keuangan, koordinasi 
pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dalam 
rangka pelaporan keuangan, dan layanan urusan 
kesejahteraan pegawai direktorat jenderal. 

(3) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, analisis, harmonisasi, pemantauan, dan 
penerapan manajemen kinerja dan risiko organisasi, 
melakukan asistensi atas perjanjian kinerja dan profil 
risiko organisasi, dan melakukan analisis 
perhitungan kualitas perjanjian kinerja dan laporan 
kinerja organisasi direktorat jenderal. 

199. Ketentuan Pasal 1530 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1530 
Bagian Kepatuhan Internal dan Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan 
sistem pengendalian internal, tindak lanjut pemeriksaan 
aparat pengawasan fungsional, tindak lanjut penanganan 
pengaduan, penelaahan rancangan peraturan/keputusan 
di tingkat direktorat jenderal, dan harmonisasi 
peraturan/keputusan di lingkungan direktorat jenderal. 
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200. Ketentuan Pasal 1531 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1531 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1530, Bagian Kepatuhan Internal dan Hukum 
menyelenggarakan fungsi: 
a. peman tauan atas penerapan sistem pengendalian 

internal dalam pelaksanaan prosedur kerja dan 
pelaporan keuangan serta tindak lanjut hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di 
lingkungan direktorat jenderal; 

b. pemantauan atas penegakan nilai integritas, etika, 
dan disiplin, pelaksanaan pengendalian gratifikasi 
dan kegiatan anti korupsi, serta penanganan 
pengaduan di lingkungan direktorat jenderal; 

c. penelaahan rancangan peraturan/keputusan di 
tingkat direktorat jenderal dan harmonisasi 
peraturan/keputusan di lingkungan direktorat 
jenderal; 

d. pertimbangan hukum terkait bidang kesekretariatan 
dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan 
negara di lingkungan direktorat jenderal; dan 

e. pelaksanaan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi 
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan direktorat 
jenderal. 

201. Ketentuan Pasal 1532 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1532 
Bagian Kepatuhan Internal dan Hukum terdiri atas: 
a. Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis; 
b. Subbagian Kepatuhan Aparatur; dan 
c. Subbagian Harmonisasi Peraturan dan Hukum. 

202. Ketentuan Pasal 1533 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1533 
(1) Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis mempunyai 

tugas melakukan pemantauan atas penerapan sistem 
pengendalian internal dalam pelaksanaan prosedur 
kerj a dan pelaporan keuangan serta koordinasi 
pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat 
pengawasan fungsional di lingkungan direktorat 
jenderal. 

(2) Subbagian Kepatuhan Aparatur mempunyai tugas 
melakukan pemantauan atas penegakan nilai 
integritas, etika, dan disiplin, pelaksanaan 
pengendalian gratifikasi dan kegiatan anti korupsi, 
serta penanganan pengaduan di lingkungan 
direktorat j ender al. 
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(3) Subbagian Harmonisasi Peraturan dan Hukum 
mempunyai tugas melakukan penelaahan rancangan 
peraturan/keputusan di tingkat direktorat jenderal, 
harmonisasi peraturan/keputusan, pertimbangan 
hukum bidang kesekretariatan dan pengelolaan 
pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta 
pelaksanaan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi 
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan direktorat 
jenderal. 

203. Ketentuan Pasal 1534 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1534 
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
rumah tangga, layanan dukungan pimpinan, dan 
pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat 
jenderal. 

204. Ketentuan Pasal 1535 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1535 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1534, Bagian Umum menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan urusan layanan dukungan pimpinan 

dan protokol; 
b. pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal; 
c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di 

lingkungan sekretariat direktorat jenderal; 
d. pelaksanaan urusan rumah tangga di lingkungan 

direktorat jenderal; dan 
e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara 

direktorat jenderal. 

205. Ketentuan Pasal 1536 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1536 
Bagian Umum terdiri atas: 
a. Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan; 
b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan 
c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara. 

206. Ketentuan Pasal 1537 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1537 
(1) Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan 

mempunyai tugas melakukan layanan harmonisasi 
dukungan atas pelaksanaan tugas pimpinan, 
penyiapan rapat koordinasi direktorat jenderal, dan 
pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas 
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pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal, 
serta layanan keprotokoleran. 

(2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan 
persuratan dan kearsipan sekretariat direktorat 
jenderal dan layanan rumah tangga di lingkungan 
direktorat jenderal. 

(3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang 
milik negara serta pendampingan dan asistensi 
pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan 
direktorat jenderal. 

207. Ketentuan Pasal 1538 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1538 
Bagian Komunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai 
tugas melakukan pelaksanaan penyusunan strategi 
komunikasi, penyelenggaraan publikasi dan layanan 
informasi, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan 
edukasi publik, layanan kepustakaan, serta pengelolaan 
program dan infrastruktur teknologi informasi 
pembiayaan dan risiko. 

208. Ketentuan Pasal 1539 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1539 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1538, Bagian Komunikasi dan Teknologi 
Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan, pengembangan, dan evaluasi dokumen 

strategi komunikasi direktorat jenderal; 
b. perancangan dan pelaksanaan publikasi dan layanan 

informasi publik di lingkungan direktorat jenderal; 
c. perancangan dan pelaksanaan kegiatan edukasi 

publik bidang pembiayaan dan risiko keuangan 
negara serta layanan kepustakaan di lingkungan 
direktorat jenderal; dan 

d. pengelolaan program dan infrastruktur teknologi 
informasi pembiayaan dan risiko keuangan negara. 

209. Ketentuan Pasal 1540 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1540 
Bagian Komunikasi dan Teknologi Informasi terdiri atas: 
a. Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi; 
b. Subbagian Manajemen Publikasi dan Layanan 

Informasi; 
c. Subbagian Manajemen Edukasi Publik; dan 
d. Subbagian Manajemen Program Teknologi Informasi. 

210. Ketentuan Pasal 1541 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1541 
(1) Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi 

mempunyai tugas melakukan pelaksanaan 
penyusunan strategi komunikasi, analisis 
pemberitaan media massa, serta pelaksanaan riset 
dan audit komunikasi di lingkungan direktorat 
jenderal. 

(2) Subbagian Manajemen Publikasi dan Layanan 
lnformasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan 
penyelenggaraan publikasi informasi dan pengelolaan 
layanan informasi publik di lingkungan direktorat 
jenderal. 

(3) Subbagian Manajemen Edukasi Publik mempunyai 
tugas melakukan pelaksanaan perencanaan dan 
penyelenggaraan kegiatan edukasi publik serta 
layanan kepustakaan di lingkungan direktorat 
jenderal. 

(4) Subbagian Manajemen Program Teknologi Informasi 
mempunyai tugas melakukan koordinasi 
penyusunan rencana strategis teknologi informasi 
dan komunikasi, koordinasi pengelolaan penjaminan 
mutu program teknologi informasi dan komunikasi, 
serta koordinasi pengelolaan gangguan dan 
pemulihan layanan teknologi informasi dan 
komunikasi di lingkungan direktorat jenderal. 

211. Ketentuan Pasal 1543 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1543 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1542, Direktorat Pinjaman dan Hibah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman 

dan hibah; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman 

dan hibah; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah; 
d. penyiapan dan penyusunan rencana penarikan 

pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

e. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat. 

212. Ketentuan Pasal 1544 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1544 
Direktorat Pinjaman dan Hibah terdiri atas: 
a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Pinjaman dan 

Hi bah; 
b. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
c. Subbagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

213. Ketentuan Pasal 1545 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1545 
Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Pinjaman dan Hibah 
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyiapan 
bahan koordinasi dan konsolidasi penyusunan dokumen 
pinjaman dan hibah, pengelolaan data dan informasi 
pinjaman dan hibah, serta pelaksanaan pendampingan 
dalam negosiasi pinjaman dan hibah. 

214. Ketentuan Pasal 1546 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1546 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1545, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi 
Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan koordinasi dan konsolidasi 

penyusunan dokumen pinjaman dan hibah; 
b. penyiapan dan penyusunan rencana penarikan 

pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran, 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. penyusunan proyeksi penarikan pinjaman dan hibah 
jangka menengah; 

d. pengelolaan data dan informasi pinjaman dan hibah; 
dan 

e. pelaksanaan pendampingan 
pinjaman dan hibah. 

215. Pasal 1547 dihapus. 

216. Pasal 1548 dihapus. 

dalam negosiasi 

21 7. Ketentuan Pasal 1549 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1549 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

218. Ketentuan Pasal 1550 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1550 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1549, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

219. Ketentuan Pasal 1551 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1551 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

220. Ketentuan Pasal 1552 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1552 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bah an pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

221. Pasal 1553 dihapus. 

222. Pasal 1554 dihapus. 

223. Pasal 1555 dihapus. 
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224. Pasal 1556 dihapus. 

225. Pasal 1557 dihapus. 

226. Pasal 1558 dihapus. 

227. Pasal 1559 dihapus. 

228. Pasal 1560 dihapus. 

229. Ketentuan Pasal 1561 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1561 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

230. Ketentuan Pasal 1563 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1563 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1562, Direktorat Surat Utang Negara 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Surat 

Utang Negara; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Surat 

Utang Negara; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang Surat Utang Negara; 
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring 

dan evaluasi di bidang Surat Utang Negara; 
e. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 

pengetahuan direktorat; dan 
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

direktorat. 

231. Ketentuan Pasal 1564 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1564 
Direktorat Surat Utang Negara terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

232. Ketentuan Pasal 1565 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1565 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

233. Ketentuan Pasal 1566 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1566 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1565, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

234. Ketentuan Pasal 1567 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1567 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

235. Ketentuan Pasal 1568 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1568 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bah an pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
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penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

236. Pasal 1569 dihapus. 

237. Pasal 1570 dihapus. 

238. Pasal 1571 dihapus. 

239. Pasal 1572 dihapus. 

240. Pasal 1573 dihapus. 

241. Pasal 1574 dihapus. 

242. Pasal 1575 dihapus. 

243. Pasal 1576 dihapus. 

244. Pasal 1577 dihapus. 

245. Pasal 1578 dihapus. 

246. Pasal 1579 dihapus. 

24 7. Pasal 1580 dihapus. 

248. Ketentuan Pasal 1581 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1581 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

249. Ketentuan Pasal 1583 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1583 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1582, Direktorat Pembiayaan Syariah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

pembiayaan syariah; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembiayaan syariah; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang pembiayaan syariah; 
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring 

dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; 
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e. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat. 

250. Ketentuan Pasal 1584 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1584 
Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri atas: 
a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, Pembiayaan 

Proyek, dan Aset Surat Berharga Syariah Negara; 
b. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
c. Subbagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

251. Ketentuan Pasal 1585 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1585 
Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, Pembiayaan Proyek, 
dan Aset Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas 
melaksanakan transaksi penerbitan dan pembelian 
kembali Surat Berharga Syariah Negara, penyiapan 
rencana pelaksanaan pembiayaan proyek Surat Berharga 
Syariah Negara, penyiapan pengelolaan rekening khusus 
dan pelaksanaan kewajiban pembayaran proyek Surat 
Berharga Syariah Negara, koordinasi dalam rangka 
pengelolaan kinerja pelaksanaan proyek Surat Berharga 
Syariah Negara, penyiapan bahan rekomendasi hasil 
pemantauan dan pengelolaan kinerja atas pelaksanaan 
proyek Surat Berharga Syariah Negara, analisis 
kebutuhan, penyiapan dan penatausahaan barang milik 
negara dan objek pembiayaan sebagai dasar penerbitan 
Surat Berharga Syariah Negara, serta pengelolaan basis 
data barang milik negara dan proyek yang menjadi dasar 
penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 

252. Ketentuan Pasal 1586 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1586 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1585, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, 
Pembiayaan Proyek, dan Aset Surat Berharga Syariah 
Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan transaksi penerbitan dan pembelian 

kembali Surat Berharga Syariah Negara; 
b. pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah 

Negara dalam rangka lindung nilai dan peminjaman 
Surat Berharga Syariah Negara; 

c. penyiapan rencana pelaksanaan pembiayaan proyek 
Surat Berharga Syariah Negara; 

d. penyiapan pengelolaan rekening khusus dan 
pelaksanaan kewajiban pembayaran proyek Surat 
Berharga Syariah Negara; 
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e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan 
kinerja pelaksanaan proyek Surat Berharga Syariah 
Negara; 

f. penyiapan bahan rekomendasi hasil pemantauan dan 
pengelolaan kinerja atas pelaksanaan proyek Surat 
Berharga Syariah Negara; 

g. pelaksanaan analisis kebutuhan, penyiapan dan 
penatausahaan barang milik negara dan objek 
pembiayaan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga 
Syariah Negara; dan 

h. pengelolaan basis data barang milik negara dan 
proyek yang menjadi dasar penerbitan Surat 
Berharga Syariah Negara. 

253. Pasal 1587 dihapus. 

254. Pasal 1588 dihapus. 

255. Ketentuan Pasal 1589 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1589 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

256. Ketentuan Pasal 1590 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1590 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1589, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpinan; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

257. Ketentuan Pasal 1591 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1591 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 
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258. Ketentuan Pasal 1592 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1592 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bah an pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumen tasi, pengorgamsasian, pen ye barluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

259. Pasal 1593 dihapus. 

260. Pasal 1594 dihapus. 

261. Pasal 1595 dihapus. 

262. Pasal 1596 dihapus. 

263. Pasal 1597 dihapus. 

264. Pasal 1598 dihapus. 

265. Pasal 1599 dihapus. 

266. Pasal 1600 dihapus. 

267. Ketentuan Pasal 1601 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1601 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

268. Ketentuan Pasal 1603 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1603 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1602, Direktorat Pengelolaan Risiko 
Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

pengelolaan risiko keuangan negara; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan risiko keuangan negara; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang pengelolaan risiko keuangan 
negara; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi di bidang pengelolaan risiko keuangan 
negara; 

e. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat. 

269. Ketentuan Pasal 1604 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1604 
Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara terdiri 
atas: 
a. Subdirektorat Pengelolaan Dukungan dan 

Penjaminan Pemerintah; 
b. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
c. Subbagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

270. Ketentuan Pasal 1605 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1605 
Subdirektorat Pengelolaan Dukungan dan Penjaminan 
Pemerintah mempunyai tugas melakukan perencanaan 
pelaksanaan dukungan dan penjaminan pemerintah, 
pelaksanaan penerbitan fasilitas dukungan dan 
penjaminan pemerintah, pengelolaan basis data dan 
dokumen pada seluruh tahapan pengelolaan dukungan 
dan penjaminan pemerintah, pelaksanaan komunikasi 
dan layanan kepada pemangku kepentingan, dan 
menyusun laporan agregasi secara periodik terkait 
penyediaan dukungan dan penjaminan pemerintah serta 
manajemen risiko. 

271. Ketentuan Pasal 1606 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1606 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1605, Subdirektorat Pengelolaan Dukungan 
dan Penjaminan Pemerintah menyelenggarakan fungsi: 
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a. perencanaan pelaksanaan dukungan dan 
penjaminan pemerintah; 

b. pelaksanaan penerbitan fasilitas dukungan dan 
penjaminan pemerintah; 

c. pengelolaan basis data dan dokumen pada seluruh 
tahapan pengelolaan dukungan dan penjaminan 
pemerin tah; 

d. pelaksanaan komunikasi dan layanan kepada 
pemangku kepentingan; dan 

e. penyusunan laporan agregasi secara periodik terkait 
penyediaan dukungan dan penjaminan pemerintah 
serta manajemen risiko. 

272. Pasal 1607 dihapus. 

273. Pasal 1608 dihapus. 

274. Ketentuan Pasal 1609 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1609 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

275. Ketentuan Pasal 1610 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1610 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1609, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpinan; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

276. Ketentuan Pasal 1611 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1611 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 
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277. Ketentuan Pasal 1612 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1612 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

278. Pasal 1613 dihapus. 

279. Pasal 1614 dihapus. 

280. Pasal 1615 dihapus. 

281. Pasal 1616 dihapus. 

282. Pasal 1617 dihapus. 

283. Pasal 1618 dihapus. 

284. Pasal 1619 dihapus. 

285. Pasal 1620 dihapus. 

286. Ketentuan Pasal 1621 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1621 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

287. Ketentuan Pasal 1622 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1622 
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan 
Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, 
pelaksanaan manajemen pemangku kepentingan, 
penjaminan mutu, manajemen kontrak, dan manajemen 
sumber daya, serta pemberian bimbingan teknis, 
monitoring dan evaluasi/penelaahan di bidang 
pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan 
kreatif untuk infrastruktur. 

288. Ketentuan Pasal 1623 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1623 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1622, Direktorat Pengelolaan Dukungan 
Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan 
kreatif untuk infrastruktur; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan 
kreatif untuk infrastruktur; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang pengelolaan dukungan 
pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk 
infrastruktur; 

d. pelaksanaan manajemen pemangku kepentingan, 
penjaminan mutu, manajemen kontrak, dan 
manajemen sumber daya di bidang pengelolaan 
dukungan pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk 
infrastruktur; 

e. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi 
di bi dang pengelolaan dukungan pemerin tah dan 
pembiayaan kreatif untuk infrastruktur; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat. 

289. Ketentuan Pasal 1624 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1624 
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan 
Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

290. Ketentuan Pasal 1625 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1625 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

291. Ketentuan Pasal 1626 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1626 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1625, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

292. Ketentuan Pasal 1627 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1627 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

293. Ketentuan Pasal 1628 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1628 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
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penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

294. Pasal 1629 dihapus. 

295. Pasal 1630 dihapus. 

296. Pasal 1631 dihapus. 

297. Pasal 1632 dihapus. 

298. Pasal 1633 dihapus. 

299. Pasal 1634 dihapus. 

300. Pasal 1635 dihapus. 

301. Pasal 1636 dihapus. 

302. Ketentuan Pasal 1637 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1637 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

303. Ketentuan Pasal 1639 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1639 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1638, Direktorat Strategi dan Portofolio 
Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi 

dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi 

dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang strategi dan portofolio 
pembiayaan serta hubungan investor; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio 
pembiayaan serta hubungan investor; 

e. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat. 
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304. Ketentuan Pasal 1640 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1640 
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan terdiri atas: 
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

305. Ketentuan Pasal 1641 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1641 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

306. Ketentuan Pasal 1642 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1642 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1641, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpinan; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

307. Ketentuan Pasal 1643 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1643 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

308. Ketentuan Pasal 1644 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1644 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
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dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

309. Pasal 1645 dihapus. 

310. Pasal 1646 dihapus. 

311. Pasal 1647 dihapus. 

312. Pasal 1648 dihapus. 

313. Pasal 1649 dihapus. 

314. Pasal 1650 dihapus. 

315. Pasal 1651 dihapus. 

316. Pasal 1652 dihapus. 

317. Pasal 1653 dihapus. 

318. Pasal 1654 dihapus. 

319. Pasal 1655 dihapus. 

320. Pasal 1656 dihapus. 

321. Pasal 1657 dihapus. 

322. Pasal 1658 dihapus. 

323. Pasal 1659 dihapus. 

324. Pasal 1660 dihapus. 

325. Ketentuan Pasal 1661 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1661 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 
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(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

326. Ketentuan Pasal 1663 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1663 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1662, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengujian 

transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, 
akuntansi, pemantauan dan evaluasi; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, 
setelmen, akuntansi, pemantauan dan evaluasi; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria 
di bidang pengujian transaksi prosedur, kewajiban 
pembiayaan, setelmen, akuntansi, pemantauan dan 
evaluasi; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi di bidang pengujian transaksi kewajiban 
pembiayaan, setelmen, akuntansi, pemantauan dan 
evaluasi; 

e. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen 
pengetahuan direktorat; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
direktorat. 

327. Ketentuan Pasal 1664 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1664 
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen terdiri atas: 
a. Subdirektorat Setelmen Transaksi; 
b. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; 
c. Subbagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

328. Pasal 1665 dihapus. 

329. Pasal 1666 dihapus. 

330. Pasal 1667 dihapus. 

331. Pasal 1668 dihapus. 

332. Ketentuan Pasal 1669 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1669 
Subdirektorat Setelmen Transaksi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan data, informasi dan setelmen 
penarikan/penerbitan serta setelmen pembayaran terkait 
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Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 
(Pengelolaan Utang), Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara 999.02 (Pengelolaan Hibah), Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.03 (Penjaminan 
Pemerintah), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
999.07 (Belanja Subsidi Penjaminan), dan pembiayaan 
lainnya pada direktorat jenderal, pelaksanaan penyiapan 
data dan informasi proyeksi pembayaran untuk instrumen 
pinjaman dan surat berharga negara, pelaksanaan 
rekonsiliasi data pembayaran, penarikan, dan posisi 
pinjaman dan surat berharga negara, melaksanakan 
penelaahan dokumen, penyelesaian dan pengendalian 
setelmen terkait dukungan pemerintah, kewajiban 
penjamman, dan penugasan khusus ekspor, serta 
pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis transaksi 
pembayaran dan penarikan terkait Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.01, Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.02, Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.03, Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.07, dan pembiayaan 
lainnya pada direktorat jenderal. 

333. Ketentuan Pasal 1670 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1670 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1669, Subdirektorat Setelmen Transaksi 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan data, informasi dan setelmen 

penarikan/penerbitan serta setelmen pembayaran 
terkait Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
999.01 (Pengelolaan Utang), Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.02 (Pengelolaan 
Hibah), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
999.03 (Penjaminan Pemerintah), Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara 999.07 (Belanja Subsidi 
Penjaminan) dan pembiayaan lainnya pada direktorat 
jenderal; 

b. pelaksanaan penyiapan data dan informasi proyeksi 
pembayaran untuk instrumen pinjaman dan surat 
berharga negara; 

c. pelaksanaan rekonsiliasi data pembayaran, 
penarikan, dan posisi pinjaman dan surat berharga 
negara; 

d. pelaksanaan penelaahan dokumen, penyelesaian dan 
pengendalian setelmen terkait dukungan pemerintah, 
kewajiban penjaminan, dan penugasan khusus 
ekspor; 

e. pelaksanaan penyiapan data hasil penjualan, 
pembelian, pemmjaman dan pembayaran, 
perhitungan, pengendalian internal, pencatatan, 
serta pelaporan terkait pengelolaan transaksi Surat 
Berharga Negara; dan 

f. penyiapan bimbingan teknis transaksi pembayaran 
dan penarikan terkait Bagian Anggaran Bendahara 
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Umum Negara 999.01, Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara 999.02, Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara 999.03, Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara 999.07, dan pembiayaan lainnya pada 
direktorat jenderal. 

334. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1672 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1672 
(1) Seksi Setelmen Transaksi I, Seksi Setelmen Transaksi 

II, dan Seksi Setelmen Transaksi III masing-masing 
mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan 
informasi serta setelmen transaksi penarikan dan 
pembayaran pinjaman dan hibah, penyiapan data 
dan informasi proyeksi pembayaran pmjaman, 
perekaman dan koreksi basis data setelmen transaksi 
penarikan dan pembayaran pinjaman dan hibah, 
mitigasi dini atas potensi terjadinya gagal bayar, 
menyelesaikan permasalahan dalam proses setelmen 
transaksi penarikan dan pembayaran, melakukan 
rekonsiliasi data pembayaran, penarikan, posisi 
pmjaman, hi bah, pinjaman yang 
diteruspinjamkan/ diterushibahkan, dan bank 
charge, penelaahan dokumen, penyelesaian, dan 
pengendalian setelmen terkait dukungan pemerintah, 
kewajiban penjaminan, dan penugasan khusus 
ekspor dan pembiayaan lainnya, serta penyiapan 
bahan bimbingan teknis setelmen transaksi 
pembayaran dan penarikan di bidang pinjaman dan 
hibah, kewajiban penjaminan, dan penugasan 
khusus ekspor serta pembiayaan lainnya. 

(2) Seksi Setelmen Transaksi IV mempunyai tugas 
melakukan penyiapan data dan informasi serta 
setelmen transaksi penerimaan dan pembayaran 
surat berharga negara, penyiapan data dan informasi 
proyeksi pembayaran utang yang meliputi pinjaman 
dan surat berharga negara, rekonsiliasi data 
transaksi pembayaran, penerimaan, dan posisi surat 
berharga negara, serta penyiapan bahan bimbingan 
teknis setelmen transaksi pembayaran dan 
penerimaan di bidang surat berharga negara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko. 

335. Ketentuan Pasal 1673 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1673 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program 
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 
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336. Ketentuan Pasal 1674 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1674 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1673, Subdirektorat Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan 

program dan kegiatan direktorat; 
b. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, 

pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan 
pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis 
basis data, dan dokumentasi hasil kerja; 

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan 
pimpman; 

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan 

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional. 

337. Ketentuan Pasal 1675 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1675 
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan 
terdiri atas: 
a. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan 
b. Seksi Manajemen Pengetahuan. 

338. Ketentuan Pasal 1676 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1676 
(1) Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 
rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, 
distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional 
dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan 
bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, 
pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi 
penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan 
koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan 
pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas 
jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dengan mitra kerja direktorat. 

(2) Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan di lingkungan direktorat. 

339. Pasal 1677 dihapus. 
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340. Pasal 1678 dihapus. 

341. Pasal 1679 dihapus. 

342. Pasal 1680 dihapus. 

343. Ketentuan Pasal 1681 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1681 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya 
manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan 
risiko direktorat. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara 
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat 
Program dan Manajemen Pengetahuan. 

344. Ketentuan Pasal 1844 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1844 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri atas: 
a. Sekretariat Badan; 
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 

Manajemen; 
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 

Perbendaharaan; 
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak; 
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai; 
f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik; 
g. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan 

Penjaminan Mutu; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

345. Ketentuan Pasal 1846 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1846 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1845, Sekretariat Badan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan dan pengoordinasian rencana strategis 

dan rencana kerja badan; 
b. penataan organisasi dan tata laksana badan; 
c. pengelolaan kinerja dan risiko serta penyusunan 

laporan kinerja badan; 
d. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang 

pembelajaran dan manajemen pengetahuan di 
lingkungan Kementerian Keuangan; 

e. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan 
manajemen di lingkungan badan; 

f. pengelolaan kerja sama badan; 
g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan 

peraturan di lingkungan badan; 
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h. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dan 
kepatuhan internal; 

1. pengelolaan keuangan badan; 
J. pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi 

informasi di lingkungan badan; 
k. pelaksanaan proses manajemen pengetahuan sebagai 

Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat badan dan 
tingkat Kementerian Keuangan; 

1. penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan 
koordinasi asistensi, dan pengukuran implementasi 
organisasi pembelajar di lingkungan Kementerian 
Keuangan;dan 

m. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, 
pengelolaan aset dan layanan pengadaan di 
lingkungan badan. 

346. Ketentuan Pasal 1848 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1848 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan rencana strategis, rencana 
kerja, dan penataan organisasi, pengelolaan proses bisnis 
dan kerja sama, koordinasi dan penyusunan rancangan 
peraturan, pengelolaan kinerja dan risiko, manajemen 
perubahan, serta koordinasi penyusunan laporan kinerja 
sekretariat badan dan badan. 

347. Ketentuan Pasal 1849 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1849 

pemantauan 
implementasi 
transformasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1848, Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan 

rencana kerja badan; 
b. penyiapan bahan perumusan penataan dan 

pengembangan organisasi serta pelaksanaan 
manajemen perubahan; 

c. pengelolaan dan koordinasi 
kebijakan/ arahan pimpinan serta 
program reformasi birokrasi dan 
kelembagaan; 

d. penyiapan bahan analisis beban kerja, analisis dan 
evaluasi jabatan, dan penyusunan peta jabatan; 

e. penyusunan dan koordinasi pelaksanaan proses 
bisnis pembelajaran, sertifikasi kompetensi, 
akreditasi pelatihan, penjaminan mutu 
pembelajaran, pembinaan jabatan fungsional di 
bi dang keuangan negara, manaj emen tes dan 
beasiswa, serta manajemen pengetahuan; 
pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan 
serta pemberian pendampingan hukum di 
lingkungan badan; 

f. 
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g. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembelajaran di 
lingkungan Kementerian Keuangan; 

h. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan 
manajemen di lingkungan badan; 

1. penyiapan bahan perumusan, pengelolaan, dan 
pelaporan kinerja dan risiko badan; 

J. pengelolaan kerja sama badan; dan 
k. . pelaksanaan koordinasi evaluasi dan penyiapan 

tindak lanjut hasil evaluasi kualitas dan kinerja 
pelayanan publik. 

348. Ketentuan Pasal 1851 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 1851 
Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penataan organisasi, koordinasi 
dan pengelolaan pemantauan kebijakan/ arahan 
pimpinan dan implementasi program reformasi 
birokrasi dan transformasi kelembagaan, penyiapan 
bahan analisis beban kerja, analisis jabatan, peta 
jabatan dan rumpun jabatan, serta manajemen 
perubahan di lingkungan badan. 
Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, 
pengembangan serta pemantauan proses bisnis, 
pelaksanaan penyusunan kebijakan pembelajaran, 
pengelolaan hasil analisis data pembelajaran, dan 
pemberian dukungan penyelenggaraan analisis 
kebutuhan pembelajaran. 
Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan analisis hukum, 
pengelolaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan 
penyusunan rancangan peraturan serta memberikan 
pendampingan hukum di lingkungan badan. 
Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan rencana strategis, rencana kerja, dan 
evaluasi jabatan, pengelolaan dan pelaporan kinerja 
organisasi, penyusunan, pengelolaan dan 
pemantauan risiko, koordinasi evaluasi layanan dan 
penyiapan tindak lanjut, serta penyusunan laporan 
kinerja badan. 

349. Ketentuan Pasal 1852 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1852 
Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber 
daya manusia, pengelolaan administratif dan 
pengembangan jabatan fungsional, pemantauan 
pengendalian intern dan penerapan kode etik dan kode 
perilaku, internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi, 
dan koordinasi penerapan proses manajemen 
pengetahuan dan organisasi pembelajar pada badan. 
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350. Ketentuan Pasal 1853 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1853 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1852, Bagian Sumber Daya Manusia dan 
Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran dan 

perumusan pola pengembangan sumber daya 
manusia di lingkungan badan; 

b. pengelolaan pola mutasi, pola karier, dan program 
pengembangan kepemimpinan di lingkungan badan; 

c. penelaahan, analisis, pelaksanaan administrasi dan 
koordinasi pengembangan jabatan fungsional di 
lingkungan badan; 

d. pemantauan dan evaluasi pengendalian intern dan 
kepatuhan manajemen risiko pada badan; 

e. pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku 
serta penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada 
badan; 

f. pelaksanaan internalisasi nilai-nilai dan budaya 
organisasi serta pengelolaan duta transformasi di 
lingkungan badan; 

g. pelaksanaan koordinasi penilaian kinerja pegawai di 
lingkungan badan; 

h. penyiapan bahan penyusunan formasi, tata usaha, 
dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai di 
lingkungan badan; 

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan 
manajemen di bidang sumber daya manusia dan 
kepatuhan internal; dan 

J. pelaksanaan koordinasi penerapan proses 
manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar 
di lingkungan badan. 

351. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 1855 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1855 
(1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan 
pembelajaran, merumuskan pola pengembangan 
sumber daya manusia, serta melakukan pengelolaan 
pola mutasi, pola karier, dan program pengembangan 
kepemimpinan di lingkungan badan. 

(2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan, penelaahan, analisis, 
pelaksanaan administrasi dan koordinasi 
pengembangan jabatan fungsional di lingkungan 
badan. 

(3) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perencanaan, 
implementasi, pengembangan, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan pengendalian intern, 
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pemantauan clan evaluasi kepatuhan manajemen 
risiko, clan pemantauan penerapan kode etik clan 
kode perilaku di lingkungan badan, serta penanganan 
pengaduan clan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
aparat pengawasan fungsional. 

(4) Subbagian Umum Sumber Daya Manusia mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
formasi, tata usaha, dokumentasi, statistik clan 
kesejahteraan pegawai, pengelolaan Duta 
Transformasi, internalisasi nilai-nilai clan budaya 
organisasi, serta koordinasi penilaian kinerja pegawai 
clan penerapan proses manajemen pengetahuan clan 
organisasi pembelajar di lingkungan badan. 

352. Ketentuan Pasal 1857 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1857 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1856, Bagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran badan; 
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan clan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran badan; 
c. penyusunan petunjuk teknis, koordinasi 

pelaksanaan, asistensi teknis, pemantauan, clan 
evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan 
badan; 

d. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan 
manajemen di bidang keuangan; clan 

e. pelaksanaan penyusunan serta pertanggungjawaban 
akuntansi pelaksanaan anggaran clan pelaporan 
keuangan badan. 

353. Ketentuan Pasal 1859 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1859 
(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana kerja clan anggaran, 
standar struktur biaya, clan dokumen pelaksanaan 
anggaran, serta koordinasi revisi dokumen 
pelaksanaan anggaran badan. 

(2) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas 
melakukan urusan perbendaharaan untuk satuan 
kerj a clan urusan pertanggungj awaban pelaksanaan 
anggaran pada satuan kerja badan. 

(3) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas 
melakukan penyusunan petunjuk teknis, koordinasi 
pelaksanaan, asistensi teknis, pemantauan clan 
evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan 
badan. 

(4) Subbagian Akuntansi clan Pelaporan Keuangan 
mempunyai tugas melakukan penyusunan serta 
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pertanggungjawaban akuntansi pelaksanaan 
anggaran dan pelaporan keuangan badan. 

354. Ketentuan Pasal 1861 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1861 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1860, Bagian Teknologi Informasi, 
Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rancangan, pengembangan 

dan pemeliharaan data dan sistem informasi, serta 
pengelolaan dan analisis data pembelajaran di 
lingkungan badan; 

b. pelaksanaan penyusunan rancangan, pengembangan 
dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur 
teknologi informasi di lingkungan badan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi dan 
program komunikasi publik serta hubungan 
masyarakat di lingkungan badan; 

d. pelaksanaan penyusunan rancangan dan 
pengembangan konten kreatif pembelajaran serta 
pengelolaan media publikasi pembelajaran di 
lingkungan badan; 

e. pelaksanaan proses manajemen pengetahuan sebagai 
Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat badan dan 
tingkat Kementerian Keuangan; 

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan 
manajemen di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi; 

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang 
manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian 
Keuangan; dan 

h. penyusunan pedoman teknis implementasi, 
koordinasi pelaksanaan asistensi implementasi, dan 
pengukuran implementasi organisasi pembelajar di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 

355. Ketentuan Pasal 1863 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1863 
(1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas 

melakukan analisis perkembangan transformasi 
digital untuk simplifikasi proses bisnis, penyiapan 
bahan penyusunan rancangan, pengembangan, 
pemeliharaan data dan sistem informasi, serta 
pengelolaan dan analisis data pembelajaran di 
lingkungan badan. 

(2) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan 
rancangan, pengembangan, dan pemeliharaan 
struktur dan infrastruktur teknologi informasi di 
lingkungan badan. 
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(3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi 
dan penyusunan strategi program komunikasi publik 
dan hubungan masyarakat, pembangunan citra 
Kemenkeu Corporate University, pengelolaan 
informasi dan dokumentasi laporan tahunan, laman, 
media sosial, dan layanan meja bantuan, 
pengembangan konten kreatif pembelajaran, dan 
pengelolaan media publikasi pembelajaran di 
lingkungan badan. 

(4) Subbagian Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melakukan penyusunan pedoman teknis, 
koordinasi asistensi, pengembangan sistem, 
penyediaan infrastruktur, integrasi, dan analisis 
evaluasi implementasi proses manajemen 
pengetahuan serta penyusunan instrumen, 
koordinasi asistensi, pengukuran dan analisis 
evaluasi implementasi organisasi pembelajar di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 

356. Ketentuan Pasal 1865 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1865 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1864, Bagian Umum menyelenggarakan 

pengelolaan kearsipan, 
dan ekspedisi pada 

f. 

fungsi: 
a. pelaksanaan urusan 

persuratan, protokoler, 
sekretariat badan; 

b. pelaksanaan urusan rumah tangga pada satuan kerj a 
badan; 

c. pelaksanaan dan koordinasi kesekretariatan serta 
penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar pada sekretariat badan; 

d. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan 
perpustakaan di lingkungan badan; 

e. pelaksanaan urusan pengelolaan aset pada satuan 
kerja badan; 
pelaksanaan dan koordinasi perencanaan pengadaan 
dan pengadaan langsung di lingkungan badan; 

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan 
manajemen di bidang urusan tata usaha, rumah 
tangga, aset, dan layanan pengadaaan; dan 

h. penyusunan petunjuk teknis, koordinasi 
pelaksanaan, asistensi teknis, pemantauan, dan 
evaluasi pengelolaan aset di lingkungan badan. 

357. Ketentuan Pasal 1867 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1867 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan, pencatatan acara, pengoordinasian 
penyusunan pidato pimpinan, pengaturan jadwal 
kegiatan, protokoler, dan akomodasi kepala badan 
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dan sekretaris badan, serta melakukan urusan 
pengelolaan kearsipan, persuratan, ekspedisi, 
keuangan, dan urusan kesekretariatan lainnya pada 
sekretariat badan. 

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, 
pengelolaan dan koordinasi penerapan proses 
manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar 
pada sekretariat badan, serta koordinasi pengelolaan 
perpustakaan di lingkungan badan. 

(3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I 
mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan 
langsung, perencanaan pengadaan, dan pengelolaan 
aset pada satuan kerja badan. 

(4) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II 
mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk 
teknis, koordinasi pelaksanaan, asistensi 
perencanaan pengadaan, serta pemantauan dan 
evaluasi pengelolaan aset di lingkungan badan. 

358. Bagian Keempat BAB XIII diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Bagian Keempat 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 

Manajemen 

359. Ketentuan Pasal 1868 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1868 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 
Manajemen mempunyai tugas membina pelatihan di 
bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, 
pembentukan karakter, peningkatan kompetensi 
manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, 
manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, 
pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang 
lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

360. Ketentuan Pasal 1869 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1869 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1868, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan dan Manajemen menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan pelatihan dan manajemen pengetahuan 

di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, 
pembentukan karakter, peningkatan kompetensi 
manajerial dan sosial kultural, manajemen 
pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen 
sumber daya manusia, pengawasan dan 
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pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait 
tata kelola pemerintahan yang baik; 

b. perencanaan dan pengembangan program, desain, 
dan teknologi pembelajaran di bidang kepemimpinan, 
penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, 
peningkatan kompetensi manajerial dan sosial 
kultural, manajemen pembelajaran, manajemen 
organisasi, manaj emen sumber daya manusia, 
pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang 
lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik; 

c. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan 
pembelajaran di bidang kepemimpinan, penjenjangan 
pangkat, pembentukan karakter, peningkatan 
kompetensi manajerial dan sosial kultural, 
manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, 
manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan 
pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait 
tata kelola pemerintahan yang baik; 

d. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, 
pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, 
pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan 
pembelajaran di bidang kepemimpinan, penjenjangan 
pangkat, pembentukan karakter, peningkatan 
kompetensi manajerial dan sosial kultural, 
manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, 
manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan 
pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait 
tata kelola pemerin tahan yang baik; 

e. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan 
asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan 
dan organisasi pembelajar di bidang kepemimpinan, 
penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, 
peningkatan kompetensi manajerial dan sosial 
kultural, manajemen pembelajaran, manajemen 
organisasi, manajemen sumber daya manusia, 
pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang 
lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan 
pusat; 

g. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negeri maupun luar negeri mengenai 
pengembangan kompetensi di bidang kepemimpinan, 
penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, 
peningkatan kompetensi manajerial dan sosial 
kultural, manajemen pembelajaran, manajemen 
organisasi, manajemen sumber daya manusia, 
pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang 
lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik; 

h. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 

1. pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan 
administrasi pada pusat. 

361. Ketentuan Pasal 1870 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1870 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 
Manajemen terdiri atas: 
a. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

362. Ketentuan Pasal 1871 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1871 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, 
manajemen pengetahuan, penerapan organisasi 
pembelajar, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, 
pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional terkait pembelajaran, pengelolaan kinerja dan 
risiko, dan pelaksanaan administrasi pada pusat, serta 
pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 
dan pengembangan program pembelajaran di bidang 
kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan 
karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial 
kultural, manajemen pembelajaran, manajemen 
organisasi, manajemen sumber daya manusia, 
pengawasan dan pengendalian internal, dan bidang 
lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik. 

363. Ketentuan Pasal 1872 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1872 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1871, Bidang Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan 

pusat; 
b. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 

organisasi pembelajar di lingkungan pusat; 
c. pengelolaan dan analisis basis data serta 

dokumentasi hasil kerja pada pusat; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta 
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya 
manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat; 

e. penyusunan bahan pimpinan; 
f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 

tindak lanjut arahan pimpinan; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat; 
h. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 

pengembangan program pembelajaran berdasarkan 
sistem pembelajaran berupa pelatihan, pembelajaran 
mandiri, pembelajaran kolaboratif dalam komunitas, 
dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja di 
bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, 
pembentukan karakter, peningkatan kompetensi 
manajerial dan sosial kultural, manajemen 
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pembelajaran, manajemen orgarusasi, manajemen 
sumber daya manusia, pengawasan dan 
pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait 
tata kelola pemerintahan yang baik; 

1. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, 
dan asistensi penerapan proses manajemen 
pengetahuan dan organisasi pembelajar di bidang 
kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan 
karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan 
sosial kultural, manajemen pembelajaran, 
manajemen organisasi, manajemen sumber daya 
manusia, pengawasan dan pengendalian internal, 
serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan 
yang baik; dan 

J. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis 
dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri 
mengenai pengembangan kompetensi di bidang 
kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan 
karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan 
sosial kultural, manajemen pembelajaran, 
manajemen organisasi, manajemen sumber daya 
manusia, pengawasan dan pengendalian internal, 
serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan 
yang baik. 

364. Ketentuan Pasal 1873 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1873 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas: 
a. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Subbidang Tata Kelola. 

365. Ketentuan Pasal 1874 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1874 
(1) Subbidang Manajemen Pengetahuan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasran, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi penerapan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, 
rencana dan program kerja, melaksanakan urusan 
keuangan, kearsipan, rumah tangga, sumber daya 
manusia, dan pengukuran beban kerja, memberikan 
dukungan teknologi informasi, pengelolaan kinerja 
dan risiko, melakukan evaluasi pelaporan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta 
memberikan fasilitasi proses pembelajaran pada 
pusat. 

366. Pasal 1875 dihapus. 
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367. Pasal 1876 dihapus. 

368. Pasal 1877 dihapus. 

369. Pasal 1878 dihapus. 

370. Pasal 1879 dihapus. 

371. Pasal 1880 dihapus. 

372. Pasal 1881 dihapus. 

373. Pasal 1882 dihapus. 

374. Pasal 1883 dihapus. 

375. Ketentuan Pasal 1884 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1884 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 
Perbendaharaan mempunyai tugas membina pelatihan 
terkait keuangan negara di bidang anggaran, 
perbendaharaan, dan perimbangan keuangan 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

376. Ketentuan Pasal 1885 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1885 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1884, Pu sat Pendidikan dan Pelatihan 
Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan pelatihan teknis dan/ atau pelatihan 

fungsional serta manajemen pengetahuan terkait 
keuangan negara di bi dang anggaran, 
perbendaharaan, dan perimbangan keuangan; 

b. perencanaan dan pengembangan program, desain, 
dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara 
di bidang anggaran, perbendaharaan, dan 
perimbangan keuangan; 

c. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan 
keuangan; 

d. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, 
pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, 
pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan 
keuangan; 

e. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan 
asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan 
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dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di 
bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan 
keuangan; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan 
pusat; 

g. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negeri maupun luar negeri mengenai 
pengembangan kompetensi terkait keuangan negara 
di bidang anggaran, perbendaharaan, dan 
perimbangan keuangan; 

h. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 

1. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan 
administrasi pada pusat. 

377. Ketentuan Pasal 1886 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1886 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 
Perbendaharaan terdiri atas: 
a. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

378. Ketentuan Pasal 1887 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1887 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melaksanakan -pengelolaan program dan kegiatan, 
manajemen pengetahuan, penerapan organisasi 
pembelajar, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, 
pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional terkait pembelajaran, pengelolaan kinerja dan 
risiko, dan pelaksanaan administrasi pada pusat, serta 
pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 
dan pengembangan program pembelajaran terkait 
keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, 
dan perimbangan keuangan. 

379. Ketentuan Pasal 1888 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1888 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1887, Bidang Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan 

pusat; 
b. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 

organisasi pembelajar di lingkungan pusat; 
c. pengelolaan dan analisis basis data serta 

dokumentasi hasil kerja pada pusat; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta 
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pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya 
manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat; 

e. penyusunan bahan pimpinan; 
f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 

tindak lanjut arahan pimpinan; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat; 
h. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan program pembelajaran 
berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, 
pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif 
dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di 
tempat kerja terkait keuangan negara di bidang 
anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan 
keuangan; 

1. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, 
dan asistensi penerapan proses manajemen 
pengetahuan dan orgarusasi pembelajar terkait 
keuangan negara di bidang anggaran, 
perbendaharaan, dan perimbangan keuangan; dan 

J. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis 
dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri 
mengenai pengembangan kompetensi terkait 
keuangan negara di bi dang anggaran, 
perbendaharaan, dan perimbangan keuangan. 

380. Ketentuan Pasal 1889 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1889 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas: 
a. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Subbidang Tata Kelola. 

381. Ketentuan Pasal 1890 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1890 
(1) Subbidang Manajemen Pengetahuan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi penerapan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, 
rencana dan program kerja, melaksanakan urusan 
keuangan, kearsipan, rumah tangga, sumber daya 
manusia, pengukuran beban kerja, memberikan 
dukungan teknologi informasi, pengelolaan kinerja 
dan risiko, melakukan evaluasi pelaporan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta 
memberikan fasilitasi proses pembelajaran pada 
pusat. 
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382. Pasal 1891 dihapus. 

383. Pasal 1892 dihapus. 

384. Pasal 1893 dihapus. 

385. Pasal 1894 dihapus. 

386. Pasal 1895 dihapus. 

387. Pasal 1896 dihapus. 

388. Pasal 1897 dihapus. 

389. Pasal 1898 dihapus. 

390. Pasal 1899 dihapus. 

391. Ketentuan Pasal 1900 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1900 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak mempunyai tugas 
membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang 
pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

392. Ketentuan Pasal 1901 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1901 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1900, Pusat Pendidikan clan Pelatihan Pajak 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan pelatihan teknis dan/ atau pelatihan 

fungsional serta manajemen pengetahuan terkait 
keuangan negara di bidang pajak; 

b. perencanaan dan pengembangan program, desain, 
dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara 
di bidang pajak; 

c. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
pajak; 

d. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, 
pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, 
pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
pajak; 

e. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan 
asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan 
dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di 
bidang pajak; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan 
pusat; 

g. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negen maupun luar negen mengenai 
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pengembangan kompetensi terkait keuangan negara 
di bidang pajak; 

h. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 

1. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan 
administrasi pada pusat. 

393. Ketentuan Pasal 1902 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1902 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak terdiri atas: 
a. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

394. Ketentuan Pasal 1903 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1903 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, 
manajemen pengetahuan, penerapan organisasi 
pembelajar, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, 
pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional terkait pembelajaran, pengelolaan kinerja dan 
risiko, dan pelaksanaan administrasi pada pusat, serta 
pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 
dan pengembangan program pembelajaran terkait 
keuangan negara di bidang pajak. 

395. Ketentuan Pasal 1904 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1904 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1903, Bidang Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan 

pusat; 
b. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 

organisasi pembelajar di lingkungan pusat; 
c. pengelolaan dan analisis basis data serta 

dokumentasi hasil kerja pada pusat; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta 
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya 
manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat; 

e. penyusunan bahan pimpinan; 
f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 

tindak lanjut arahan pimpinan; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat; 
h. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan program pembelajaran 
berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, 
pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif 
dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di 
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tempat kerja terkait keuangan negara di bidang 
pajak; 

1. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, 
dan asistensi penerapan proses manajemen 
pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait 
keuangan negara di bi dang paj ak; dan 

J. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis 
dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri 
mengenai pengembangan kompetensi terkait 
keuangan negara di bidang pajak. 

396. Ketentuan Pasal 1905 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1905 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas: 
a. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Subbidang Tata Kelola. 

397. Ketentuan Pasal 1906 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1906 
(1) Subbidang Manajemen Pengetahuan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi penerapan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, 
rencana dan program kerj a, melaksanakan urusan 
keuangan, kearsipan, rumah tangga, sumber daya 
manusia, pengukuran beban kerja, memberikan 
dukungan teknologi informasi, pengelolaan kinerja 
dan risiko, melakukan evaluasi pelaporan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta 
memberikan fasilitasi proses pembelajaran pada 
pusat. 

398. Pasal 1907 dihapus. 

399. Pasal 1908 dihapus. 

400. Pasal 1909 dihapus. 

401. Pasal 1910 dihapus. 

402. Pasal 1911 dihapus. 

403. Pasal 1912 dihapus. 

404. Pasal 1913 dihapus. 
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405. Pasal 1914 dihapus. 

406. Pasal 1915 dihapus. 

407. Ketentuan Pasal 1916 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1916 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai 
mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan 
negara di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

408. Ketentuan Pasal 1917 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1917 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 916, Pu sat Pendidikan dan Pelatihan Bea 
dan Cukai menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan pelatihan teknis dan/ atau pelatihan 

fungsional serta manajemen pengetahuan terkait 
keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

b. perencanaan dan pengembangan program, desain, 
dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara 
di bidang kepabeanan dan cukai; 

c. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
kepabeanan dan cukai; 

d. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, 
pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, 
pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
kepabeanan dan cukai; 

e. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan 
asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan 
dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di 
bidang kepabeanan dan cukai; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan 
pusat; 

g. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negeri maupun luar negeri mengenai 
pengembangan kompetensi terkait keuangan negara 
di bidang kepabeanan dan cukai; 

h. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 

1. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan 
administrasi pada pusat. 

409. Ketentuan Pasal 1918 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1918 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai terdiri 
atas: 
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a. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

410.Ketentuan Pasal 1919 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1919 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, 
manajemen pengetahuan, penerapan organisasi 
pembelajar, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, 
pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional terkait pembelajaran, pengelolaan kinerja dan 
risiko, dan pelaksanaan administrasi pada pusat, serta 
pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 
dan pengembangan program pembelajaran terkait 
keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai. 

411. Ketentuan Pasal 1920 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1920 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1919, Bidang Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan 

pusat; 
b. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 

organisasi pembelajar di lingkungan pusat; 
c. pengelolaan dan analisis basis data serta 

dokumentasi hasil kerja pada pusat; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta 
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya 
manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat; 

e. penyusunan bahan pimpinan; 
f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 

tindak lanjut arahan pimpinan; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat; 
h. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan program pembelajaran 
berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, 
pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif 
dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di 
tempat kerja terkait keuangan negara di bidang 
kepabeanan dan cukai; 

1. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, 
dan asistensi penerapan proses manajemen 
pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait 
keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 
dan 

J. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis 
dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri 
mengenai pengembangan kompetensi terkait 
keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai. 
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412. Ketentuan Pasal 1921 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1921 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas: 
a. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Subbidang Tata Kelola. 

413. Ketentuan Pasal 1922 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1922 
(1) Subbidang Manajemen Pengetahuan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgamsasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi penerapan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, 
rencana dan program kerja, melaksanakan urusan 
keuangan, kearsipan, rumah tangga, sumber daya 
manusia, pengukuran beban kerja, memberikan 
dukungan teknologi informasi, pengelolaan kinerja 
dan risiko, melakukan evaluasi pelaporan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta 
memberikan fasilitasi proses pembelajaran pada 
pusat. 

414. Pasal 1923 dihapus. 

415. Pasal 1924 dihapus. 

416. Pasal 1925 dihapus. 

41 7. Pasal 1926 dihapus. 

418. Pasal 1927 dihapus. 

419. Pasal 1928 dihapus. 

420. Pasal 1929 dihapus. 

421. Pasal 1930 dihapus. 

422. Pasal 1931 dihapus. 

423. Bagian Kedelapan BAB XIII diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik 
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424. Ketentuan Pasal 1932 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1932 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik 
mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan 
negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan 
pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, 
dan bidang keuangan negara lainnya berdasarkan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

425. Ketentuan Pasal 1933 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1933 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1932, Pu sat Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan Publik menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan pelatihan teknis dan/ atau pelatihan 

fungsional serta manajemen pengetahuan terkait 
keuangan negara di bidang kekayaan negara, 
pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, 
kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara 
lainnya; 

b. perencanaan dan pengembangan program, desain, 
dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara 
di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan 
dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan 
bidang keuangan negara lainnya; 

c. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko 
keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang 
keuangan negara lainnya; 

d. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, 
pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, 
pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan 
pembelajaran terkait keuangan negara di bidang 
kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko 
keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang 
keuangan negara lainnya; 

e. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan 
asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan 
dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di 
bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan 
dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan 
bidang keuangan negara lainnya; 

f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan 
pusat; 

g. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negeri maupun luar negeri mengenai 
pengembangan kompetensi terkait keuangan negara 
di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan 
dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan 
bidang keuangan negara lainnya; 
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h. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 

1. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan 
administrasi pada pusat. 

426. Ketentuan Pasal 1934 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1934 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik terdiri 
atas: 
a. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

427. Ketentuan Pasal 1935 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1935 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, 
manajemen pengetahuan, penerapan organisasi 
pembelajar, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, 
pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional terkait pembelajaran, pengelolaan kinerja dan 
risiko, dan pelaksanaan administrasi pada pusat, serta 
pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 
dan pengembangan program pembelajaran terkait 
keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan 
pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, 
dan bidang keuangan negara lainnya. 

428. Ketentuan Pasal 1936 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1936 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1935, Bidang Program dan Manajemen 
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi: 
a. peman tauan dan evaluasi program dan kegiatan 

pusat; 
b. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 

organisasi pembelajar di lingkungan pusat; 
c. pengelolaan dan analisis basis data serta 

dokumentasi hasil kerja pada pusat; 
d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta 
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya 
manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat; 

e. penyusunan bahan pimpinan; 
f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 

tindak lanjut arahan pimpinan; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat; 
h. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan program pembelajaran 
berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, 
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pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif 
dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di 
tempat kerja terkait keuangan negara di bidang 
kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko 
keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang 
keuangan negara lainnya; 

1. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, 
dan asistensi penerapan proses manajemen 
pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait 
keuangan negara di bidang kekayaan negara, 
pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, 
kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara 
lainnya; dan 

J. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis 
dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri 
mengenai pengembangan kompetensi terkait 
keuangan negara di bidang kekayaan negara, 
pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, 
kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara 
lainnya. 

429. Ketentuan Pasal 1937 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1937 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas: 
a. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan 
b. Subbidang Tata Kelola. 

430. Ketentuan Pasal 1938 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1938 
(1) Subbidang Manajemen Pengetahuan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgarusasian, penyebarluasan, 
penerapan, dan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi penerapan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, 
rencana dan program kerja, melaksanakan urusan 
keuangan, kearsipan, rumah tangga, sumber daya 
manusia, pengukuran beban kerja, memberikan 
dukungan teknologi informasi, pengelolaan kinerja 
dan risiko, melakukan evaluasi pelaporan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta 
memberikan fasilitasi proses pembelajaran pada 
pusat. 

431. Pasal 1939 dihapus. 

432. Pasal 1940 dihapus. 

433. Pasal 1941 dihapus. 
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434. Pasal 1942 dihapus. 

435. Pasal 1943 dihapus. 

436. Pasal 1944 dihapus. 

437. Pasal 1945 dihapus. 

438. Pasal 1946 dihapus. 

439. Pasal 1947 dihapus. 

440. Bagian Kesembilan BAB XIII diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Bagian Kesembilan 
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan 

Penjaminan Mutu 

441. Ketentuan Pasal 1948 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1948 
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan 
Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan 
jabatan fungsional di bidang keuangan negara, 
penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program 
pelatihan di bidang keuangan negara, pengelolaan uji 
kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan 
negara, pengelolaan tes terpadu dan manajemen beasiswa 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

442. Ketentuan Pasal 1949 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1949 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1948, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 
dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan pembinaan jabatan 

fungsional di bidang keuangan negara; 
b. pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan 

fungsional di bidang keuangan negara; 
c. pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan 

fungsional di bidang keuangan negara; 
d. koordinasi pengembangan kompetensi, perumusan 

kebijakan, pengelolaan, dan penerbitan sertifikat uji 
kompetensi teknis/penilaian kompetensi 
teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis 
atau yang sejenis bagi jabatan fungsional di bidang 
keuangan negara, serta pengelolaan dan penerbitan 
sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi 
teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis 
atau yang sejenis di bidang keuangan negara; 
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e. perumusan kebijakan dan pengelolaan beasiswa 
serta pemanfaatan alumni program beasiswa di 
lingkungan Kementerian Keuangan; 

f. pelaksanaan penjaminan mutu pembelajaran di 
bidang keuangan negara; 

g. pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang 
keuangan negara; 

h. perumusan kebijakan dan pengelolaan tes serta 
pemberian dukungan asesmen kompetensi di 
lingkungan Kementerian Keuangan; 

1. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka 
pembinaan jabatan fungsional, penjaminan mutu 
pembelajaran, akreditasi program pelatihan, uji 
kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang 
keuangan negara, serta pengelolaan tes terpadu dan 
beasiswa; 

J. penerapan proses manajemen pengetahuan dan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 

k. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan 
administrasi di lingkungan pusat. 

443. Ketentuan Pasal 1950 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1950 
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan 
Mutu terdiri atas: 
a. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional; 
b. Bidang Manajemen Beasiswa; 
c. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

444. Ketentuan Pasal 1951 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1951 
Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan implementasi kebijakan 
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara, koordinasi 
pengembangan kompetensi, dan perumusan kebijakan, 
pengelolaan, dan penerbitan sertifikat uji kompetensi 
teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian 
sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis 
bagi jab a tan fungsional di bidang keuangan negara. 

445. Ketentuan Pasal 1952 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1952 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1951, Bi dang Pembinaan Jab a tan Fungsional 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan pembinaanjabatan fungsional 

di bidang keuangan negara meliputi standar 
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kompetensi teknis, petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja dan 
pedoman penilaian kualitas hasil kerja, pedoman 
penulisan karya tulis/karya ilmiah, strategi 
pengembangan kompetensi teknis, uji kompetensi 
teknis / penilaian kompetensi teknis / ujian 
sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis atau yang 
sejenis, dan informasi faktor jabatan untuk evaluasi 
jabatan; 

b. pelaksanaan UJl kompetensi teknis/penilaian 
kompetensi teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi 
kompetensi teknis atau yang sejenis serta penerbitan 
sertifikat kompetensi teknis, pembinaan 
penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga 
pelatihan, sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis, dan analisis kebutuhan 
pengembangan sistem informasi jabatan fungsional di 
bidang keuangan negara; 

c. koordinasi kebutuhan pelatihan fungsional dan uji 
kompetensi teknis/penilaian kompetensi 
teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis 
atau yang sejenis, dan koordinasi dengan instansi 
pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat 
fungsional di bidang keuangan negara; 

d. fasilitasi pelaksanaan tugas pokok, pembentukan 
organisasi profesi, serta penyusunan dan penetapan 
kode etik profesi dan kode perilakujabatan fungsional 
di bidang keuangan negara; 

e. pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara pada instansi 
pengguna; 

f. pelaksanaan analisis terhadap usulan kebutuhan 
jabatan fungsional di bidang keuangan negara; 

g. koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
dalam rangka pengembangan kompetensi teknis 
melalui program pembelajaran; 

h. penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan, 
analisis, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara; 

1. pemantauan, analisis, dan evaluasi usulan 
pengangkatan, kenaikan jenjang, pengangkatan 
kembali, mutasi, dan pemberhentian jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara; 

J. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi 
dalam negeri maupun luar negeri terkait pembinaan 
jabatan fungsional di bidang keuangan negara; dan 

k. pengelolaan dan analisis data pembinaan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara. 

446. Pasal 1953 dihapus. 

44 7. Pasal 1954 dihapus. 

448. Ketentuan Pasal 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 1955 
Bidang Manajemen Beasiswa mempunyai tugas 
melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan 
beasiswa, perencanaan dan pen gem bangan program 
beasiswa, penyiapan dan pengelolaan calon penerima 
beasiswa, manaj emen karyasiswa, dan pemanfaatan 
alumni program beasiswa di lingkungan Kementerian 
Keuangan. 

449. Ketentuan Pasal 1956 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1956 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1955, Bidang Manajemen Beasiswa 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan 

beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan; 
b. pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana 

kebutuhan program pengembangan kompetensi 
melalui pendidikan di lingkungan Kementerian 
Keuangan; 

c. pelaksanaan administrasi keuangan program 
beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. pelaksanaan analisis, perumusan, dan implementasi 
kebijakan seleksi dan pengembangan calon penerima 
beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan; 

e. pelaksanaan analisis, perumusan, dan implementasi 
program prakeberangkatan dan penempatan 
penerima beasiswa; 

f. pelaksanaan administrasi keberangkatan penerima 
beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. pelaksanaan manajemen dan pemantauan penerima 
beasiswa; 

h. pelaksanaan analisis, perumusan, dan implementasi 
kebijakan pemanfaatan alumni program beasiswa di 
lingkungan Kementerian Keuangan; 

1. pelaksanaan analisis, pengelolaan, pemantauan, dan 
evaluasi kemitraan strategis program beasiswa; dan 

J. pelaksanaan analisis, pengelolaan, dan 
pengem bangan basis data serta sistem informasi 
manajemen beasiswa. 

450. Pasal 1957 dihapus. 

451. Pasal 1958 dihapus. 

452. Ketentuan Pasal 1959 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1959 
Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, 
manajemen pengetahuan, penerapan organisasi 
pembelajar, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, 
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pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional terkait penjaminan mutu pembelajaran, 
akreditasi program pelatihan clan uji kompetensi 
teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian 
sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis di bidang 
keuangan negara, pengelolaan tes clan dukungan asesmen 
kompetensi, clan penerapan proses manajemen 
pengetahuan clan organisasi pembelajar, pengelolaan 
kinerja clan risiko, clan pelaksanaan administrasi pada 
pusat. 

453. Ketentuan Pasal 1960 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1960 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1959, Bidang Program clan Manajemen Pengetahuan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pemantauan clan evaluasi program clan kegiatan 

penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program 
pelatihan clan pengelolaan clan penerbitan sertifikat 
uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi 
teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis 
atau yang sej enis di bidang keuangan negara, clan 
pengelolaan tes clan dukungan asesmen kompentensi; 

b. penerapan proses manajemen pengetahuan clan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat; 

c. pengelolaan clan analisis basis data serta dokumentasi 
hasil kerja di lingkungan pusat; 

d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis clan 
rencana kerja, pengelolaan kinerja clan risiko, serta 
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, 
tata kelola, clan dukungan teknis pusat; 

e. penyusunan bahan pimpinan; 
f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan clan 

tindak lanjut arahan pimpinan; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional terkait penjaminan mutu pembelajaran, 
akreditasi program pelatihan clan pengelolaan clan 
penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian 
kompetensi teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi 
kompetensi teknis atau yang sejenis di bidang 
keuangan negara serta pengelolaan tes clan 
dukungan asesmen kompetensi; 

h. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, 
clan pengembangan program penjaminan mutu 
pembelajaran, akreditasi program pelatihan clan 
pengelolaan clan penerbitan sertifikat uji kompetensi 
teknis / penilaian kompetensi teknis / ujian 
sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis atau yang 
sejenis di bidang keuangan negara serta pengelolaan 
tes clan dukungan asesmen kompetensi; clan 

1. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis 
dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri 
terkait penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi 
program pelatihan clan pengelolaan clan penerbitan 
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sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi 
teknis/ujian sertifikasi/ sertifikasi kompetensi teknis 
atau yang sejenis di bidang keuangan negara serta 
pengelolaan tes clan dukungan asesmen kompetensi. 

454. Ketentuan Pasal 1961 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1961 
Bidang Program clan Manajemen Pengetahuan terdiri atas: 
a. Subbidang Manajemen Pengetahuan; clan 
b. Subbidang Tata Kelola. 

455. Ketentuan Pasal 1962 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1962 
(1) Subbidang Manajemen Pengetahuan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, 
dokumentasi, pengorgamsasian, penyebarluasan, 
penerapan, clan pemantauan pengetahuan, 
penyiapan bahan pengelolaan clan analisis basis data, 
dokumentasi hasil kerja, clan koordinasi penerapan 
organisasi pembelajar di lingkungan pusat. 

(2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan 
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, 
rencana clan program kerja, melaksanakan urusan 
keuangan, kearsipan, rumah tangga, sumber daya 
manusia, pengukuran beban kerja, memberikan 
dukungan teknologi informasi, pengelolaan kinerja 
clan risiko, melakukan evaluasi pelaporan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta 
memberikan fasilitasi proses pembinaan jabatan 
fungsional di bidang keuangan negara, penjaminan 
mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan di 
bidang keuangan negara, pengelolaan uji kompetensi 
clan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan 
negara, pengelolaan tes terpadu clan manajemen 
beasiswa pada pusat. 

456. Pasal 1963 dihapus. 

457. Di antara Pasal 2039 clan Pasal 2040 disisipkan 1 (satu) 
pasal yakni Pasal 2039A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2039A 
(1) Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan 

fungsional dapat bekerja secara individu clan/ atau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian 
tujuan clan kinerja organisasi. 

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. ketua tim; clan 
b. anggota tim. 
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(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dapat berasal dari pejabat fungsional maupun 
pejabat struktural yang ditugaskan oleh pimpinan 
unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi 
dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
tugas. 

(4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan 
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat berasal dari pejabat fungsional, pejabat 
struktural, maupun pelaksana yang ditugaskan oleh 
pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan 
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan tugas. 

(6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan 
fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

458. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954), 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang 
memangkujabatan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954), tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dibentuknya jabatan baru serta diangkat dan 
dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan 
Menteri ini; 

b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang 
memangku jabatan di lingkungan Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang 
Organisasi clan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 
Lingkungan Badan Pendidikan clan Pelatihan 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 N omor 418), tetap melaksanakan tugas clan 
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru 
serta diangkat clan dilantiknya pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Menteri ini; clan 

c. bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 
Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan clan Risiko, clan Badan Pendidikan clan 
Pelatihan Keuangan yang sedang dalam proses 
mutasi clan/ atau promosi, tetap dapat dilakukan 
pengangkatan clan pelantikan dalam jabatan 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954) clan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang 
Organisasi clan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 
Lingkungan Badan Pendidikan clan Pelatihan 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 418) sampai dengan dibentuknya 
jabatan baru serta diangkat clan dilantiknya pejabat 
baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

2. Pembentukan, pengangkatan, clan pelantikan pejabat 
baru di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko, 
clan Badan Pendidikan clan Pelatihan Keuangan 
berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling 
lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini 
diundangkan. 

3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan 
mengenai Balai Pendidikan clan Pelatihan Kepemimpinan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi clan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 
Pendidikan clan Pelatihan Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418), dicabut clan 
dinyatakan tidak berlaku. 

4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Desember 2023 
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 

  
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Desember 2023 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 ttd. 
ASEP N. MULYANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 977 
 
 
      Salinan sesuai dengan aslinya, 
      Kepala Biro Umum 
               u.b. 
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian 
 
 
 
 
 
      Ditandatangani secara elektronik 
      DEWI SURIANI HASLAM 

jdih.kemenkeu.go.id
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LAMPI RAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 135 TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! 
KEUANGAN NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

BAGAN ORGANISASI 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

MENTERI KEUANGAN 

W AKIL MENTER! 
KEUANGAN 

INSPEKTORAT JENDERAL i-------------j--------1 SEKRETARIAT JENDERAL 

I 

t® 
I 
I 

I 

DIREKTORAT 
JENDERALANGGARAN 

DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK 

DIREKTORAT 
JENDERAL BEA DAN 

CUKAJ 

DIREKTORAT 
JENDERAL 

PERBENDAHARAAN 

DIREKTORAT 
JENDERAL KEKAYAAN 

NEGARA 

DIREKTORAT 
JENDERAL PERIMBANGAN 

KEUANGAN 

DIREKTORAT 
JENDERALPENGELOLAAN 
PEMBIAYAAN DAN R!SIKO 

BAD AN 
KEBIJAKAN FISKAL 

BAD AN 
PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEUANGAN 

,----�1_-_-_-_-__,-----�---_-_-_-_-�1_-_-_-_-�-----------1: 
ru� ru� ru� 

SISTEM INFORMASI PEMBINAAN PROFESI ANALISIS DAN 

DA;E�,;g:iGI KEUANGAN H;;��::�SI 

4 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
JENDERAL 

I I 
BIRO BIRO BIRO BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN 

KEUANGAN KET ATALAKSANAAN HUKUM ADVOKASI 

I I 

BAGIAN STRATEGI BAGIAN 

- BA GIAN - ORGANISASI DAN PROSES - HUKUM PAJAK, 
1-- 

BA GIAN 
PE REN CANAAN BISNIS KEPABEANAN, CUKAJ, ADVOKASI I 

DAN EV ALUASI REGULASI 

BAGIAN HUKUM 
BA GIAN BAGIAN ORGANISASI DAN ANGGARAN, PERIMBANGAN 

1-- PENGELOLAAN KINERJA - JABATAN FUNGSIONAL I 
- KEUANGAN, 

1-- 
BAG IAN 

DAN RISIKO PERBENDAHARAAN, ADVOKASI II 
DANBLU 

BA GIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN HUKUM BAG IAN >-- 
PENGANGGARAN - JABATAN FUNGSIONAL II - KEKAY AAN NEGARA DAN >--- ADVOKASI Ill INFORMASI HUKUM 

BAGIAN BAGIAN ANALISIS DAN BAG IAN BAG IAN >--- PERBENDAHARAAN 
- 

EVALUAS! JABATAN >--- HUKUM PENGELOLAAN >--- 
ADVOKASI IV PEMBIAYAAN DAN PNBP 

BAG IAN BAGIAN TATA KELOLA BAG IAN HUKUM SEKTOR 
- AKUNTANSI DAN >--- DAN PELAYANAN PUBLIK 

1-- KEUANGAN DAN 
PELAPORAN KEUANGAN PERJANJIAN 

BAGIAN HUKUM SUMBER 
DAYA APARATUR 

I I I I I 
->--- KELOMPOK JABATA� _ -- KEL��:g���!�m _ -- KELOMPOK JABATA!i ->--- KEL��:i�I��!�TAN,__ FUNGSIONAL FUNGSIONAL t-- 

I I I I I 

I I I I 
BIRO BIRO BIRO BIRO KELOMPOK JABATA!i 

SUMBER DAYA MANUSIA KOMUN!KASI DAN LAYANAN MANAJEMEN BARANG MILIK UMUM - FUNGSIONAL t-- 
INFORMASI NEGARA DAN PENGADAAN 

I I I I 

BAG IAN BA GIAN BA GIAN BAGIAN 
1-- 

PERENCANAAN DAN - MANAJEMEN STRATEGI 1-- PENGEMBANGAN t-- ADMINISTRASI 
PENGADAAAN SUMBER 

DAYA MANUSIA KOMUNIKASI STRATEGI DAN KINERJA KEMENTERIAN 

BAGIAN BAG IAN BAGIAN BAG IAN >--- PENGEMBANGAN t-- 
MANAJEMEN PUBLIKASI 

t-- PERENCANAAN BARANG t-- 
RUMAH TANGGA 

SUMBER DAYA MANUSIA MILIK NEGARA 

BAG IAN BAG IAN BAG IAN 
BAGIAN t-- MANAJEMEN INFORMASI t-- MANAJEMEN HUBUNGAN t-- PENGELOLAAN BARANG t-- 

KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELEMBAGAAN NEGARA MILIK NEGARA 

BAG IAN BAGIAN MANAJEMEN BA GIAN 
1-- MUTASI DAN HUBUNGAN MEDIA DAN - PENATAUSAHAAN 1-- 

BAG IAN 

KEPANGKATAN KELEMBAGAAN BARANG MILIK NEGARA SUMBER DAYA MANUSIA 
MASYARAKAT 

BAG IAN BAGIAN BAG IAN PENGHARGAAN, MANAJEMEN BAGIAN MANAJEMEN ORGANISASI, TATA - PENEGAKAN DISIPLIN, - PENGELOLAAN DATA DAN - PENGADAAN 
- 

LAKSANA, DAN PENSIUN, DAN REGULAS! LAYANAN INFORMASI KOMUNIKASI SDM 

BAG IAN BAG IAN 
BA GIAN PEMBANGUNAN MANAJEMEN SISTEM BAG IAN - 

KARAKTER DAN BUDAY A - INFORMASI DAN EDUKASI - MANAJEMEN TEKNIS, - 
KEPATUHAN INTERNAL 

SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK DATA, DAN INFORMASI 

BAG IAN 
- MANAJEMEN BA RANG 

MILIK NEGARA 

I I I I I I I I 
-- KELOMPOK JABATA� - -- KELOMPOK JABATA� - -- KELOMPOK JABATA� - -- KELOMPOK JABATA�,__ 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

BIRO 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

I I I 

BAG IAN BAG IAN BAG IAN BAG IAN BAG IAN 

PE REN CANAAN PENGELOLAAN KINERJA PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN 
DAN RISIKO PELAPORAN KEUANGAN 

I I I 

SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUB BAG IAN SUB BAG IAN SUB BAG IAN 
- PERENCANAAN I 

,___ PENGELOLAAN - PENGANGGARAN I 
� 

PERBENDAHARAAN I - AKUNTANSI DAN 
KINERJA DAN RISIKO I PELAPORAN KEUANGAN I 

SUB BAG IAN SUB BAG IAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - PERENCANAAN II - PENGELOLAAN - PENGANGGARAN II - PERBENDAHARAAN II - AKUNTANSI DAN 
KINERJA DAN RISIKO II PELAPORAN KEUANGAN II 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN - PERENCANAAN III - PENGELOLAAN - PENGANGGARAN III - PERBENDAHARAAN III - AKUNTANSI DAN 
KINERJA DAN RISIKO III PELAPORAN KEUANGAN III 

SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUB BAG IAN 
,___ 

PERENCANAAN IV 
- PENGELOLAAN - TATA USAHA BIRO - PENGELOLAAN - AKUNTANSI DAN 

KINERJA DAN RISIKO IV TUNJANGAN KINERJA PELAPORAN KEUANGAN IV 

I II II I 
,__KELOMPOK JABATAI\_ 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN 

BIRO 
ORGANISASI DAN 

KETATALAKSANAAN 

I I I 
BAGIAN STRATEGI BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN ANALISIS DAN BAGIAN TATA KELOLA DAN ORGANISASI DAN PROSES JABATAN FUNGSIONAL I JABATAN FUNGSIONAL II EVALUASI JABATAN PE LAY ANAN PUBLIK BISNIS 

I I I I 

- SUBBAGIAN STRATEGI - SUBBAGIAN ,___ SUBBAGIAN _ SUBBAGIAN KOMPETENSI - SUBBAGIAN 
ORGANISASI ORGANISASI IA ORGANISASI IIA TEKNIS J ABATAN TATA KELOLA I 

,___ SUBBAGIAN - SUB BAG IAN 
f-- 

SUBBAGIAN ,___ SUBBAGIAN ANALISIS DAN - SUBBAGIAN 
PROSES BISNIS I ORGANISASI IB ORGANISASI IIB EVALUASI JABATAN I TATA KELOLA II 

- SUB BAG IAN - SUBBAGIAN JABATAN - SUBBAGIAN JABATAN - SUBBAGIAN ANALISIS DAN - SUBBAGIAN PELAYANAN 
PROSES BISNIS II FUNGSIONAL I FUNGSIONAL II EVALUASI JABATAN II PUBLIK 

- SUB BAG IAN 
TATA USAHA BIRO 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATM - 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
BIROHUKUM 

BIRO 
HU KUM 

I I I I 
BAG IAN HUKUM PAJAK, BAGIAN HUKUM ANGGARAN, BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM 

BAG IAN 
KEPABEANAN, CUKAJ, DAN 

PERIMBANGAN KEUANGAN, 
KEKAYAAN NEGARA DAN 

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN 
HUKUM SEKTOR KEUANGAN BAGIAN HUKUM 

EVALUASI REGULASI PERBENDAHARAAN, DAN INFORMASI HUKUM DAN PENERIMAAN NEGARA DAN PERJANJIAN SUMBER DAYA APARATUR 
BADAN LAYANAN UMUM BUKAN PAJAK 

I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM f-- f-- - - PENGELOLAAN f-- - 
HUKUM PAJAK I HUKUM ANGGARAN KEKAYAAN NEGARA I PEMBIAYAAN I SEKTOR KEUANGAN I SUMBER DAYA MANUSIA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM 

- SUBBAGIAN f-- HUKUM PERIMBANGAN - SUBBAGIAN HUKUM - PENGELOLAAN - SUBBAGIAN HUKUM - ORGANISASI, 
HUKUM PAJAK II KEUANGAN 

KEKAYAAN NEGARA II PEMBIAYAAN II SEKTOR KEUANGAN II KETATALAKSANAAN, DAN 
PENGAWASAN INTERNAL 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN - HUKUM - SUBBAGIAN HUKUM f-- PENERIMAAN NEGARA - SUBBAGIAN HUKUM - HUKUM TEKNOLOGI 
HUKUM KEPABEANAN PERBENDAHARAAN 

KEKAYAAN NEGARA II] BUKAN PAJAK PERJANJIAN INFORMASI KEUANGAN 
DAN KOMUN!KASI 

SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM 
SUBBAGIAN - CUKAJ DAN EVALUASI - BADAN LAYANAN UMUM - PENGADAAN DAN - TATA USAHA BIRO 

REGULA SI DANBELANJA INFORMASI HUKUM 

I I I I I I 
f--KELOMPOK JABATA� e- 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
BIRO ADVOKASI 

BIRO 
ADVOKASI 

I I 
BAG IAN BA GIAN BAG!AN BA GIAN 

ADVOKASI I ADVOKASI II ADVOKASI III ADVOKASI IV 

I I 

- SUBBAGIAN - SUB BA GIAN 
f-- 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
ADVOKASI IA ADVOKASI !IA ADVOKASI IIIA r-- 

ADVOKASI IVA 

- SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN 
f-- 

SUB BA GIAN 
ADVOKASI IB ADVOKASI IIB ADVOKASI IIIB ADVOKASI !VB 

- SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN � SUBBAGIAN 
ADVOKASI IC ADVOKASI IIC ADVOKASI me TATA USAHA BIRO 

I I I I I I 
f-- 

KELOMPOK JABATAI\ - FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 

BIRO 
SUMBER DAY A MANUSIA 

I I I I 
BA GIAN BA GIAN BAG IAN BA GIAN BA GIAN BAG IAN PENGHARGAAN, PEMBANGUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SOM MANAJEMEN INFORMASI MUTASI DAN PENEGAKAN DISIPLIN, 

KARAKTER PENGADAAN SOM SOM KEPANGKATAN PENSIUN, DAN 
DAN BUDAYA SOM REGULASI SOM 

I I I I 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- PERENCANAAN DAN - ANALISIS KOMPETENSI - MANAJEMEN BASIS - SUBBAGIAN SUBBAGIAN - PEMBINAAN 

FORMASI SOM PEG AWAI DATA MUTASI KESEJAHTERAAN MENTAL, AGAMA,DAN 
KON SELING 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- 

REKRUTMEN SOM - ASESMEN SUMBER - ANALISIS DATA DAN f-- 
MANAJEMEN TALENTA PENEGAKAN DISIPLIN 

f-- PEMBANGUNAN 
DAYA MANUSIA DUKUNGAN INFORMASI BUDAY A 

SUBBAGJAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN - 
PENEMPATAN SOM 

- KINERJA SUMBER - PENGINTEGRASIAN - STATUS KEPEGAWAIAN PEMBERHENTIAN DAN - USAHA 

DAYA MANUSJA DATA PENSIUN BIRO 

SUBBAGIAN SUB BAG IAN 
- PENGEMBANGAN - MANAJEMEN NASKAH - SUBBAGIAN - SUB BAG IAN 

KAPASITAS SUMBER KEPANGKATAN REGULASI SOM 
DAYA MANUSIA DAN DOKUMENTASI 

I I I I I I 
._! ELOMPOK JABATAl_ 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI 

BIRO 
KOMUNIKASI DAN 

LAYANAN INFORMASI 

I I I I 
BA GIAN BAGIAN BA GIAN BA GIAN BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN 

MANAJEMEN STRATEGI BAG IAN MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN MANAJEMEN SISTEM 

KOMUNIKASI MANAJEMEN PUBLIKASI KELEMBAGAAN NEGARA KELEMBAGAAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI 

MASYARAKAT INFORMASI PUBLIK 

I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN 
f-- 

SUBBAGIAN 
f-- HUBUNGAN f-- 

SUBBAGIAN 
f-- 

PENGELOLAAN DATA DAN MANAJEMEN SISTEM 
STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIKASI CET AK HUBUNGAN MEDIA PENANGANAN SENGKETA 

- 
INFORMASI KEHUMASAN KELEMBAGAAN NEGARA I 

INFORMASI DAN REFERENSI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- MONITORING DAN - SUBBAGIAN 

f-- HUB UN GAN - HUBUNGAN - PENGELOLAAN LAYANAN - SUBBAGIAN 

ANALISIS SERITA PUBLIKASI ELEKTRONIK KELEMBAGAAN NEGARA II KELEMBAGAAN INFORMASI PUBLIK EDUKASI PUBLIK 
MASYARAKAT 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN - PEMBERITAAN DAN - HUB UN GAN 
f-- 

SUB BA GIAN 
RISET DAN AUDIT DOKUMENTASI KELEMBAGAAN NEGARA TATA USAHA BIRO 

III 

I I I I I I 
>-- KELOMPOK JABATA� _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN 

BIRO 
MANAJEMEN BARANG 

MILIK NEGARA DAN 
PENGADAAN 

I I I I I I 
BAG IAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENGELOLAAN BAGIAN PENATAUSAHAAN BAG IAN MANAJEMEN BAGIAN MANAJEMEN 

PENGEMBANGAN BMN BMN BMN PENGADAAN TEKNIS, DATA, DAN 
STRATEGI DAN KINERJA INFORMASI 

I I I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- PENGEMBANGAN 

f-- 
SUBBAGIAN - SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN 

STRATEGI DAN PERENCANAAN BMN I PENGELOLAAN BMN I 
f-- 

f-- f-- 
BMNI PENGADAAN BARANG/ PENGGUNA DAN 

KINERJA I JASAI VERIFIKASI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN 
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KERJA 

- f-- 

PERENCANAAN BMN II 
f-- - PENATAUSAHAAN - PENGELOLAAN - SAMA DAN STRATEGI DAN PENGELOLAAN BMN II 

BMNII PENGADAAN BARANG/ 
KINERJA II JASAII 

KOMUNIKASI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN 

STRATEGI DAN PERENCANAAN BMN III 
f-- 

PENGELOLAAN BMN III PENATAUSAHAAN - KOMPETENSI BMN DAN 
f-- KINERJA III - - BMN III - 

PENGADAAN BARANG/ PENGADAAN JASA III 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN - - SUBBAGIAN - PENATAUSAHAAN - PENGELOLAAN DATA TATA USAHA BIRO PENGELOLAAN BMN IV BMNIV DAN INFORMASI 

I I I 
__J ELOMPOK JABATAti_ 

FUNGSIONAL 

I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
BIROUMUM 

BIRO 
UMUM 

I I I I 
BA GIAN 

ADMINISTRASI BA GIAN BAG IAN BA GIAN 

KEMENTERIAN RUMAH TANGGA KEUANGAN SUMBER DA YA MANUSIA 

I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN 
KEARSIPAN - BANGUNAN DAN - PENGANGGARAN 

,..__ 
MUTASI SUMBER DAYA 

LINGKUNGAN MANUSJA 

SUBBAGJAN SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN 
PERSURATAN - 

MEKANIKAL DAN - PERBENDAHARAAN I 
,..__ 

SUMBER DAYA 
ELEKTRIKAL MANUSIA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- ADMINISTRASI - PENGELOLAAN - SUBBAGIAN - ADMINISTRASJ DAN 

PERJALANAN DINAS PERALATAN PERBENDAHARAAN II BUDAYA SUMBER DAYA 
OPERASIONAL MANUSJA 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN - TATA USAHA PIMPINAN - - AKUNTANSIDAN - 

KEAMANAN DAN LAYANAN KESEHATAN 
OPERASIONAL PELAPORAN PEGAWAI 

BAG IAN BAG IAN ORGANISASI, TATA BAG IAN MANAJEMEN BARANG LAKSANA, DAN KEPATUHANINTERNAL MILIK NEGARA 
KOMUNIKASI 

SUB BA GIAN 
SUBBAGIAN SUB BAG IAN 

- ORGANISASI - KEPATUHANINTERNAL - BARANG MILJK NEGARA 
I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- - KEPATUHANJNTERNAL - BARANG MILIK NEGARA TATA LAKSANA II II 

SUBBAGIAN 
SUB BA GIAN SUBBAGIAN 

- JABATAN FUNGSIONAL 
- PENGELOLAAN - BARANG MILIK NEGARA 

KINERJA ORGANISASI III 

SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN - KOMUNIKASI DAN - DATA DAN DUKUNGAN � 
TATA USAHA BIRO PUBLIKASI TEKNIS 

I I I I I 
....1 ELOMPOK JABATA s, 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATJENDERALANGGARAN 

DIREKTORAT 
JENDERAL 
ANGGARAN 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
BAG IAN BA GIAN I I I 

ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA BAGIAN PERENCANAAN >--- KELOMPOK JABATAJ\ - 
LAKSANA MANUSIA DAN KEUANGAN FUNGSIONAL 

I I I 

BAGIAN KEPATUHAN BAGIAN LAYANAN 
BAG IAN INTERNAL, INFORMASI DAN 
UMUM MANAJEMEN RISIKO, DUKUNGAN 

DAN ADVOKASI PENGETAHUAN 

I I 
DIREKTORAT 

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG 
PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, 

PENDAPATAN DAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN, DAN BAGIAN 
BELANJA NEGARA KEMARITIMAN DAN KEBUDAYAAN ANGGARAN BENDAHARA 

UMUM NEGARA 
I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

>--- 
PROGRAM DAN 

>--- 
PROGRAM DAN - PROGRAM DAN - PROGRAM DAN 

MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN 
PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

I I I I I I I I 
- - KELOMPOK JABATAl' - - _ KELOMPOK JABATA!'i _ - - KELOMPOK JABATAl' - - _ KELOMPOK JABATAJI - '"-- KELOMPOK JABATAJ\ - FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I 

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT 
PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA DIREKTORAT HARMONISASI BUKAN PAJAK SUMBER BUKAN PAJAK SISTEM PENGANGGARAN PERATURAN DAYA ALAM DAN KEKAYAAN 
NEGARA DIPISAHKAN KEMENTERIAN / LE MBA GA PENGANGGARAN 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTO RAT 

- PROGRAM DAN - PROGRAM DAN - PROGRAM DAN - PROGRAM DAN 
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN 

PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

I I I 
-- [(ELOMPOK JABATA!'i - KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAl' KELOMPOK JABATAl' 

FUNGSIONAL -- FUNGSIONAL - - - FUNGSIONAL - -- FUNGSIONAL - 
I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRET ARJAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I I I I I I 
BAG IAN BAGIAN BAG IAN BA GIAN BAGIAN LAYANAN 

ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA PERENCANAAN DAN BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, INFORMASI DAN 

LAKSANA MANUSIA KEUANGAN UMUM MANAJEMEN RISIKO, DUK UN GAN 
DAN ADVOKASI PENGETAHUAN 

I I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

>-- 
SUB BAG IAN PENGEMBANGAN 

f- PERENCANAAN - SUBBAGIAN PENGENDALIAN DAN 
ORGANISASI SUMBER DAYA ANGGARAN TATA USAHA KEPATUHAN 

MANUSIA INTERNAL 

SUB BA GIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN - SUBBAGIAN PEMANTAUAN 

>-- PENGEMBANGAN 
TATA LAKSANA KARIER SUMBER DAYA PERBENDAHARAAN RUMAH TANGGA KODE ETIK DAN 

MANUS IA MANAJEMEN RISIKO 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUB BAG IAN MANAJEMEN INFDRMASI AKUNTANSI, - PENGADAAN DAN PEMANTAUAN HASIL � PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 
DAN PENGEWLAAN PELAPORAN KEUANGAN, PENGELOLAAN BARANG PEMERIKSAAN DAN KINERJA DANGAJI MILIK NEGARA JABATAN FUNGSIONAL AD VO KASI 

� SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

PIMPINAN 

I I I I 
� ELOMPOK JABATA - FUNGSIONAL 

I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATPENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

DIREKTORAT 
PENYUSUNAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEK SI 
t--- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
� MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I 
_ KELOMPOK JABATANt--­ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN 

DIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

PEREKONOMIAN DAN 
KEMARITIMAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEK SI 
'-- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
'-- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I 
,__ KELOMPOK JABATAr\ __ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA 
DAN KEBUDAYAAN 

,..._ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEKSI 
,..._ PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEKSI 
� MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I 
,..._ KELOMPOK JABATAJI ,..._ 

FUNGSIONAL 

I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

DIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG POLITIK, 
HUKUM, PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN, DAN BAGIAN 
ANGGARAN BENDAHARA UMUM 

NEGARA 

� 
SUB BA GIAN 

I TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEKSI 
- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEKSI 
- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I 
- KELOMPOK JABATAii - 

FUNGSIONAL 

I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 

DIREKTORAT 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN 
PAJAK SUMBER DA YA ALAM 

DAN KEKAYAAN NEGARA 
DIPISAHKAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEKSI 
,...._ PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I 
KELOMPOK JABATAl\ 

- FUNGSIONAL - 

I I I I I 



jdih.kemenkeu.go.id

- 103 - 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/LEMBAGA 

DIREKTORAT 
PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK 
KEMENTERIAN /LEMBAGA 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEK SI 
>-- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
� MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAI\ - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 

DIREKTORAT 
SISTEM PENGANGGARAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 

MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

SEK SI 
>---- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
>---- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEKSI PEMBINAAN JABATAN 
FUNGSIONAL BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN SERTA 
PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK 

I I I I II 
KELOMPOK JABATAN 

- FUNG SI ONAL >---- 

l I I I I I 



jdih.kemenkeu.go.id

- 104 - 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN 

DIREKTORAT 
HARMONISASI 
PERATURAN 

PENGANGGARAN 

t--- 
SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 
PEGETAHUAN 

SEK SI 
- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I I - KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATJENDERALPAJAK 

DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
I I I I 

BA GIAN I BA GIAN PE REN CANAAN, BA GIAN 
_U(ELOMPOK JABATAI � ORGANISASI DAN TATA PENGEMBANGAN, DAN MUTASIDAN 

LAKSANA PEMBERHENTIAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL 

PEGAWAI I 

BA GIAN BA GIAN BA GIAN 
KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM 

I I I I I 
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT 

PERATURAN PERPAJAKAN PERATURAN PERPAJAKAN PEMERIKSAAN DAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASI DAN KEBERATAN DAN POTENSI, KEPATUHAN, 
I II PENAGIHAN PENILAIAN BANDING DAN PENERIMAAN 

____J ____J � � � ____J ____J 
SUBDIREKTORAT 

PERATURAN KETENTUAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
- UMUM DAN TATA CARA - PERATURAN PAJAK � PERENCANAAN � PEMERIKSAAN BUKTI - SUBDIREKTORAT - PENGURANGAN DAN - SUBDIREKTORAT 

PERPAJAKAN DAN EKSTENSIFIKASI POTENSI PERPAJAKAN 
PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENGHASILAN BADAN PEMERIKSAAN PERMULAAN KEBERATAN 

SURAT PAKSA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTROAT SUBDIREKTORAT PERATURA N PE MITTON GAN SUBDIREKTORAT 
- PERATURAN PAJAK - DAN PEMUNGUTAN PAJAK - TEKNIKDAN i- SUBDIREKTROAT - SUBDIREKTORAT - BANDING DAN � SUBDIREKTORAT 

PERTAMBAHAN NILA! PENGHASIIAN DAN PAJAK PENGENDALIAN PENYIDIKAN PENDATAAN DAMPAK KEBlJAKAN 
INDUSTRI PENGHASIIAN ORANG PEMERIKSAAN GUGATANI 

PRIBADI 

PERATURAN PAJAK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
- PERTAMBAHAN NILA! - SUBDIREKTORAT - PEMERIKSAAN - FORENSIK DAN - SUBDIREKTORAT - BANDING DAN � KEPATUHAN DAN 

PERDAGANGAN, JASA ADVOKASI PENILAIAN I PENGAWASANWAJIB 
DAN PAJAK TIDAK TRANSAKSI KHU SUS BARANG BUKTI GUGATAN II PAJAK ... -�·· .. - ......... 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
- PERATURAN PAJAK - HARMONISASI - KERJASAMA DAN - SUBDIREKTORAT - PENINJAUAN KEMBALI � PEN GE LOLAAN 

BUMIDAN BANGUNAN PERATURAN DUk1JNGAN PENILAIAN II DAN EVALUASI PENERIMAAN 
PERPAJAKAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN 

- SUBDIREKTORAT 
PENAGIHAN 

I I I I I I I 
-- KELOMPOK JABATAI - -� KELOMPOK JABATAI - -� KUOMPOK JABATAI - -� KELOMPOK JABATAI - -� I,ELOMPOK JABATAI - -- KELOMPOK JABATA! � -- KELOMPOK JABATA� � 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I 

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT TEKNOLOGI DIREKTORAT DIREKTORAT I I I I I 
PENYULUHAN, DATA DAN INFORMASI KEPA TUHAN INTERNAL JNFORMASI DAN TRANSFORMASI PROSES PERPAJAKAN DIREKTORAT � ELOMPOK JABATA! 

PELAYANAN, DAN PERPAJAKAN DAN TRANSFORMASI KOMUNIKASI BISNIS INTERNASIONAL INTELIJEN PERPAJAKAN FUNG SI ONAL t- 

HUBUNGAN MASYARAKAT SUMBER DAYA APARATUR I I I I I 
____J ____J ____J ____J ____J ____J ____J 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
- PENYULUHAN - TATA KE LOLA DATA - SUBDIREKTORAT - TATA KELOLA SISTEM - PENGEMBANGAN - PERJANJIAN DAN KERJA � SUBDIREKTORAT 

KEPATUHAN INTERNAL SAMA PERPAJAKAN INTELIJEN STRATEJIK PERPAJAKAN DAN INFORMASI INFORMASI PENYULUHAN INTERNASIONAL 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SUBDIREKTORAT 

- PELAYANAN - PENGELOLAAN DATA - INVESTIGASI INTERNAL 
- PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENANGANAN SENGKETA � INTELIJEN 

PERPAJAKAN INTERNAL SISTEM PERPAJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PENGGALIAN POTENSI 
INTER NASIONAL 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
- HUBUNGAN - PPENGELOLAAN DATA - TRANSFORMASI - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PERTUKARAN INFORMASI 

1- INTELIJEN PENEGAKAN MASYARAKAT SISTEM PENDUKUNG PERPAJAKAN 
PERPAJAKAN EKSTERNAL ORGANISASI PERPAJAKAN PENEGAKAN HUKUM INTER NASIONAL HUKUM 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKrORAr SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT - KERJASAMA DAN - ANALISIS DATA 
- 

MANAJEMEN - INFRASTRUKTUR DAN - 
EKSTENSIFIKASI DAN 

� 
OPERAS! INTELIJEN KEMITRAAN KEPEGAWAIAN KEAMANAN SISTEM PENILAIAN INFORMASI 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
t- RISIKO KEPATUHAN - KOMPETENSI DAN � PEMANTAUAN DAN � MANAJEMEN W AJIB PAJAK DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SISTEM TRANSFORMASI SAINS DATA KAPASITAS PEGAWAI INFORMASI 

I I I 
-- KELOMPOK JABATAI - -� KEL��:i�l�t!�TAI _ �- KEL��:g��:�TM _ �i- KELOMPOK JABATAI �i- KELOMPOK JABATAI -- IKELOMPOK JABATA� -- KELOMPOK JABATA� 

FUNGSIONAL FUNGS!ONAL - FUNGSI ONAL t- FUNG SI ONAL >--- FUNGSI ONAL - 

I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 
JENDERAL 

I I I I 
BAu1�1, 

BAG IAN PERENCANAAN, BAG IAN BAG IAN BA GIAN BAG IAN ORGANISASI DAN TATA PENGEMBANGAN, DAN MUTASI DAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM LAKSANA PEMBERHENTIAN KEPANGKATAN 
PEG AWAI 

I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUB BAGI AN - f-- PERENCANAAN DAN - MUTASI KEPEGAWAIAN f-- PENYUSUNAN - - ORGANISASI PENGADAAN PEGAWAI I ANGGARAN PENGADAAN I TATA USAHA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- SUB BAG IAN - LAYANAN DAN - MUTASI KEPEGAWAIAN - SUB BAGI AN - SUB BAGI AN - SUB BAGI AN 

TATA LAKSANA MANAJEMEN BASIS PERBENDAHARAAN PENGADAAN II TATA USAHA PIMPINAN 
DATA KEPEGAWAIAN II 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- SUBBAGIAN - ADMINISTRASI 

f-- MUTASI KEPEGAWAIAN - ADMINISTRASI GAJI f-- 
SUB BAG IAN 

f-- PROTOKOL DAN PENGUKURAN KINERJA PENINGKATAN PENGADAAN III 
KAPASITAS III DAN TUNJANGAN PERJALANAN DINAS 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN SUBBAGIAN - PEMENSIUNAN - KEPANGKATAN 
- AKUNTANSI DAN - PENYIMPANAN DAN - SARANADAN 

PEGAWAI PELAPORAN DISTRIBUSI PRASARANA 

SUBBAGIAN 
� INVENT ARIS AS!, � SUBBAGIAN 

PEMELIHARAAN, DAN URUSAN DALAM 
PENGHAPUSAN 

I I I I I I 
- KEWMPOK JABATA� - FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATPERATURANPERPAJAKANI 

DIREKTORAT 
PERATURAN 

PERPAJAKAN I 

,___ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKJ'ORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKJ'ORAT 

PERATURAN KETENTUAN UMUM PERATURAN PAJAK SUBDIREKTORAT 
DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! PERA TURAN PAJAK BUMI 
DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN PERT AMBAHAN NILA! PERDAGANGAN, JASA DAN 

DAN BANGUNAN PAJAK TIDAK LANGSUNG SURAT PAKSA IND UST RI LAINNYA 

I I 
SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI PERA TU RAN PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK KETENTUAN UMUM - - ,---- - PERTAMBAHAN NILA! PERTAMBAHAN NILA! BUMI 

DAN TATA CARA INDUSTRII PERDAGANGAN I DAN BANGUNAN I 
PERPAJAKAN 

SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI 
PERATURAN - PERATURAN PAJAK ,---- PERATURAN PAJAK - PERATURAN PAJAK - PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! PERTAMBAHAN NILA! BUMI 

DENGAN SURAT PAKSA INDUSTRIII PERDAGANGAN II DAN BANGUNAN II 

SEK SI SEKSI SEKSI 
SEKSI PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK 

f--- PERATURAN - PERTAMBAHAN NILA! - PERTAMBAHAN NILA! 
- 

BUMI 
PERPAJAKAN LAINNYA INDUSTRI Ill JASA DAN BANGUNAN Ill 

SEKSI 
f--- 

PERATURAN PAJAK 
TIDAK LANGSUNG 

LAINNYA 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATA!I ,---- 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II 

DIREKTORAT 
PERATURAN 

PERPAJAKAN II 

- SUSSAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT 

SUSDIREKTORAT PERATURAN PEMOTONGAN DAN SUSDIREKTORAT SUSDIREKTORAT 
PERA TURAN PAJAK PEMUNGUTAN PAJAK HARMONISASI 

PENGHASILAN SADAN PENGHASILAN DAN PAJAK AD VO KASI PERATURANPERPAJAKAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI 

I I 
SEKSI 

SEKSI PERA TU RAN SEKSI SEKSI 
- PERATURAN PAJAK - PEMOTONGAN DAN - ADVOKASI I - ANALISIS PERATURAN 

PENGHASILAN SADAN I PEMUNGUTAN PAJAK PERPAJAKAN 
PENGHASILAN I 

SEKSI SEKSI SEKSI PERA TU RAN SEKSI SINKRONISASI - PERA TURAN PAJAK !-- PEMOTONGAN DAN - ADVOKASI II 
!-- 

PERA TU RAN PENGHASILAN SADAN II PEMUNGUTAN PAJAK 
PENr..HASJLAN II PERPAJAKAN 

SEKSI SEK SI 
SEKSI PERA TURAN PAJAK PERATURAN PAJAK SEKSI - PENGHASILAN SADAN - PENGHASILAN ORANG - ADVOKAS!lll - SINERGI PERATURAN 

III PRIBADI PERPAJAKAN 

SEKSI 

- SEKSI - ANALISIS PERATURAN 
ADVOKASI IV PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL 

I I I I I 
_ KELOMPOK JABATAN,__ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN 

DIREKTORAT 
PEMERIKSMN DAN 

PENAGIHAN 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTO RAT SUBD IREKTO RAT 

TEKNIK DAN KERJASAMA DAN SUBD IREKTO RAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN TRANSAKSI DUKUNGAN PENAGIHAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KHU SUS PEMERIKSAAN 

I I I 

SEKSI SEK SI SEK SI SEK SI 

- PERENCANAAN - SEK SI - PEMERIKSAAN 
f-- KERJASAMA f-- 

STRATEGI DAN 
PEMERIKSAAN W AJIB TEKNIK PEMERIKSAAN TRAN SAKS I PEMERIKSAAN DUKUNGAN 

PAJAK ORANG PRIBADI PERUSAHAAN GRUP PENAGIHAN 

SEK SI SEK SI SEK SI SEKSI SEK SI 
- PERENCANAAN - PENGENDALIAN MUTU - PEMERIKSAAN WAJIB - DUKUNGAN TEKNIS - PERENCANAAN DAN 

PEMERIKSAAN WAJIB PEMERIKSAAN PAJAK SEKTOR PEMERIKSAAN EVALUASI PENAGIHAN PAJAK BADAN SUMBER DAYA ALAM 

SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI 
TRANSFER PRICING DAN PENGENDALIAN MUTU - STRATE GI - EVALUASI DAN - TRANSAKSIKHUSUS - DATA DAN DUKUNGAN - DAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN LAINNYA PEMERIKSAAN PENAGIHAN 

I I I I I 
f-- KELOMPOK JABATAN,__ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM 

DIREKTORAT 
PENEGAKAN HUKUM 

I-- 
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTROAT SUBDIREKTORAT 

PEMERIKSAAN BUKTI PENYIDIKAN FORENSIK DAN BARANG 
PERMULAAN BUKTI 

I I 

SEK SI SEK SI SEK SI 
- PEMERIKSAAN BUKTI - PENYIDIKAN I - FORENSIK PERPAJAKAN 

PERMULAAN I I 

SEKSI SEK SI SEKSI - PEMERIKSAAN BUKTI - PENYIDIKAN II - FORENSIK PERPAJAKAN 
PERM ULAAN II II 

SEKSI SEK SI SEKSI - PEMERIKSAAN BUKTI � 
PENYIDIKAN III - BARANG BUKTI DAN 

PERMULAAN III TAHANAN 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN 

DIREKTORAT 
EKSTENSIFIKASI DAN 

PENILAIAN 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
EKSTENSIFIKASI PENDATAAN PENILAIAN I PENILAIAN II 

I I 

SEKSI SEK SI SEKS! SEKSI PERENCANAAN � PERENCANAAN � 
PENDATAAN DAN 

,___ PENILAIAN MASSAL - PENILAIAN MASSAL 
EKSTENSIFIKASI PEMETAAN BUMI BAN GU NAN 

SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI 

- TEKNIS - TEKNIS PENDATAAN - PENILAIAN INDIVIDU - PENILAIAN INDIVIDU 

EKSTENSIFIKASI DAN PEMETAAN PERKEBUNAN DAN PERUMAHAN DAN 
PERHUTANAN INDUSTRI 

SEK SI SEKSI SEKSI SEKSI 
- EVALUASI - DUKUNGAN DAN - PENILAIAN INDIVIDU � PENILAIAN INDIVIDU KOMERSIAL DAN EKSTENSIFIKASI EVALUASI DATA OBJEK KHUSUS PERTAMBANGAN 

I I I I I 
_ KELOMPOK JABATAJ\ ,___ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING 

DIREKTORAT 
KEBERATAN DAN 

BANDING 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENGURANGAN DAN BANDING DAN GUGAT AN I BANDING DAN GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI 
KEBERATAN II DAN EV ALU AS! 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKS! - PENGURANGAN DAN f-- BANDING DAN f-- BANDING DAN f-- 

KEBERATAN I GUGATANIA GUGATANIIA PENINJAUAN KEMBALI 

SEK SI SEK SI SEKSI SEK SI 

- PENGURANGAN DAN f-- BANDING DAN f-- BANDING DAN f-- 
EVALUASI 

KEBERATAN II GUGATAN IB GUGATANIIB PENGURANGAN DAN 
KEBERATAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

- PENGURANGAN DAN - BANDING DAN f-- BANDING DAN f-- 
EVALUASI BANDING, 

KEBERATANIII GUGATANIC GUGATANIIC GUGATAN, DAN 
PENINJAUAN KEMBALI 

SEKSI 
- PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN IV 

I I I I I 
f-- 

KELOMPOK JABATM >---- 

FUNGSIONAL 

l l l I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN 

DIREKTORAT 
POTENSI, KEPATUHAN, 

DAN PENERIMAAN 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEPATUHAN DAN 
POTENSIPERPAJAKAN DAMPAK KEBIJAKAN PENGAWASAN WAJIB 

PENGELOLAAN 

PAJAK PENERIMAAN PAJAK 

I I 

SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI 
- POTENSISEKTOR f-- DAMPAK KEBIJAKAN 1-- 

KEPATUHAN W AJIB - PERENCANAAN DAN PAJAK SEKTOR 
INDUSTRI PERPAJAKAN INDUSTRI STRATEGI PENERIMAAN 

SEK SI SEKSI 
SEKSI SEK SI 

1-- POTENSI SEKTOR f-- DAMPAK KONDISI 1-- 
KEPATUHAN W AJIB - PEMANTAUAN 

PAJAK SEKTOR 
PERDAGANGAN MAKRO EKONOMI PERDAGANGAN 

PENERIMAAN 

SEKSI SEKSI 
SEK SI 

1-- 
SEKSI 

f-- DAMPAK KEBIJAKAN 1-- KEPATUHAN W AJIB - STATISTIK DAN 
POTENSI SEKTOR JASA UMUM PAJAK SEKTOR JASA PRAKIRAAN 

PENERIMAAN 

SEKSI SEK SI 
1-- PENGENDALIAN MUTU f-- 

PENGAWASAN EVALUASI PENERIMAAN 

I I I I I 
...._ KELOMPOK JABATA� .._ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

DIREKTORAT 
PENYULUHAN, 

PELAYANAN, DAN 
HUBUNGAN MASYARAKAT 

f--- 
SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENYULUHAN PELAYANAN PERPAJAKAN HUBUNGAN MASY ARAKAT KERJASAMA DAN 
PERPAJAKAN PERPAJAKAN KEMITRAAN 

I I 

SEK SI SEK SI SEKSI SEK SI 
- 

MATER! PENYULUHAN - PELA YANAN - 
HUBUNGAN INTERNAL 

- KERJASAMA DALAM 
PENGADUAN NEGERI 

SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI DUKUNGAN - BIMBINGAN TENAGA ,.---- 
PELAYANAN DAN 

- HUBUNGAN - KERJASAMA LUAR 
PENYULUH KONSULTASI EKSTERNAL NEG ER! 

SEKSI SEK SI SEK SI SEK SI - DUKUNGAN - PENINGKATAN MUTU - PENGELOLAAN BERITA - KEMITRAAN W AJIB 
PENYULUHAN PE LAY AN AN PAJAK 

SEKSI SEK SI SEKSI - DOKUMENTASI DAN - PEMUKTAHIRAN TAX - 
PERPUSTAKAAN KNOWLEDGE BASED PENGELOLAAN SITUS 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAl'i_ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN 

DIREKTORAT 
DATA DAN INFORMASI 

PERPAJAKAN 
SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTO RAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

TATA KELOLA DATA DAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN DATA ANALISIS DATA RISIKO KEPATUHAN 
INFORMASI INTERNAL EKSTERNAL WAJIB PAJAK DAN SAINS 

DATA 

I I I 

SEK SI SEK SI 

PERENCANAAN SEKSI PENERIMAAN, SEKSI SEKSI - STRATEGIS DATA DAN - PEMANTAUAN DATA - PENGHIMPUNAN,DAN - 
ANALISIS DATA I 

,.---- IDENTIFIKASI DAN 

INFORMASI INTERNAL PERTUKARAN DAT A PENILAIAN RISIKO 
EKSTERNAL 

SEK SI SEKSI SEKSI SEKSI PROSEDURTATA PEREKAMAN DAN SEKSI - KELOLA DATA DAN - PENGENDALIAN MUTU - IDENTIFKASI DATA - ANALISIS DATA II 
,.---- PEMODELAN DAN 

INFORMASI DATA INTERNAL EKSTERNAL PEMETAAN RISIKO 

SEK SI SEK SI � SEKs, SEK SI PERANCANGAN SEKSI - ARSITEKTUR - PENGELOLAAN DATA PENGENDALIAN MUTU - ANALISIS DATA III 
,.---- MITIGASI DAN 

INFORMASI WAREHOUSE DATA EKSTERNAL EVALUASI RISIKO 

SEK SI SEK SI 
- EVALUASI - PENGOLAHAN DATA - SEKSI - SEKSI 

PEMANFAATAN DATA PENERIMAAN ANALISIS DATA IV SAINS DATA 
DAN INFORMASI 

SEK SI 

- REKONSILIASI DATA I I I I I 
PENERIMAAN DAN KELOMPOK JABATA�- 

UTANG PAJAK - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI 

SUMBER DAYA APARATUR 

DIREKTORAT 
KEPATUHANINTERNAL 
DAN TRANSFORMASI 

SUM BER DAYA APARATUR 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN 

KEPATUHANINTERNAL INVESTIGASI INTERNAL ORGANISASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN 
KEPEGAWAIAN KAPASITAS PEGAWAI 

I I I 

SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI - INTERNALISASI f- INVESTIGASI INTERNAL f- PERENCANAAN f- PENGEMBANGAN - ANALISIS KOMPETENSI 
KEPATUHAN I STRATEGIS KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI 

SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI 
SEKSI 

- PENGUJIAN - INVESTIGASI INTERNAL - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN 
KEPATUHAN II DESAIN KELEMBAGAAN KINERJA KAPASITAS PEGAWAI 

SEK SI SEKSI SEKSI 

SEKSI EVALUASI TEMUAN EVALUASI PENGEMBANGAN 
- 

PENJAMINAN KUALITAS 
- 

PEMERIKSAAN 
- 

IMPLEMENT AS! DESAIN 
- SISTEM MUTASI, 

EKSTERNAL KELEMBAGAAN PROMOS!, DAN 
KOMPENSASI 

I I I I I 
KELOMPOK JABATA!\ 

- FUNGSIONAL - 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

DIREKTORAT 
TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

TATA KELOLA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PEMANTAUAN DAN 
SISTEM INFORMASI SISTEM PERPAJAKAN PENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN 

PELAYANAN SISTEM KEAMANAN 
PERPAJAKAN SISTEM INFORMASI INFORMASI 

I I I I 

SEKSI SEKSI SEK SI SEK SI SEKSI - PERENCANAAN 
f- PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN f- 

PENGELOLAAN - LAY ANAN SISTEM 
TEKNOLOGI INFORM AS! PERANGKAT KERAS 

DAN KOMUNIKASI SISTEM PERPAJAKAN I SISTEM PENDUKUNG I DAN APLIKASI INTERNAL 

SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI - ARSITEKTUR SISTEM - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN f- 
PENGELOLAAN f- LAYANAN SISTEM 

INFORMASI SISTEM PERPAJAKAN II SISTEM PENDUKUNG II JARINGAN KOMUNIKASI EKSTERNAL 
DATA 

""'�SI SEKSI SEKSI PENGENDALIAN SEKSI 
f- PENGEMBANGAN f- 

PENGEMBANGAN 
f- 

PENGEMBANGAN - SEKSIPENGELOLAAN 
f- LAYANAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 
APLIKASI INFORMASI SISTEM PENDUKUNG BASIS DATA OPERASIONAL 

DAN KOMUNIKASI 
DAN PELAPORAN MANAJEMEN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENGUJIAN DAN PENGUJIAN DAN PENGELOLAAN SEKSI - EVALUASI SISTEM - - DOKUMENTASI SISTEM - KELANGSUNGAN 
f- 

BIMBINGAN SISTEM DOKUMENTASJ SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN PENDUKUNG LAYANAN PERPAJAKAN 

SEKSI 

I I I I I - PENGELOLAAN SEK SI 
KEAMANAN SISTEM 

f- 

PEMANTAUAN SISTEM 
- KELOMPOK JABATA!\_ INFORM A SI 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATTRANSFORMASI PROSES BISNIS 

DIREKTORAT 
TRANSFORMASI 
PROSES BISNIS 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 

MANAJEMEN 
PENYULUHAN PELA YANAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASI DAN 

TRANSFORM AS! PENILAIAN 

I I I 
SEKSI 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN � PENGEMBANGAN � PENGEMBANGAN � PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN DAN 
PENYULUHAN I PELAYANAN I PENEGAKAN HUKUM I EKSTENSIFIKASI MANAJEMEN 

PERUBAHAN 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PROSES 

- PENGEMBANGAN � PENGEMBANGAN � PENGEMBANGAN - PEMETAAN DAN 
- DAN PENJAMINAN 

PENYULUHAN II PELAYANAN II PENEGAKAN HUKUM II 
PENILAIAN KUALITAS 

PENGEMBANGAN 

I I I I I 
_ KELOMPOK JABATA� _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL 

DIREKTORAT 
PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL 

,--- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PERJANJIAN DAN KERJA PENANGANAN SENGKETA PERTUKARAN INFORMASI 

SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN 
INTERNASIONAL INTERNASIONAL INTERNASIONAL 

I 

SEKSI SEK SI SEK SI PENCEGAHAN DAN ,....__ PERJANJIAN DAN KERJA - PENANGANAN SENGKETA - PERTUKARAN INFORMASI 
SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN 
INTERNASIONAL I INTERNASIONAL I INTERNASIONAL I 

SEKSI SEK SI SEK SI PENCEGAHAN DAN 
,...-- PERJANJIAN DAN KERJA - PENANGANAN SENGKETA - PERTUKARAN INFORMASI 

SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN 
INTERNASIONAL II PERPAJAKAN INTERNASIONAL II INTERNASIONAL II 

SEKSI SEK SI SEKSI PENCEGAHAN DAN - PERJANJIAN DAN KERJA - PENANGANAN SENGKETA - PERTUKARAN INFORMASI 
SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN 
INTERNASIONAL III PERPAJAKAN INTERNASIONAL III INTERNASIONAL III 

SEK SI 
PENCEGAHAN DAN 

,...._ PENANGANAN SENGKETA 
PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL IV 

I I I I I 
,....__ KELOMPOK JABATAfl ,_.... 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN 

DIREKTORAT 
INTELIJEN 

PERPAJAKAN 

...._ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
INTELIJEN STRATEJIK INTELIJEN PENGGALIAN INTELIJEN PENEGAKAN OPERAS! INTELIJEN POTE NS! HUKUM 

I I I 

SEK SI SEKSI SEKSI SEK SI 

KAJIAN INTELIJEN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN - - EVALUASI INTELIJEN 
t-- 

EVALUASI INTELIJEN 
t-- 

EVALUASI OPERAS! STRATEJIK PENGGALIAN POTENSI PENEGAKAN HUKUM INTELIJEN 

SEKSI SEKSI SEK SI 
t-- 

PENERIMAAN, - INTELIJEN - INTELIJEN PENEGAKAN - SEKSI 
IDENTIFIKASI, DAN PENGGALIAN POTENSI I HUKUM I OPERAS! INTELIJEN I 
DISTRIBUSI IDLP 

SEKSI SEKSI SEKSI 
1-- 

PENGUMPULAN, ,_____ INTELIJEN - INTELIJEN PENEGAKAN - SEKSI 
PENGOLAHAN, DAN PENGGALIAN POTENSI HUKUM II OPERAS! INTELIJEN II 

DISEMINASI INTELIJEN II 

SEK SI SEKSI SEKSI INTELIJEN SEKSI - PENGAMANAN DAN - PENGGALIAN POTENSI 
- INTELIJEN PENEGAKAN - 

OPERAS! INTELIJEN III PENGGALANGAN III HUKUM III 

I I I I I 
t-- 

KELOMPOK JABATAN - 
FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

DIREKTORAT 
JENDERAL 

BEA DAN CUKAI 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

BA GIAN 
UMUM 

SUBDIREKTORAT 
PENGELOLMN DAN 

LAYANAN DATA 

SUBDIREKTORAT 
PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI 

SUBDIREKTORAT 
PENGENDALIAN 

KEAMANAN INFORMASI, 
MANAJEMEN LAYANAN, 

DAN EVALUASI 

SUBDIREKTORAT 
STRATEGI DAN 

PERENCANMN SISTEM 
INFORMASI 

DIREKTORAT 
INFORMASI KEPABEANAN 

DAN CUKAJ 

BAG IAN 
PENGEMBANGAN 

KEPEGAWAIAN 

BAGIAN 
PENGELOLAAN 

BARANG MILIK NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
KEBE RAT AN 

SUBDIREKTORAT 
BANDING 

SUBDIREKTORAT 
AD VO KASI 

SUBDIREKTORAT 
PERATURAN 

DIREKTORAT 
KEBERATAN BANDING 

DAN PERATURAN 

BA GIAN 
ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN 

BAGIAN 
KEUANGAN 

BAGIAN 

LAKSANA 

SUBDIREKTORAT 
KERJA SAMA 

INTER NASIONAL 
KEPABEANAN DAN 

CUKAJ III 

SUBDIREKTORAT 
KERJA SAMA 

INTERNASIONAL 
KEPABEANAN DAN 

CUKAIII 

SUBDIREKTORAT 
KERJA SAMA 

INTERNASIONAL 
KEPABEANAN DAN 

CUKAJ! 

DIREKTORAT 
KERJA SAMA 

INTERN AS IO NAL 

ORGANISASI DAN TATA 

SUBDIREKTORAT 
TARIF CUKAJ DAN 

HARGA DASAR 

SUBDIREKTORAT 
PERIZINAN DAN 

FASILITAS CUKAJ 

SUBDIREK ORAT 
POTENSI CUKAJ DAN 

KEPATUHAN 
PENGUSAHA BARANG 

KENA CUKAJ 

SUBDIREKTORAT 
PELUNASAN DAN 

PENGEMBALIAN CUKAJ 

DIREKTORAT 
TEKNIS DAN FASILITAS 

CUKAJ 

DIREKTORAT 

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN DIREKTORAT KOMUNIKASI 
DAN BIMBINGAN 

CUKAJ 
PERENCANMN 

PENGGUNA JASA STRATEGIS 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN TARGET STRATEGI KOMUNIKASI, 

PENCEGAHAN PERENCANAAN AUDIT PENERIMAAN 
NARKOTIKA 

MONITORING DAN 
EV ALU AS! 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENGAWASAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN OPERAS! DAN HUBUNGAN STRATEGIS DAN 

KEPATUHAN DAN PELAKSANMN AUDIT I MANAJEMEN PENGUNGKAPAN MASY ARAKAT DAN 
INVESTIGASI INTERNAL TRANSFORMASI JARINGAN NARKOTIKA PENYULUHAN 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT UNIT SUBDIREKTORAT 
PENJAMINAN KUALITAS PELAKSANMN AUDIT II MANAJEMEN RISIKO ANJING PELACAK (K-9) PUBLIKASI 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENGELOLMN 
MONITORING, EVALUASI, DUKUNGAN OPERAS! BIMBINGAN PENGGUNA 

DAN PENJAMINAN JASA DAN MANAJEMEN 
KINERJA KUALITAS AUDIT NARKOTIKA LAYANAN INFORMASI 

DIREKTORAT 
TEKNIS KEPABEANAN 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 
JENDERAL 

BAG IAN BA GIAN BAG IAN BA GIAN BAG IAN BA GIAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG 
LAKSANA KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN MILIK NEGARA UMUM 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PERSURATAN DAN ORGANISASI I UMUM KEPEGAWAIAN PEGAWAI I ANG GARAN BARANG MILIK NEGARA KEARSIPAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN ASISTENSI SUBBAGIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI II MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI II PERBENDAHARAAN PENGADAAN RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBINAAN JABATAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN DAN TATA LAKSANA I PEMENSIUNAN FUNGSIONAL PELAPORAN DISTRIBUSI PENGELOLAAN ASET PEG AWAI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGGUNAAN, TATA USAHA DrREKTUR 

TATA LAKSANA II PEMINDAHTANGANAN JENDERAL DAN PENGHAPUSAN 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN 

DIREKTORAT 
TEKNIS KEPABEANAN 

� SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I I I 
SUBDIREKTORA T 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN, 
PROGRAM PRIORITAS DAN 

IMPOR EKSPOR NILA! PABEAN KLASIFIKASI BARANG AUTHORIZED ECONOMIC 
OPERATOR (AEO) 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
- f-- - ,____ - REGISTRASI 

IMPORI EKSPOR I NILA! P ABE AN I KLASIFIKASI I KEPABEANAN 

SEKSI 

SEKSI SEKSI 
SERTIFIKASI 

SEKSI SEK SI - ,____ - AUTHORIZED - 
IMPORII 

f-- 
EKSPORII NILA! PABEAN II KLASIFIKASI II ECONOMIC OPERATOR 

fAEOJ 

SEK SI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI - ,____ - PENGEMBANGAN - IMPORIII - EKSPOR III NILA! P ABE AN III KLASIFIKASI Ill PROGRAM PRIORITAS 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI - ,____ - MONITORING DAN - 
IMPORIV NILA! P ABEAN IV KLAS!FIKASI IV EVALUASI 

I I I I I 
KELOMPOK JABATA� - 

- FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN 

DIREKTORAT 
FASILITAS 

KEPABEANAN 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PEMBEBASAN FASILITAS FASILITAS IMPOR TUJUAN TEMPAT PENIMBUNAN FASILITAS KAWASAN 
PERT AMBANGAN EKSPOR BERIKAT KHU SUS 

I I I 

SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI PEMBEBASAN FASILITAS IMPOR SEKSI - 
KEPENTINGAN - FASILITAS MINYAK DAN - TUJUAN EKSPOR - KAWASAN BERIKAT 

- FASILITAS KAWASAN 

IND UST RI GAS BUMI PEMBEBASAN PERDAGANGAN BEBAS 

SEKSI SEKSI SEKSI 

PEMBEBASAN SEKSI FASILITAS IMPOR SEKSI PUSAT LOGISTIK FASILITAS KAWASAN 
- - F ASILIT AS ANEKA - - - EKONOMI KHUSUS DAN KEPENTINGAN TAMBANG DAN ENERGI TUJUAN EKSPOR BE RI KAT KAWASAN KHUSUS PEMERINTAH PENGEMBALIAN LAINNYA 

SEKSI SEKSI SEK SI 
SEKSI EVALUASIDAN EVALUASI DAN SEKSI EVALUASIDAN - PEMBEBASAN � HARMONISAS! - HARMONJSASI KEBIJAKAN - TEMPAT PENIMBUNAN � HARMONISASI 

KEPENTINGAN LAINNYA KEBIJAKAN FASILITAS FASILITAS IMPOR TUJUAN BERIKAT LAINNY A KEBIJAKAN FASILITAS 
PERT AMBANGAN EKSPOR KAWASAN KHUSUS 

;:)tl\..::>l SEKSI 
EVALUASI DAN EVALUASI DAN � HARMONISASI � HARMONISASI KEBIJAKAN 

KEBIJAKAN FASILITAS FASILITASTEMPAT 
PEMBEBASAN PENIMBUNAN BERJKAT 

I I I I I 
KELOMPOK JABATAN 

- FUNGSJONAL - 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATTEKNIS DAN FASILITAS CUKAI 

DIREKTORAT 
TEKNIS DAN FASILITAS 

CUKAI 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

TARIF CUKAI DAN HAR GA PERIZINAN DAN FASILITAS PELUNASAN DAN POTENSI CUKAI DAN 
KEPATUHAN PENGUSAHA DASAR CUKAI PENGEMBALIAN CUKAI BARANG KENA CUKAI 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - TARIF CUKAI DAN - PERIZINAN 
,..._ 

PELUNASAN CUKAI I 
,..._ 

POTENSI CUKAI HARGA DASAR I 

SEKSI SEKSI SEKSI FASILITAS DAN SEKSI ,..._ TARIF CUKAI DAN - KEMUDAHAN 
,..._ 

PELUNASAN CUKAI II 
r- KEPATUHAN PENGUSAHA 

HARGA DASAR II PEMBAYARAN BARANG KENA CUKAI I 

SEKSI SEKSI SEKSI � TARIF CUKAI DAN - PENIMBUNAN DAN - SEKSI - KEPATUHAN PENGUSAHA 
HARGA DASAR III MUT AS! BARANG KENA PENGEMBALIAN CUKAI BARANG KENA CUKAI II CUKAI 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN ,..._ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI 

DIREKTORAT 
KERJA SAMA INTERNASIONAL 

KEPABEANAN DAN CUKAJ 

f-- 
SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT KERJA SUBDIREKTORAT KERJA SUBDIREKTORAT KERJA 

SAMA INTERNASIONAL SAMA INTERNASIONAL SAMA INTERNASIONAL 
KEPABEANAN DAN CUKAJ KEPABEANAN DAN CUKAJ KEPABEANAN DAN CUKAJ 

I II III 

I 

SEKSI - SEKSI KERJA SAMA - SEKSI KERJA SAMA - KERJASAMA 
BILATERAL! MULTILATERAL I PERDAGANGAN BEBAS 

I 

SEKSI 
r-- SEKSI KERJA SAMA - SEKSI KERJA SAMA - KERJASAMA 

BILATERAL II MULTILATERAL II PERDAGANGAN BEBAS 
II 

SEKSI 

- SEKSI KERJA SAMA ,__ SEKSI KERJA SAMA r-- KERJASAMA 
BILATERAL III MULTILATERAL III PERDAGANGAN BEBAS 

III 

SEK SI 

- SEKSI KERJA SAMA ,__ SEKSI KERJA SAMA - KERJASAMA 
REGIONAL MULTILATERAL IV PERDAGANGAN BEBAS 

IV 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAJ\_ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN 

DIREKTORAT 
KEBERATAN BANDING 

DAN PERATURAN 

>----- 
SUB BAG IAN 

TATA USAHA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
KEBERATAN BANDING ADVOKASI PERATURAN 

I I 

>-- 
SEKSI - SEKSI - SEKSI - SEKSI 

KEBERATAN BANDING ADVOKASI I PERATURAN I 

SEKSI 
SEK SI 

>-- EVALUASIKEBERATAN >-- 
EVALUASI BANDING - SEK SI - SEKSI 

DAN PENINJAUAN ADVOKASI II PERATURAN II 
I 

KEMBALI I 

SEKSI 
SEK SI 

EVALUASI BANDING SEKSI SEK SI - EVALUASIKEBERATAN - DAN PENINJAUAN 
- 

ADVOKASI III - PERATURAN III II KEMBALI II 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAii - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI 

DIREKTORAT 
INFORMASI KEPABEANAN 

DAN CUKAI 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN PENGENDALIAN KEAMANAN 
PERENCANAAN SISTEM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN 

INFORMASI INFORMASI LAYANAN, DAN EVALUASI LAYANAN DATA 

I I 

SEKSI SEKSI 

PERENCANAAN DAN TATA SEKSI PENGENDALIAN SEKSI - KELOLA KEBIJAKAN - PERANCANGAN SISTEM t-- KEAMANAN INFORMASI - PENGELOLAAN BASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA 
INFRASTRUKTUR 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ARSITEKTUR DAN - ANALISIS KAPASITAS - PENGEMBANGAN - MANAJEMEN LAY ANAN - MANAJEMEN KUALITAS 

TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI I TEKNOLOGI INFORMASI DATA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - MANAJEMEN PROGRAM - PENGEMBANGAN - EVALUASI LAYANAN - ANALISIS DAN LAY ANAN 
TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI II TEKNOLOGI INFORMASI DATA 

SEKSI 
t-- PENGENDALIAN MUTU 

SISTEM INFORMASI 

I I I I I 
t-- �ELOMPOK JABATAI\ t-- 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL 

DIREKTORAT 
KEPATUHANINTERNAL 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENCEGAHAN KEPATUHAN DAN PENJAMINAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA 

INVESTIGASI INTERNAL 

I I 

SEK SI SEK SI 
PENGAWASAN SEK SI SEK SI - EDUKASI DAN 

t-- KEPATUHAN DAN - PENJAMINAN KUALITAS - PENGELOLAAN 
PENGENDALIAN !NVESTIGASI I KINERJA I 

GRATIFIKASI INTERNAL I 

SEK SI 
SEK SI PENGAWASAN SEK SI SEK SI - ANALISIS DATA DAN t-- KEPATUHAN DAN - PENJAMINAN KUALITAS - PENGELOLAAN 

INFORMASI INVESTIGASI II KINERJA II 
INTERNAL II 

SEK SI 
SEK SI 

PENGAWASAN SEK SI SEK SI 
- PELA YANAN - KEPATUHAN DAN - PENJAMINAN KUALITAS - PENGELOLAAN 

PENGADUAN INVESTIGASI III KINERJA III 
MASYARAKAT INTERNAL Ill 

I I I I I 
KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI 

DIREKTORAT 
AUDIT KEP ABEANAN 

DAN CUKAI 

I-- 
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI, 
PERENCANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUDIT I PELAKSANAAN AUDIT II DAN PENJAMINAN 

KUALITAS AUDIT 

I I 

SEKSI SEKSI SEK SI SEK SI 
- PERENCANAAN AUDIT I 

>--- PELAKSANAAN AUDIT - PELAKSANAAN AUDIT >--- MONITORING DAN 
IA !IA EVALUASI AUDIT I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEK SI 
- 

PERENCANAAN AUDIT II - PELAKSANAAN AUDIT - PELAKSANAAN AUDIT - MONITORING DAN 
IB 118 EVALUASI AUDIT II 

SEKSI SEK SI SEK SI SEK SI 
- PERENCANAAN AUDIT >--- PELAKSANAAN AUDIT - PELAKSANAAN AUDIT - PENJAMINAN KUALITAS 

III IC IIC I 

SEK SI 
- PENJAMINAN KUALITAS 

II 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAri - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 

DIREKTORAT 
PENINDAKAN DAN 

PENYIDIKAN 

SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
INTELIJEN PENINDAKAN 

SEKSI SEKSI 
INTELIJEN PENINDAKAN 

KEPABEANAN I KEPABEANAN I 

SEKS! SEKSI 
INTELIJEN PENINDAKAN 

KEPABEANAN II KEPABEANAN II 

SEKSI INTELIJEN SEKSI 

CUKAJ PENINDAKAN 
CUKAJ! 

SEKSI SEKSI 
DUKUNGAN PENINDAKAN 

OPERAS! INTELIJEN CUKAIII 

SUBDIREKTORAT 
PENYIDIKAN 

SEKSI TEMPAT 
TAHANAN 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SARANA OPERAS! PATROL! LAUT KEJAHATAN LINTAS 
NEGARA 

SEKSI SEKSI PATROL! SEKSIKEJAHATAN PERENCANAAN 
SARANA OPERAS! LAUT I LINTAS NEGARA I 

SEKSI PENGADAAN 
DAN SEKSI PATROL! SEKSI KEJAHATAN 

PEMELIHARAAN LAUT II LINTAS NEGARA II 

SEKSIPENGADAAN SEKSI 
DAN PERENCANAAN SEKSIKEJAHATAN 

DAN EVALUASI LINTAS NEGARA III 
PATROL! LAUT 

SEKSI BIMBINGAN 
TEKNIS, MONITORING 

DAN EV ALUASI SARANA 
OPERAS! 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS 

DIREKTORAT 
PENERIMAAN DAN 

PERENCANAAN 
STRATEGIS 

- SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT PE REN CANAAN 
SUBDIREKTORAT STRATEGIS DAN PENERJMAAN 

MANAJEMEN 
MANAJEMEN RISIKO 

TRANSFORMASJ 
I 

SEK SI SEKSI SEKSI - ADMINISTRASI - KEBIJAKAN - PENILAIAN RISJKO PENERIMAAN ORGANISASI 

SEKSI SEKSI SEKSI 
- PEMANTAUAN - MANAJEMEN SUMBER >--- MONITORING DAN 

PENERIMAAN DAYA MANUSIA EVALUASI RISIKO 

SEK SI 
SEK SI PENGEMBANGAN >--- PENAGIHAN DAN - PROSES BISNIS DAN 

PENGEMBALIAN MANAJEMEN 
TRANSFORMAS! 

SEKSI 

>--- PERENCANAAN DAN 
EVALUASI 

PENERIMAAN 

I I I I I 
>--- KELOMPOK JABATAl'i _ 

FUNGS!ONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT INTERDIKSI NARKOTIKA 

DIREKTORAT 
INTERDIKSI NARKOTIKA 

- SUBBAGIAN 

I TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

ANALISIS DAN OPERASIDAN UNIT ANJING DUKUNGAN OPERAS! PENGUNGKAPAN 
TARGET NARKOTIKA JARINGAN NARKOTIKA PELACAK (K-9) NARKOTIKA 

I I 

SEKSI OPERAS! SEKSI PELATIHAN 
- SEKSI ANALISIS 

>--- DAN - DAN PENGENDALIAN - SEKSISARANA 
DATA NARKOTIKA I MUTU ANJING OPERASIONAL PENGUNGKAPAN I PELACAK (K-9) 

SEKSI OPERAS! SEKSI SEKSI PENJAMINAN 
- SEKSI ANALISIS 

>--- DAN - OPERASIONAL - KUALITAS 
DATA NARKOTIKA II PENGUNGKAPAN II ANJING PELACAK PENGAWASAN 

(K-9) NARKOTIKA 

SEKSI TAKTIS DAN SEKSI OPERAS! SEKSI MANAJEMEN - PENDALAMAN >--- DAN - FASILITAS ANJING 
TARGET PENGUNGKAPAN III PELACAK (K-9) 

SEKSI PENILAIAN - INFORMASI 
NARKOTIKA 

I I I I I 
_ KEL��:g����TAI\>--- 

I I I I I 



jdih.kemenkeu.go.id

- 121 - 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA 

DIREKTORAT KOMUNIKASI 
DAN BIMBINGAN 
PENGGUNA JASA 

- SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

STRATEGI KOMUNIKASI, HUBUNGAN MASYARAKAT SUBDIREKTORAT BIMBINGAN PENGGUNA 
MONITORING DAN DAN PENYULUHAN PUBLIKASI JASA DAN MANAJEMEN 

EVALUASI LAYANAN INFORMASI 

I I 

SEKSISTRATEGIDAN SEKSI HUBUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI OPERASIONAL - RISET KOMUNIKASI - MASYARAKAT DAN - MATER! I 
,..__ PU SAT KONTAK 

PUBLIK MEDIA LAYANAN I 

SEKSI ANALISIS DAN SEKSI HUBUNGAN SEKSI PRODUKSI SEKSI OPERASIONAL 
f---- PENGELOLAAN DATA - ANTAR LEMBAGA 

f---- 
MATER! II 

,.-- PU SAT KONTAK 
KOMUNIKASI PUBLIK LAYANAN II 

SEKSI MONITORING SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI SEKSIPENGELOLAAN � KOMUNIKASI PUBLIK f---- 
SEKSIHUBUNGAN 

f---- PUBLIKASI CETAK DAN - PENGGUNA JASA DAN 

DAN BIMBINGAN INTERNAL DIGITAL PENGELOLAAN 

PENGGUNA JASA LAYANAN INFORMASI 

SEKSIPENGELOLAAN SEKSI PEMUTAKHIRAN � SEKSI PENYULUHAN - PUBLIKASI LAINNYA - BASIS PENGETAHUAN 
BEA DAN CUKAJ 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 

DIREKTORAT 
JENDERAL 

PERBENDAHARAAN 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 
JENDERAL 

BAG IAN 
ORGANISASI DAN 
TATA LAKSANA 

BAGIAN 
UMUM 

BAG IAN 
SUMBER DAYA 

MANUSIA 

BAG IAN 
KEPATUHAN 
INTERNAL 

SU DIREKTORAT 
PEMB!NAAN 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN SADAN 
L YANAN UMUM I 

SUSDIREKTORAT 
PEMSINAAN 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN SADAN 
LAYANAN UMUM II 

SUSDIREK ORA 
PERATURAN DAN 
STANDARDISASI 
TEKNIS SADAN 
LAYANAN U UM 

SUSDIREKTORAT 
PEMSINAAN 

PENGEWLAAN 
KEUANGAN SADAN 
LAYANAN UMUM III 

DIREKTORA 
PEMSINAAN 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN SADAN 

LAY ANAN UMUM 

SUSDIREKTORAT 
TARIF, REMUNERAS!, 

DANINFORMASISADAN 
LAYANAN UMUM 

SUSDIREKTORAT 

DAN HUBUNGAN 
KELEMSAGAAN 

SUBDIREKTORAT 
HUKUM 

SUSDIREK ORAT 
INVESTASI 

SUSDIREKTORAT 
PENGANGGARAN, 

PENGELOLAAN KINERJA 

SUBDIREKTORAT 
INVESTASI BADAN 

USAHA MILIK 
NEGARA 

DIREKTORAT 
SISTEM MANAJEMEN 

INVEST AS I 

SUBDIREK ORAT 
SETELMEN, 

AKUNTANSI, DAN 
PELAPORAN 

SUBDIREKTORAT 
MANAJEMEN 

SUBDIREKTORAT 
MANAJEMEN KAS 

PINJAMAN DAN 
HIBAH 

DIREKTORAT 
PENGEWLAAN KAS 

NEGARA 

PELAKSANAAN 
ANGGARAN II 

SUSDIREK ORA 
ANALISIS DAN 

PENGEMSANGAN 

SUSDIREK ORA 
KOORDINAS! DAN 

KONSOLIDASI 
PELAKSANAAN 

ANGGAR N 

PELAKSANAAN 
ANGGARAN IV 

DIREKTORAT 
PELAKSANAAN 

ANG GARAN 

SUBDIREKTORAT 
PELAKSANAAN 
ANGGARAN III 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

STAND AR SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SAINS 
TRANSFORMASI DATA DAN S!STEM 

AKUNTANSI KELEMBAGAAN INFORMASI 
PEMERINTAHAN PERBENDAHARAAN 

S SDIREK ORA SUBDIREKTORAT 
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN 

PENGEMSANGAN, DAN 
SISTEM INFORMASI KERJASAMA 

KELEMSAGAAN INTERNAL 

SUBDIREKTORAT 
HARMONISASI PENGELOLAAN 
PERATURAN SISTEM INFORMASI 

EKSTERNAL 

SUSDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
AKUNTA NSI PUSAT DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN DATA, PELAPORAN KEUANGAN 

SENDAHARA UMUM PROSES BISNIS INFRASTRUKTUR, DAN 

NEGARA DAN HUKUM KEAMANAN INFORMASI 

SUSDIREK ORAT SUBDIREKTORA 
STANDARDISASI DAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN PENGEMSANGAN STRATEGI SISTEM 
KAPASITAS PENGELOLA INFORMASI 

PEMERINTAH PUSAT PERSENDAHARAAN PERBENDAHARAAN 

SUBDIREIITORAT 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 
JENDERAL 

I I I 
BAG IAN 

BAG IAN BA GIAN BAG IAN BAG IAN ORGANISASI DAN TATA 
LAKSANA 

SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN UMUM KEPATUHANINTERNAL 

I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- PERENCANAAN - PERENCANAAN - PENYUSUNAN >-- KEHUMASAN, LAYANAN >-- SUBBAGIAN 
STRATEGIS STRATEGIS DAN INFORMASI DAN MANAJEMEN RISIKO 

ORGANISASI MANAJEMEN TALENTA 
ANG GARAN 

PROTOKOLER 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

,..__ PENGEMBANGAN ,..__ PENGEMBANGAN ,..__ SUBBAGIAN 
>-- PENGADAAN BARANG/ - PEMANTAUAN 

KOMPETENSI DAN PERBENDAHARAAN PENGENDALIAN 
ORGANISASI 

BUDAY A ORGANISASI JASA 
INTERNAL 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN ,..__ 

TATA LAKSANA 
� MUTASI DAN PENILAIAN >-- AKUNTANSI DAN - PENGELOLAAN ASET 

- EVALUASI DAN TINDAK 
KINERJA PELAPORAN LANJUT HASIL AUDIT 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- PENGELOLAAN � SISTEM INFORMASI - PENGELOLAAN - SUBBAGIAN 

KINERJA ORGANISASI 
DAN LAYANAN SUMBER BELANJA PEGAWAI RUMAH TANGGA 

DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATA� - FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 

DIREKTORAT 
PELAKSANAAN 
ANGGARAN 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
KOORDINASI DAN ANALISIS DAN 

KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN I II III IV 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

I I I I 
SEKSI SEKSI 

PENGELOLAAN DATA DAN SEK SI SEKSI SEKSI SEK SI ANALISIS DAN 
- PENGEMBANGAN SISTEM - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PENGEMBANGAN 

INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN I-A ANGGARAN II-A ANGGARAN III-A ANGGARAN IV-A PELAKSANAAN 
ANGGARAN ANGGARAN I 

SEK SI Si,;KSI 

KONSOLIDASI SEK SI SEKSI SEK SI SEKSI ANALISIS DAN 
f-- 

PELAKSANAAN 
f-- PELAKSANAAN f-- PELAKSANAAN - PELAKSANAAN f-- PELAKSANAAN - PENGEMBANGAN 

ANGGARAN I ANGGARAN I-B ANGGARAN II-B ANGGARAN III-B ANGGARAN IV-B PELAKSANAAN 
ANGGARAN II 

H 
SEK SI 

H 
ssxsr 

KONSOLIDASI SEK SI SEK SI SEK SI SEKSI ANALISIS DAN 

PELAKSANAAN PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN f-- PENGEMBANGAN 

ANGGARAN II ANGGARAN I-C ANGGARAN II-C ANGGARAN III-C ANGGARAN IV-C PELAKSANAAN 
ANGGARAN III 

SEK SI SEKSI 

KONSOLIDASI SEK SI SEKSI SEKSI SEK SI ANALISIS DAN 
f-- 

PELAKSANAAN 
- PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PENGEMBANGAN 

ANGGARAN III 
ANGGARAN I-D ANGGARAN II-D ANGGARAN III-D ANGGARAN IV-D PELAKSANAAN 

ANGGARAN IV 

I I I I I 
_ KELOMPOK JABATA� >-- 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 

DIREKTORAT 
PENGELOLMN KAS 

NEGARA 

SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTO RAT A SUBDIREKTORAT 
KEBIJAKAN TREASURY MANAJEMEN SUBDIREKTORAT MANAJEMEN REKENING SETELMEN, AKUNTANSI, MANAJEMEN KAS LAINNYA DAN PEMBINAAN DEALING ROOM DAN PENERIMAAN DAN PINJAMAN DAN HIBAH PERT ANGGUNGJAW ABAN DAN PELAPORAN 
MANAJEMEN RISIKO PENGELUARAN KAS BENDAHARA PENGELOLAAN KAS 

SEKSI SEKSI SEK SI SEK SI PENGELOLAAN SEK SI PENGEWLAAN REKENING SETELMEN TRANSAKSI PERATURAN DAN MANAJEMEN KAS LAINNYA SUMBER DAYA 
KEPATUHAN REKENING ALAM DAN NON SUMBER REKENING KAS UMUM 

PENGELUARAN DAYA ALAM NEGARA 

SEK SI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
MANAJEMEN RISIKO, 

PENGELOLAAN MANAJEMEN KAS PENGELOLAAN SETELMEN, AKUNTANSI, 
PORTFOLIO DAN REKENING REKENING LAINNYA DAN PELAPORAN 

DUKUNGAN ASSET- MILIK KEMENTERIAN/ TRANSAKSI 1REASURY 
LIABILITY COMMITTEE PENERIMAAN LEMBAGA DEALING ROOM 

SEK SI KEBIJAKAN REKENING SEK SI SEKSI 
SEK SI RISET EKONOMI DAN KAS UMUM NEGARA MANAJEMEN KAS PEMBINAAN AKUNTANSI REKENING PENGEMBANGAN DAN PERHITUNGAN PINJAMAN DAN HIBAH PERTANGGUNGJAWAB KAS UMUM NEGARA STRATE GI FIHAK KETIGA III AN BENDAHARA 

SEKSI SEKSI 

KONSOLIDASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KONSOLIDASI PELAPORAN 

REKENING DAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUASA 
MANAJEMEN KAS REKENING LAINNYA BENDAHARA UMUM 

DUKUNGAN TEKNIS DAN BENDAHARA NEGARA PUSAT 

SEK SI 
PENGELOLAAN 

LIKUIDITAS 

SEK SI 
PENGELOLAAN 

PENEMPATAN UANG 

SEK SI 
PENGELOLAAN 

INVESTASI SURAT 
BERHARGA NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
OPTIMALISASI KAS 

SEK SI 
PENGELOLAAN VALUTA 

AS ING 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI 

DIREKTORAT 
SISTEM MANAJEMEN 

INVESTASI 

SEK SI 

SEK SI 
KREDIT PROGRAM DAN 
INVESTASI LAI NNY A I 

ANALISIS DAN 

SEKSI 
KREDIT PROGRAM DAN 
INVESTASI LAINNYA II 

PENGEMBANGAN 
KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA 

SEK SI 
KREDIT PROGRAM DAN 
INVESTASI LAIN NY A III 

SUBDIREKTORAT 
KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA 

SEKS! 
ANALISIS DAN 

PENGEMBANGAN !NVESTAS! 
PEMERINTAH DAERAH/ 

BADAN USAHA M!L!K 
DAERAH 

SEKS! 
INVESTASI 

PEMERINTAH DAERAH/ 
BADAN USAHA MILIK 

DAERAH I 

SEKSI 
INVESTASI 

PEMERINTAH DAERAH/ 
BADAN USAHA MILIK 

DAERAH II 

INV ESTA SI 
PEMERINTAH DAERAH/ 

BADAN USAHA MILIK 
DAERAH III 

SUBDIREKTORAT 
INVESTASI PEMERJNTAH 
DAERAH/BADAN USAHA 

MILIK DAERAH 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SEK SI 

MILIK NEGARA 

SUBDIREKTORAT 

SEKSI 
PERATURAN II 

SEKSI 
PERATURAN I 

SEKSI 
PERJANJIAN DAN 

KEPATUHAN I 

SEKSI 
PERJANJIAN DAN 

KEPATUHAN II 

SUBDIREKTORAT 
HU KUM 

PENGELOLAAN 
KINERJA 

SEK SI 

INVESTASI 

SEK SI 
PENGANGGARAN 

SEKSI 
PENGELOLAAN RISIKO 

SEK SI 
DATA, INFORMASI, DAN 

PELAPORAN 

SUBDIREKTORAT 
PENGANGGARAN, 

PENGELOLAAN KINERJA 
DAN RISIKO INVESTASI 

SEK SJ 
ANALISIS KELAYAKAN 

INVESTASI 

SEK SI 
HUBUNGAN 

KELEMBAGAAN 
EKSTERNAL 

SEKSI 
HUBUNGAN 

KELEMBAGAAN 
INTERNAL 

SEK SI 
KEBIJAKAN, 

PENGEMBANGAN, DAN 
PERENCANAAN 

STRATEGIS INVESTASI 

SUBDIREKTORAT 
KEBIJAKAN INVESTASI 

DAN HUBUNGAN 
KELEMBAGAAN 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM 

DIREKTORAT 
PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN SADAN LAY ANAN 
UMUM 

- SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PERATURAN DAN TARIF, REMUNERASI, DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN 

STANDARDISASI TEKNIS INFORMASI BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
BADAN LAYANAN UMUM UMUM UMUMI UMUMII UMUMIII 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PERATURAN DAN SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN 

>--- 
STANDARDISASI TEKNIS - TARIF BADAN LAYANAN - PENGELOLAAN - PENGELOLAAN - PENGELOLAAN 

BADAN LAYANANUMUM I UMUM KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM I-A LAYANAN UMUM II-A LAYANAN UMUM III-A 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PERATURAN DAN SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN - STANDARDISASI TEKNIS - REMUNERASI BADAN - PENGELOLAAN - PENGELOLAAN - PENGELOLAAN 

BADAN LAY ANAN UMUM II LAYANAN UMUM KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM I·B LAYANAN UMUM II·B LAYANAN UMUM III·B 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PENELITIAN DAN SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN - PENGEMBANGAN BADAN - INFORMASI BADAN - PENGELOLAAN - PENGELOLAAN - PENGELOLAAN 

LAYANAN UMUM LAYANAN UMUM KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM 1-C LAYANAN UMUM II-C LAYANAN UMUM III-C 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATA� - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

DIREKTORAT 
AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN 

- SUBBAGJAN 
TATA USAHA 

I I I I 
SUBDIREKTORA T SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORA T SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORA T BIMBINGAN AKUNTANSI AKUNTANSI PUSAT DAN PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR AKUNTANSI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN BENDAHARA PELAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH STATISTIK DAN ANALISIS 
PEMERINTAHAN UMUM NEGARA BENDAHARA UMUM NEGARA PU SAT LAPORAN KEUANGAN 

I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI DUKUNGAN SEKSI SEKSI PELAPORAN KAS DAN KONSOLIDASI DAN PENGEMBANGAN MANUAL 
f-- PENGEMBANGAN - SISTEM AKUNTANSI - BIMBINGAN AKUNTANSI f-- ANALISIS LAPORAN f-- PELAPORAN REALISASI - 

STANDAR AKUNTANSI PU SAT INSTANSI I KEUANGAN KUASA ANGGARAN DAN STATISTIK KEUANGAN 

PEMERINTAHAN BENDAHARA UMUM NEGARA OPERASIONAL PEMERINTAH 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI DUKUNGAN SEKSI SEKSI AKUNTANSI PUSAT DAN 
f-- IMPLEMENTASI STANDAR - SISTEM AKUNTANSI f-- BIMBINGAN AKUNTANSI f-- PELAPORAN REALISASI f-- 

KONSOL!DASI DAN - KONSOL!DASI DAN 

AKUNTANSI LINGKUNGAN INSTANSI INSTANSI II ANGGARAN BENDAHARA PELAPORAN NERACA DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH PUSAT UMUM NEGARA PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH UMUM 

SEKSI SEKSI PELAPORAN BADAN SEKSI SEKSI DUKUNGAN SISTEM AKUNTANSI SEKSI LAINNYA, TRANSAKSI KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI DAN - IMPLEMENTASI STANDAR f-- BENDAHARA UMUM f-- BIMBINGAN AKUNTANSI f-- - f-- 

AKUNTANSI LINGKUNGAN NEGARA DAN UNIT INSTANSI III KHUSUS, DAN NERACA PELAPORAN KAS DAN PELAPORAN KEUANGAN 
BENDAHARA UMUM SALDO ANGGARAN LEBIH SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KHUSUS ··-- - 

SEKSI SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN SEKSI 
SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI SEKSI ANALISIS LAPORAN 

- FASILITASI KOMITE - PENGELOLAAN BAGAN - REGIONAL DAN - KEUANGAN - PENYUSUNAN LAPORAN - KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI KONSOLIDASIAN 
PEMERINTAHAN AKUN STANDAR BENDAHARA UMUM BENDAHARA UMUM KEUANGAN PELAPORAN MANAJERIAL 

NEGARA "�� ·� KEUANGAN PEMERINTAH 

I I I I I 
f-- KELOMPOK JABATA� _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN 

DIREKTORAT 
SI STEM 

PERBENDAHARAAN 

f--- 
SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

I I I I 
SUtsDIREKIOr<flJ SUBDIREKTORAT ;:,uou]Ri,,r..1v1</\1 SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN PEMBAYARAN PROGRAM 
TRANSFORMASI PENGEMBANGAN,DAN HARMONISASI PEMBINAAN PROSES PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN 

PERATURAN PIHAK KETIGA, DAN 
KELEMBAGAAN KERJASAMA PERBENDAHARAAN BISNIS DAN HUKUM KAPASITAS PENGELOLA PENYELESAIAN TUNTUTAN 

KELEMBAGAAN PERBENDAHARAAN GANT! RUG! 
I I I I 

SEKSI SEK SI SEK SI SEKSI 

TRANSFORM AS! PENELITIAN DAN HARMONISASI SEKSI STANDARDISASI DAN SEKSI 
f-- 

SISTEM PEMBAYARAN 
f-- PENGEMBANGAN - PERATURAN 

- PEMBINAAN PROSES - PENGEMBANGAN f-- PEMBAYARAN 

DAN PENERIMAAN SISTEM PERBENDAHARAAN I BISNIS DAN HU KUM I KAPASITAS PENGELOLA PROGRAM PENSIUN 
PERBENDAHARAAN I PERBENDAHARAAN I 

I 
SEK SI 

ssxs: SEK SI SEKS! 
PENELITIAN DAN SEK SI STANDARDISASI DAN SEKSI 

f-- 
TRANSFORMASI 

f-- PENGEMBANGAN - HARMONISASI 
f-- PEMBINAAN PROSES - PENGEMBANGAN r- PEMBAYARAN JAMINAN 

PENGELOLAAN SISTEM PERATURAN BISNIS DAN HU KUM II KAPASITAS PENGELOLA KESEHATAN LIKUIDITAS PERBENDAHARAAN II PERBENDAHARAAN II PERBENDAHARAAN II 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PEMBAYARAN 
TRANSFORMASI SEKSI HARMONISASI 

SEK SI STANDARDISASI DAN PERHITUNGAN FIHAK 
AKUNTANSI, - KERJASAMA - PERATURAN 

f-- PEMBINAAN PROSES - PENGEMBANGAN - KETIGA DAN 
f-- PELAPORAN DAN MIS! KELEMBAGAAN BISNIS DAN HU KUM III KAPASITAS PENGELOLA PENYELESAIAN 

KHU SUS PERBENDAHARAAN III PERBENDAHARAAN III TUNTUTAN GANT! RUG! 

SEK SI SEKSI SEK SI - MANAJEMEN - HARMONISASI - PEMBINAAN PROSES 
PERUBAHAN DAN PERATURAN 

KOMUNIKASI PERBENDAHARAAN IV BISNIS DAN HUKUM IV 

I I I I I 
_ KEL��;g�l��!tTANr- 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN 

DIREKTORAT 
SISTEM INFORMASI DAN 

TEKNOLOGI 
PERBENDAHARAAN 

f--- 
SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

I I I 
PENGELOLAAN SAINS SUBDIREKTORAT SUBDIREKTO RAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN DATA, PENGELOLAAN STRATEGI 
DATA DAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM INF'RASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI 

INF'ORMASI INF'ORMASI INTERNAL INF'ORMASI EKSTERNAL KEAMANAN INFORMASI PERBENDAHARAAN 
PERBENDAHARAAN 

I I I 

SEK SI 
SEK SI SEKSI STRATEGI 

SEKSIPENGELOLAAN PENGELOLAAN SISTEM SEKSIPENGELOLAAN PENGELOLAAN 
r-" SAINS DATA - PENGELOLAAN SISTEM f-- 

INF'ORMASI EKSTERNAL 
f-- 

BASIS DATA - IMPLEMENTASI SISTEM 
PERBENDAHARAAN I INF'ORMASI INTERNAL I I INF'ORMASI 

SEK SI 
SEK SI SEKSI PERENCANAAN 

SEKSIPENGELOLAAN PENGELOLAAN SISTEM STRATEGIS DAN 
r-" SAINS DATA - PENGELOLAAN SISTEM f-- 

INF'ORMASI EKSTERNAL 
f-- SEKSI ANALISIS DATA - PENJAMINAN MUTU 

PERBENDAHARAAN II INFORMASI INTERNAL II II SISTEM INFORMASI 

SEK SI SEK SI SEKSIPENGELOLAAN 
SEKSIPENGELOLAAN PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM SEKSIPENGELOLAAN KINERJA - SISTEM INFORMASI - 

INF'ORMASI INTERNAL 
f-- 

INF'ORMASI EKSTERNAL - PE RANG KAT TIK 
- TRANSFORMASI 

PERBENDAHARAAN I III III TEKNOLOGI INFORMASI 

SEKSIPENGELOLAAN SEK SI SEKSIPENGELOLAAN � SISTEM INFORMASI � PENGELOLAAN SISTEM - SEK SI - JARINGAN DAN 
PERBENDAHARAAN II INF'ORMASI INTERNAL LAYANAN PENGGUNA KEAMANAN INFORMASI 

IV 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATA� _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

DIREKTORAT 
JENDERAL KEKAYAAN 

NEGARA 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
I I 

BAG IAN BAG IAN BAG IAN ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA 
LAKSANA MAN USIA KEUANGAN 

BAG IAN I I I I I I 
BA GIAN PENGELOLAAN BARANG 

_ KE'1�:i�i:�TAri,__ KEPATUHANINTERNAL MILIK NEGARA, RUMAH 
TANGGA, DAN TATA 

USAHA I I I I I I 

I I 
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT 

PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DIREKTORAT PENILAIAN 
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN NEGARA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PERU MU SAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT STANDARDISASI 
- 

KEBIJAKAN BARANG 
- KEKAYAAN NEGARA >---- PENGELOLAAN � PENILAIAN PROPERTI 

MILIK NEGARA I DIPISAHKAN I KEKAYAAN NEGARA I DAN SUMBER DAYA 
ALAM 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD IREKTO RAT 
- PERUMUSAN � KEKAYAAN NEGARA � PENGELOLAAN � STANDARDISASI KEBIJAKAN BARANG DIPISAHKAN II KEKAYAAN NEGARA II PENILAIAN BISNIS MILIK NEGARA II 

SUBDIREKTORAT SUBD IREKTO RAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN 

- PERU MU SAN � KEKAYAAN NEGARA - PENGELOLAAN � MANAJEMEN KUALITAS KEBIJAKAN BARANG DIPISAHKAN III KEKAYAAN NEGARA III DAN ANALISIS MILIK NEGARA III PENILAIAN 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERU MU SAN SUBD IREKTO RAT 
>---- 

KEBIJAKAN KEKAY AAN f-- KEKAYAAN NEGARA - PENGELOLAAN 

NEGARA LAIN-LAIN DIPISAHKAN IV KEKAYAAN NEGARA IV 

SUBDIREKTORAT 

f-- 
PERU MU SAN 

KEBIJAKAN PIUTANG 
NEGARA 

I I I I I I 
�e-- KEL��:i�i:�TA!I _ �e-- KELOMPOK JABATAN -- KEWMPOK JABATAJ\ - -- KELOMPOK JABATM - FUNGSIONAL >---- FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I 

I I I I 
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT KELOMPOK JABATAJ\ 

LE LANG HUKUM DAN HUBUNGAN TRANSFORMASI DAN - FUNGSIONAL >---- 
MASYARAKAT SISTEM INFORMASI 

I I I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
>---- >---- PERATURAN - TRANSFORMASI BISNIS 

KEBIJAKAN LELANG PERUNDANGAN DAN ANALISIS DATA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
- PENGEMBANGAN DAN >---- 

AD VO KASI 
- PEMBINAAN JABATAN 

ANALISIS DATA LELANG FUNGSIONAL 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENGEMBANGAN DAN SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN - PEMBINAAN PROFESI, >---- HUBUNGAN - 

INTEGRASI SISTEM KERJA SAMA, DAN MASYARAKAT APLIKASI 
JASALELANG 

SUBDIREKTORAT 

- TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN LAYANAN 
OPERASIONAL 

-- KELOMPOK JABATAJ\ - �>---- KELOMPOK JABATAJ\,__ -- KELOMPOK JABATAJ\ - 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I I I 
BAGIAN BAGIAN PENGELOLAAN 

ORGANISASI DAN TATA BAG IAN BA GIAN BAGIAN BARANG MILIK NEGARA, 

LAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN KEPATUHANINTERNAL RUMAH TANGGA, DAN 
TATA USAHA 

I I I I 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- ORGANISASI DAN - SUMBER DAYA - PERENCANAAN - PEMANTAUAN - PERENCANAAN DAN 
JABATAN FUNGSIONAL MANUSIADAN ANG GARAN PENGENDALIAN PENGADAAN 

KEPEMIMPINAN INTERNAL 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA SUBBAGIAN GAJI DAN PENEGAKAN D!SIPLIN/ SUBBAGIAN 
1-- 

TATA LAKSANA 
1-- 

DAN MUTASI SUMBER - PERBENDAHARAAN - KODE ETIK DAN - PENGELOLAAN 

DAYA MANUSIA EVALUASI HASIL BARANG MILIK NEGARA 
PEMERIKSAAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - PENGELOLAAN - ADMINISTRASI - AKUNTANSIDAN - RUMAH TANGGA KINERJA DAN RISIKO SUMBER DAYA PELAPORAN 

MANUSIA 

SUBBAGIAN - PROTOKOL DAN TATA 
USAHA 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAJ\ - FUNGSJONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA 

DIREKTORAT PERUMUSAN 
KEBIJAKAN KEKAYAAN 

NEGARA 

,...___ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN 

PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN- PERUMUSAN KEBIJAKAN 
BARANG MILIK NEGARA I BARANG MILIK NEGARA II BARANG MILIK NEGARA III LAIN PIUTANG NEGARA 

I I I 

SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN 
- KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN KEKAY AAN - KEBIJAKAN PIUTANG 

MILIK NEGARA IA MILIK NEGARA !IA MILIK NEGARA IIIA NEGARA LAIN-LAIN I NEGARA! 

SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN 
- KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN BARANG 1-- KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN KEKAYAAN - KEBIJAKAN PIUTANG 

MILIK NEGARA 18 MILIK NEGARA IIB MILIK NEGARA IIIB NEGARA LAIN-LAIN II NEGARA II 

SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN 
- KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN BARANG 1-- KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN KEKAYAAN - KEBIJAKAN PIUTANG 

MILIK NEGARA IC MILIK NEGARA IIC MILIK NEGARA IIIC NEGARA LAIN-LAIN III NEGARA III 

SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN 
- KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN BARANG - KEBIJAKAN KEKAYAAN - KEBIJAKAN PIUTANG 

MILIK NEGARA ID MILIK NEGARA IID MILIK NEGARA IIID NEGARA LAIN-LAIN IV NEGARA IV 

I I I I I 
1-- 

KELOMPOK JABATAJ\ _ 
FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 

DIREKTORAT 
KEKAY AAN NEGARA 

DIPISAHKAN 

I-- 
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA 
DIPISAHKAN I DIPISAHKAN II DIPISAHKAN III DIPISAHKAN IV 

I I 

SEK SI SEK SI SEK SI SEK SI 
- KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA .___ KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN IA DIPISAHKAN IIA DIPISAHKAN IIIA DIPISAHKAN IVA 

SEK SI SEK SI SEK SI SEK SI 
- KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN IB DIPISAHKAN IIB DIPISAHKAN IIIB DIPISAHKAN IVB 

SEKSI SEK SI SEK SI SEK SI 
- KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN IC DIPISAHKAN IIC DIPISAHKAN me DIPISAHKAN IVC 

I I I I I 
.___ KELOMPOK JABATAJ\ - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA 

DIREKTORAT 
PENGELOLMN 

KEKAYAAN NEGARA 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN 
NEGARA! NEGARA II NEGARA III NEGARA IV 

I I 

SEKSI SEKSI 
SEK SI SEKSI PENGELOLAAN - PENGELOLAAN ,..__ PENGELOLAAN - 

KEKAYAAN NEGARA - PENGELOLAAN 
KEKAYAAN NEGARA IA KEKAYAAN NEGARA IIA IIIA KEKAYAAN NEGARA IVA 

SEK SI 
SEK SI SEK SI 

SEKSI PENGELOLAAN PENGELOLAAN - PENGELOLAAN � PENGELOLAAN - 
KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA 

KEKAYAAN NEGARA 18 KEKAYAAN NEGARA IIB IIIB !VB 

SEK SI 
SEK SI SEK SI 

SEKSI PENGELOLAAN PENGELOLAAN - PENGELOLAAN � PENGELOLAAN - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA 
KEKAYAAN NEGARA IC KEKAYAAN NEGARA IIC IIIC IVC 

SEK SI 
SEK SI SEKSI 

SEK SI PENGELOLAAN PENGELOLAAN - PENGELOLAAN � PENGELOLAAN - KEKAYAAN NEGARA 
- KEKAYAAN NEGARA 

KEKAYAAN NEGARA ID KEKAYAAN NEGARA IID IIID !VD 

I I I I I 
� KELOMPOK JABATAJ\ _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENILAIAN 

DIREKTORAT 
PENILAIAN 

- SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
STANDARDISASI STANDARDISASI PENGEMBANGAN, 

PENILAIAN PROPERTI DAN PENILAIAN BISNIS MANAJEMEN KUALITAS, 
SUMBER DAYA ALAM DAN ANALISIS PENILAIAN 

I 

SEKSI STANDARDISASI SEKSI SEKSIPENGEMBANGAN 
- PENILAIAN PROPERTI - STANDARDISASI - DAN MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA PENILAIAN BISNIS I KUALITAS PENILAIAN ALAM I 

SEKSI STANDARDISASI SEKSI 
- PENILAIAN PROPERTI - STANDARD I SAS! - SEKSI ANALISIS 

DAN SUMBER DAYA PENILAIAN BISNIS II PENILAIAN 
ALAM II 

SEKSI ST ANDARDISASI SEK SI - PENILAIAN PROPERTI - STANDARDISASI DAN SUMBER DAYA PENILAIAN BISNIS III ALAM III 

I I I I I 
..-- KELOMPOK JABATAN ..-- FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT LELANG 

DIREKTORAT 
LELANG 

-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORA T 

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN DAN 
KEBIJAKAN LELANG PEMBINAAN PROFESI, KERJA 

ANALISIS DATA LELANG SAMA, DAN JASA LELANG 

I 

SEKSI KEBIJAKAN 
SEKSIPERENCANAAN SEKSIPENGEMBANGAN - - DAN PENGEMBANGAN - DAN PEMBINAAN PROFESI 

LELANG EKSEKUSI LE LANG DAN KERJ ASAMA LE LANG 

SEKSI PEMBINAAN 
SEKSI KEBIJAKAN SEKSI ANALISIS DAN JASA LELANG DAN - LELANG NONEKSEKUSI - EVALUASIPELAYANAN - PRINSIP MENGENALI 

WAJIB LE LANG PENGGUNA JASA 
LE LANG 

SEKSI KEBIJAKAN SEKSI ANALISIS DATA, 
� LELANG NONEKSEKUSI � INFORMASI, DAN 

SUKARELA PUBLIKASI LELANG 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

DIREKTORAT 
HUKUM DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

�- SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTO RAT SUBDIREKTORAT PERATURAN 
PERUNDANGAN ADVOKASI HUBUNGAN MASYARAKAT 

I 

SEKSI 
SEK SI SEKSIHUBUNGAN >--- PERATURAN >----- - 

PERUNDANGAN I ADVOKASI I MASY ARAKAT I 

SEKSI SEK SI SEKSIHUBUNGAN >--- PERATURAN >----- - 
PERUNDANGAN II ADVOKASI II MASYARAKAT II 

SEKSI SEK SI SEKSIHUBUNGAN >----- PERATURAN >----- - 
PERUNDANGAN III AD VO KASI III MASYARAKAT III 

SEK SI 
SEK SI - PERATURAN - 

PERUNDANGAN IV AD VO KASI IV 

I I I I I 
>----- KELOMPOK JABATAN >----- FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORATTRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI 

DIREKTORAT 
TRANSFORMASI DAN 
SISTEM INFORMASI 

,..._.._ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

TRANSFORMASI BISNIS PEMBINAAN JABATAN PERANCANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN ANALISIS DATA FUNGSIONAL INTEGRASI SISTEM DAN LAYANAN 
APLIKASI OPERASIONAL 

I I 

SEKSI TRANSFORMASI 
SEKSI PEMBINAAN SEKSIPERANCANGAN SEKSI PENGKAJIAN 

- - JABATAN FUNGSIONAL - DAN PENGEMBANGAN - DAN STANDARDISASI KEKAYAAN NEGARA 
I SISTEM APLIKASI I TEKNOLOGI INFORMASI 

SEKSI TRANSFORMASI SEKSI PEMBINAAN SEKSIPERANCANGAN 
SEKSI KEAMANAN - PENILAIAN DAN - JABATAN FUNGSIONAL - DAN PENGEMBANGAN - 

LE LANG II SISTEM APLIKASI II BASIS DATA 

SEKSI MANAJEMEN SEKSI PEMBINAAN SEKSIPERANCANGAN 
SEKSILAYANAN ,...__ - JABATAN FUNGSIONAL - DAN PENGEMBANGAN - TRANSFORMASI III SISTEM APLIKASI III OPERASIONAL 

SEKSI PROGRAM DAN SEKSIPERENCANAAN, 
SEKSI PENGELOLAAN 

1-- SEKSI ANALISIS DATA 1-- TATAKELOLA - INTEGRASI, DAN - PERANGKAT KERAS, EVALUASI SISTEM 
PEMBINAAN APLIKASI LUNAK, DAN JARINGAN 

I I I I I 
i--- KELOMPOK JABATA!I - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

DIREKTORAT JENDERAL 
PERIMBANGAN 

KEUANGAN 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
I I I 

BAG IAN BAG IAN BAG IAN 
PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA 

KEUANGAN KEPATUHANINTERNAL MAN USIA 

BAG IAN BAGIAN HARMONISASI I I I I I I 
UMUM, KOMUNIKASI, KEBIJAKAN, ADVOKASI, - KELOMPOK JABATAJ\ - DAN LAYANAN DAN KERJA SAMA FUNGSIONAL 

INFORMASI ANTAR LEMBAGA I I I I I I 

I 
DIREKTORAT 

DIREKTORAT DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF, 
DANA TRANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS OTONOMIKHUSUS,DAN 

KEISTIMEW AAN 

I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

- PROGRAM DAN - PROGRAM DAN - PROGRAM DAN 
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN 

PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

I I I 
- _ KELOMPOK JABATM _ - _ KELOMPOK JABATAJ\ _ -- KELOMPOK JABATAJ\ - 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I 

I I I 
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT SISTEM KELOMPOK JABATAJ\ PAJAK DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAN INFORMASI DAN c- FUNGSIONAL - 

RETRIBUSI DAERAH PEREKONOMIAN DAERAH PELAKSANAAN TRANSFER 
I I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

- PROGRAM DAN - PROGRAM DAN 
f--- 

PROGRAM DAN 
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN 

PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

I I I 
-f--- 

KELOMPOK JABATAJ\ 
f--- -- KELOMPOK JABATAJ\ - -- KELOMPOK JABATAN_ 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 
JENDERAL 

I I I 
BAG IAN BAG IAN BAG IAN BAG IAN 

PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN 
BAGIAN 

UMUM, KOMUNIKASI, DAN HARMONISASI KEBIJAKAN, 
SUMBER DAYA MANUSIA ADVOKASI, DAN KERJA SAMA KEUANGAN KEPATUHANINTERNAL LAYANAN INFORMASI ANTAR LEMBAGA 

I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN 

� PERENCANAAN DAN - SUBBAGIAN � PERENCANAAN DAN - TATA USAHA DIREKTORAT - HARMONISASI 
PENYUSUNAN ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIR JENDERAL DAN KEBIJAKAN TRANSFER 

ANG GARAN SUMBER DAYA MANUSIA PROTOKOLER KEDAERAH 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN RUMAH SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN TANGGA DAN TATA USAHA HARMONISASI KEBIJAKAN 

- 
PERBENDAHARAAN 

- 
TATA LAKSANA 

� 
KAPASITAS SUMBER 

f-- 
SEKRETARIAT 

� PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN PENGUATAN 

DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PEREKONOMIAN DAERAH 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN MANAJEMEN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- AKUNTANSIDAN - KEPATUHAN PROSES r-- INFORMASI DAN LAYANAN � PENGELOLAAN - ADVOKASI DAN KERJA 

PELAPORAN BISNIS SUMBER DAY A MAN USIA BARANG MILIK NEGARA SAMA ANT AR LEMBAGA 

SUBBAGIAN PEMBINAAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL MANAJEMEN STRATEGI 

- PENGELOLAAN � KEPATUHAN KODE - BIDANG HUBUNGAN � KOMUNIKASI DAN KEUANGAN ANTARA 
KINERJA DAN RISIKO ETIK PEMERINTAH PUSAT DAN LAYANAN INFORMASI 

PEMERINTAHAN DAERAH PUBLIK 

I I I I I I 
r-- KELOMPOK JABATA� - 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM 

DIREKTORAT 
DANA TRANSFER UMUM 

-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 

PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

L SEKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I I 
_ KELOMPOK JABATAN _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS 

DIREKTORAT 
DANA TRANSFER KHUSUS 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 

PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

L SEKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I I 
� KELOMPOK JABATAN � 

FUNGSIONAL 

I T T T T l 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN 

KEISTIMEW AAN 

DIREKTORAT 
DANA DESA, INSENTIF, 

OTONOMIKHUSUS,DAN 
KEIS TI MEW AAN 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

L SEKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I I 
'--- 

KELOMPOK JABATAN � 
FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DIREKTORAT PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAE RAH 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

L SEKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN � 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH 

DIREKTORAT 
PEMBIAYAAN DAN 

PEREKONOMIAN DAERAH 

�- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

L SEKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN � 

FUNGS!ONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER 

DIREKTORAT 
SISTEM INFORMASI DAN 

PELAKSANAANTRANSFER 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

l_ SEKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN � 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 

DIREKTORAT JENDERAL 
PENGELOLAAN 

PEMBIAYAAN DAN RISIKO 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
I I I I 

BAG IAN BAG IAN BAG IAN I I I I I I 
ORGAN!SASI DAN TATA SUMBER DAYA PERENCANAAN, KELOMPOK JABATAI\ 

LAKSANA MANUSIA KEUANGAN,DAN t-- FUNGSIONAL - 
KINERJA I I I I I I 

BAGIAN KEPATUHAN BAGIAN KOMUNIKASI 
BAGIANUMUM DAN TEKNOLOGI INTERNAL DAN HUKUM JNFORMASJ 

I I 

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA PEMBIAYAAN SYARIAH PENGELOLAAN RISIKO 
KEUANGAN NEGARA 

I 
I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN PROGRAM DAN PENGELOLAAN TRANSAKSI, PENGELOLAAN 
f-- 

TRANSAKSI PINJAMAN 
- 

MANAJEMEN 
- PEMBIAYAAN PROYEK, DAN f-- DUKUNGAN DAN 

ASET SURAT BERHARGA PENJAMINAN DAN HIBAH PENGETAHUAN SYARIAH NEGARA PEMERINTAH 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD!REKTORAT 

f-- 
PROGRAM DAN - PROGRAM DAN - PROGRAM DAN 

MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN 
PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

I I I I I 
f--f-- KELOMPOK JABATAI\ _ -- KELOMPOK JABATM - -- KELOMPOK JABATAI\ - -- KELOMPOK JABATAI\ _ 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I 

DIREKTORAT DIREKTORAT I I I I 
PENGELOLAAN STRATEGI DAN DIREKTORAT 

_KEL��:g�;�!1W _ DUKUNGAN PEMERINTAH PORTO FOLIO EVALUASI, AKUNTANSJ 
DAN PEMBIAY AAN DAN SETELMEN 
INFRASTRUKTUR PEMBIAYAAN I I I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

- PROGRAM DAN f-- PROGRAM DAN - SUBDIREKTORAT 
MANAJEMEN MANAJEMEN SETELMEN TRANSAKSI 

PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

SUBDIREKTORAT 

- PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

-- KELOMPOK JABATAI\ - -- KE��:g� t�!1TMf-- -f-- KELOMPOK JABATAI\ - FUNGSIONAL FUNGSIONAL 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I I I I I I 
BAG IAN 

BA GIAN BAGIAN PERENCANAAN, BAGIAN KEPATUHAN BA GIAN ORGANISASI DAN TATA BAG IAN KOMUNIKASI DAN 

LAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN, DAN KINERJA INTERNAL DAN HUKUM UMUM TEKNOLOGI INFORMASI 

I I I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- SUB BA GIAN - PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN f- KEPATUHAN PROSES ,- DUKUNGAN STRATEGIS - MANAJEMEN STRATEGI ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIER 

SUMBER DAYA MANUSIA PENGANGGARAN BISNIS PIMPINAN KOMUNIKASI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN - PENGEMBANGAN - AKUNTANSI, - SUBBAGIAN - USAHA DAN RUMAH - MANAJEMEN 
TATA LAKSANA KAPASITAS SUMBER PELAPORAN, DAN KEPATUHAN APARATUR 

TANG GA PUBLIKASI DAN 
DAYA MANUSIA PERBENDAHARAAN LAY ANAN INFORMASI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- TRANSFORMASI - MANAJEMEN INFORMASI - PENGELOLAAN - HARMONISASI - PENGELOLAAN - MANAJEMEN EDUKASI DAN LAYANAN SUMBER PERA TU RAN DAN 

KELEMBAGAAN DAYA MANUSIA KINERJA DAN RISIKO HU KUM BARANG MILIK NEGARA PUBLIK 

SUBBAGIAN PEMBINAAN SUBBAGIAN � JABATAN FUNGSIONAL - MANAJEMEN PROGRAM 
BIDANG PEMBIAYAAN DAN 

RISIKO KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

I I I I I I 
_ KELOMPOK JABATM _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH 

DIREKTORAT 
PINJAMAN DAN HIBAH 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENGELOLAAN PROGRAM DAN 

TRANSAKSI PINJAMAN MANAJEMEN 
DAN HIBAH PENGETAHUAN 

f--- 
SEKSI PROGRAM DAN 

SISTEM KERJA 

SEKSI MANAJEMEN 
- PENGETAHUAN 

I I I I I 
_ iKELOMPOK JABATAN>--- 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA 

DIREKTORAT 
SURAT UTANG NEGARA 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 

MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

SEKSI 
,.._ PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEKSI � MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I I I 
KELOMPOK JABATA� 

- FUNGSIONAL - 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH 

DIREKTORAT 
PEMBIA Y AAN SYARIAH 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENGELOLAAN TRANSAKSI, PROGRAM DAN 
PEMBIAYMN PROYEK, DAN MANAJEMEN ASET SURAT BERHARGA 

SY ARIAH NEGARA PENGETAHUAN 

,.._ SEKSI PROGRAM DAN 
SISTEM KERJA 

SEKSI MANAJEMEN � PENGETAHUAN 

I I I I I 
....__ KELOMPOK JABATM ....__ 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA 

DIREKTORAT 
PENGEWLMN RISIKO 
KEUANGAN NEGARA 

� SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENGELOLAAN PROGRAM DAN 

DUKUNGAN DAN MANAJEMEN 
PENJAMINAN PEMERINTAH PENGETAHUAN 

>--- SEKSI PROGRAM DAN 
SISTEM KERJA 

SEKSI MANAJEMEN � PENGETAHUAN 

I I I I I 
� KELOMPOK JABATAN � 

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN 

PEMBIAY AAN INFRASTRUKTUR 

DIREKTORAT PENGELOLAAN 
DUKUNGAN PEMERINTAH 

DAN PEMBIAY AAN 
INFRASTRUKTUR 

,____ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEK SI 
>--- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
>--- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I 
>--- KELOMPOk JABATAI\ - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN 

DIREKTORAT STRATEGI 
DAN PORTOFOLIO 

PEMBIAYMN 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

SEKSI 
>---- PROGRAM DAN SISTEM 

KERJA 

SEK SI 
- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAJ\ - 

FUNGSJONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN 

DIREKTORAT EVALUASI, 
AKUNTANSIDAN 

SETELMEN 

- SUBBAGJAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN 

SETELMEN TRANSAKSI MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I 

- SEKSI SETELMEN - SEKSI PROGRAM DAN 
TRANSAKSJ I SISTEM KERJA 

SEKSI SETELMEN 
SEKSI MANAJEMEN 

- TRANSAKSJ II 
- PENGETAHUAN 

- SEKSI SETELMEN 
TRANSAKSI III 

- SEKSI SETELMEN 
TRANSAKSI JV 

I I I I 
- KELOMPOK JABATAJ\ _ 

FUNGSIONAL 

I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
INSPEKTORATJENDERAL 

INSPEKTORAT 
JENDERAL 

SEKRETARIAT 
INSPEKTORAT JENDERAL 

I I 
BAG IAN BAG IAN BAG IAN I I I I 

ORGANISASI DAN 
SUMBER DAYA PERENCANAAN DAN KELOMPOK JABATA� 

ANALISIS HASIL MAN USIA KEUANGAN 
� FUNGSIONAL - 

PENGAWASAN I I I I 

BAG IAN BAG IAN BAG IAN 
KEPATUHAN, KINERJA, SISTEM INFORMASI UMUM DAN 

DAN HUKUM PENGAWASAN KEHUMASAN 

INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT Ill INSPEKTORAT N 

- SUBBAGIAN - SUB BAG IAN - SUBBAGIAN - SUB BAG IAN 
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA 

I I I I I I I I I I I I I - KELOMPOK JABATA� - KELOMPOK JABATA� - >- KEL�i:i�i��tm - - KELOMPOK JABATA� - FUNGSIONAL ,__ FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I 
INSPEKTORAT V INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VII INSPEKTORAT 

- KEL�i:i�i��tm>- BIDANG INVESTIGASI 

I I I I I I 

SUB BAG IAN SUB BAG IAN - SUBBAGIAN - SUB BAG IAN 
- TATA USAHA - TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA 

I I I I I I I I I I I - KELOMPOK JABATA� - - KELOMPOK JABATA� - _KELOMPOK JABATA� - _KELOMPOK JABATA� - FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
INSPEKTORAT JENDERAL 

I I I I 
BA GIAN BAG IAN BAGIAN BA GIAN BA GIAN 

ORGANISASI DAN BAG IAN 
ANALISIS HASIL SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANMN DAN KEPATUHAN, KINERJA, SISTEM INFORMASI UMUM DAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN HUKUM PENGAWASAN KEHUMASAN 

I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANMN DAN - PE NGE MBANGAN - MANAJEMEN KARIER f-- PERENCANAAN DAN 1-- 
KEPA TUHAN INTERNAL - KEBIJAKAN - TATA USAHA DAN 

ORGANISASI DANTALENTA PENGANGGARAN TEKNOLOGI INFORMASI RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- PENGEMBANGAN � PENGEMBANGAN � � MANAJEMEN KINERJA - PENGEMBANGAN - KEHUMASAN DAN 

PROSES BISNIS KOMPETENSI PERBENDAHARMN I DAN RISIKO SISTEM INFORMASI PROTOKOLER 

SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- ANALISIS HASIL f-- 
PENGELOLMN DAN - SUBBAGIAN 

'---- 
SUBBAGIAN f-- OPERASIONAL f-- 

PENGADMN DAN 

PENGAWASAN I PENGEMBANGAN PERBENDAHARMN II HUKUM DAN ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLAAN 
JABATAN FUNGSIONAL BARANG MILIK NEGARA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUB BAG IAN SUBBAGIAN 

'---- ANALISIS HASIL '---- 
MANAJEMEN - AKUNTANSI DAN '---- 

PENGELOLAAN DATA 
'---- PENUGASAN 

PENGAWASAN II PENGETAHUAN DAN PERPAJAKAN 
DAN KEAMANAN PENGAWASAN 

INFORMASI INFORMASI 

I I I I I I 
� KELOMPOK JABATM '---- 

FUNGSIONAL 

I I l l l l 
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BAGAN ORGANISASI 
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 

I 
BAD AN 

KEBIJAKAN FISKAL 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

I 
I RAG�N BAG IAN 

I I 
BAG IAN 

I 
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA PERENCANAAN DAN 

KEPATUHANINTERNAL MAN USIA KEUANGAN 

I I I I I I I I I 
BAG IAN BAG IAN HKELOMPOK JABATA� INFORMASI DAN UMUM FUNGSIONAL 

KOMUNIKASI PUBLIK 
I I I I I I I I I 

I I 
PU SAT PU SAT PU SAT 

KEBIJAKAN PENDAPATAN KEBIJAKAN ANGGARAN KEBIJAKAN EKONOMI 
NEGARA PENDAPATAN DAN MAK RO BELANJA NEGARA 

I I 

BID ANG BIDANG BID ANG 

- TATA KELOLA DAN � TAT A KELOLA DAN � TATA KELOLA DAN 
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN 

KINERJA KINERJA KINERJA 

BID ANG BID ANG BIDANG 
- PROGRAM ANALISIS - PROGRAM ANALISIS - PROGRAM ANALISIS 

KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN 

I I I I I I I I I I 
>---- _ KEL��:i�i��TAII - -� KELOMPOK JABATA!\ -- KELOMPOK JABATA� 

FUNGSIONAL - FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I 

PU SAT I I I I I I 
PU SAT KEBIJAKAN PEMBIAY AAN PUSAT >---- KELOMPOK JABATAJ\ _ 

KEBIJAKAN SEKTOR PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN REGIONAL FUNGSIONAL 
KEUANGAN MULTILATERAL DAN BILATERAL 

I I I I I I 

BIDANG BID ANG 

H 
BID ANG 

>---- TATA KELOLA DAN � TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN 
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN 

KINERJA KINERJA KINERJA 

BID ANG BIDANG H BIDANG ,...... PROGRAM ANALISIS ,...... PROGRAM ANALISIS PROGRAM ANALISIS 
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN 

I I I I I I I I 
-,-.... KELOMPOK JABATA1-1 �KELOMPoK· JABATA� �KELOMPOK JABATAN 

� FUNGS!ONAL FUNGS!ONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT BADAN 

SEKRETARlAT 
BAD AN 

I I I 
BA GIAN 

BAG IAN 
BA GIAN BAG IAN 

BA GIAN ORGANISASI DAN PERENCANAAN DAN INFORMASI DAN 
KEPATUHANINTERNAL 

SUMBER DAYA MANUSIA 
KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK UMUM 

I I I 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- ORGANISASI DAN TATA - PENGEMBANGAN - PERENCANAAN DAN - SISTEM MANAJEMEN - SUBBAGIAN 

SUMBER DAYA PENYUSUNAN TATA USAHA DAN GAJI LAKSANA MANUSIA ANG GARAN PENGETAHUAN 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- PENGELOLAAN - PENGELOLAAN - SUBBAGIAN - MANAJEMEN SISTEM - SUBBAGIAN 

KINERJA DAN RIS!KO PERBENDAHARAAN RUMAH TANGGA 
ORGANISASI 

JABATAN FUNGS!ONAL INFORMASI 

SUBBAGIAN SUBBAG!AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- SUBBAGIAN - MUTASIDAN � AKUNTANSIDAN - STRATEGI DAN - MANAJEMEN ASET DAN 

KEPATUHANINTERNAL PENGELOLAAN PELAPORAN MANAJEMEN 
ASSESSMENT CENTER KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK LAY ANAN PENGADAAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- HARMONISASI DAN - ADMINISTRASI DAN - PUBLIKASI DAN - PROTOKOL DAN TATA 

ADVOKASI HUKUM KINERJA PEGAWAI LAY ANAN INFORMASI USAHA PIMPINAN 

I I I I I I 
_ KELOMPOK JABATA� _ 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA 

PUSAT 
KEBIJAKAN 

PENDAPATAN NEGARA 

I I 

BID ANG BIDANG 
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS 

PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN 

I I 

SUBBIDANG 

- SUBBIDANG - PERENCANAAN DAN 
TATAKELOLA PEMANTAUAN 

KEGIATAN ANALISIS 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PERENCANAAN DAN >---- MANAJEMEN 

PELAPORAN PENGETAHUAN I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PENGELOLAAN >---- MANAJEMEN 

KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II 

I I I I I 
_KELOMPOK JABATA/1 >---- 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

PUSAT 
KEBIJAKAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA 

I I 

BID ANG BID ANG 
TAT A KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS 

PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN 

I I 

SUBBIDANG 

- SUBBIDANG PERENCANAAN DAN 
TATA KELOLA - PEMANTAUAN 

KEGIATAN ANALISIS 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PERENCANAAN DAN - MANAJEMEN 

PELAPORAN PENGETAHUAN I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PENGELOLAAN - MANAJEMEN 

KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II 

I I I I 
- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 

PUSAT 
KEBIJAKAN EKONOMI 

MAKRO 

I I 

BID ANG BID ANG 
TATA KELOLA DAN PROGRAM AN ALI SIS 

PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN 

I I 

SUBBIDANG 

- SUBBIDANG 
!-- 

PERENCANAAN DAN 
TATA KELOLA PEMANTAUAN 

KEGIATAN ANALISIS 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PERENCANAAN DAN !-- MANAJEMEN 

PELAPORAN PENGETAHUAN I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PENGELOLAAN - MANAJEMEN 

KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II 

I I I I I I - KELOMPOK JABATAN - FUNGS!ONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN 

PUSAT 
KEBIJAKAN SEKTOR 

KEUANGAN 

I I 

BIDANG BID ANG 
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALJSIS 

PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN 

I I 

SUBBIDANG 

- SUBBIDANG PERENCANAAN DAN 
TATA KELOLA - PEMANTAUAN 

KEGIATAN ANALJSIS 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PERENCANAAN DAN - MANAJEMEN 

PELAPORAN PENGETAHUAN I 

SUBBIDANG SUBBIDANG - PENGELOLAAN - MANAJEMEN 
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II 

I I I I 
- KELOMPOK JABATAJ.'I - FUNGSIONAL 

I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL 

PUSAT 
KEBIJAKAN PEMBIAYMN 
PERUBAHAN IKLIM DAN 

MULTILATERAL 

I I 

BID ANG BID ANG 
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS 

PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN 

I I 

SUBBIDANG 

- SUBBIDANG ,___ PERENCANAAN DAN 
TATA KELOLA PEMANTAUAN 

KEGIATAN ANALISIS 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PERENCANAAN DAN ,___ MANAJEMEN 

PELAPORAN PENGETAHUAN I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
- PENGELOLAAN - MANAJEMEN 

KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II 

I I I I I I 
I- 

KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL 

PUSAT 
KEBIJAKAN REGIONAL 

DAN BILATERAL 

I I 

BID ANG BIDANG 
TAT A KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS 

PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN 

I I 

SUBBIDANG 

f-- 
SUBBIDANG 

f-- 
PERENCANAAN DAN 

TATA KELOLA PEMANTAUAN 
KEGIATAN ANALISIS 

SUBBIDANG SUBBIDANG - PERENCANAAN DAN - MANAJEMEN 
PELAPORAN PENGETAHUAN I 

SUBBIDANG SUBBIDANG - PENGELOLAAN - MANAJEMEN 
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II 

I I I I I I 
_ KELOMPOK JABATAI'i - 

FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

BADAN PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

KEUANGAN 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

I 
I I I 

BAG IAN BA GIAN 

ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA BAG IAN 

LAKSANA MANUSIADAN KEUANGAN 
KEPATUHANINTERNAL 

BA GIAN I I I I I 
TEKNOWGI INFORMASI, BA GIAN _KELOMPOKJABATAN,__ KOMUNIKASI, DAN 

MANAJEMEN UMUM FUNGSIONAL 

PENGETAHUAN I I I I I 

I 
PUSAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT 

PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN 
KEPEMIMPINAN DAN DANPERBENDAHARAAN PELATIHAN PAJAK 

MANAJEMEN 
I 

BIDANG PROGRAM DAN BIDANG PROGRAM DAN BIDANG PROGRAM DAN 
f-- MANAJEMEN f-- MANAJEMEN - MANAJEMEN 

PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

I I I 
-,-.. [KELOMPOK JABATAN,__ -- KELOMPOK JABATAN -- KELOMPOK JABATA!I - FUNGSIONAL FUNGSIONAL - FUNGSIONAL 

I I I 

PUSAT PUSAT PUSAT I I I 
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN JABATAN _ KELOMPOK JABATA!i _ 

PELATIHAN BEA DAN PELATIHAN KEUANGAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL 
CUKAJ PUBLIK PENJAMINAN MUTU I I I 

BIDANG PROGRAM DAN BIDANG PROGRAM DAN BIDANG PEMBINAAN - MANAJEMEN - MANAJEMEN f-- 
JABATAN FUNGSIONAL 

PENGETAHUAN PENGETAHUAN 

- BIDANG MANAJEMEN 
BEASISWA 

BIDANG PROGRAM DAN - MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

I I I 
-..---- KELOMPOK JABATA!I 

f-- -f-- 
KELOMPOK JABATA!I - -- KELOMPOK JABATAN_ 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT BADAN 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

I I I I 
BAG IAN BAG um 

BAG IAN SUMBER DAYA MANUSIA BAG IAN TEKNOLOGI INFORMASI, 
BA GIAN ORGANISASI DAN TATA DAN KEPATUHAN KEUANGAN KOMUNIKASI, DAN 
UMUM LAKSANA INTERNAL MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 
I I I I 
I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
- SUBBAGIAN ,..-- PENGEMBANGAN - PENYUSUNAN - SUBBAGIAN ,---- SUBBAGIAN 

ORGANISASI SUMBER DAYA ANG GARAN SISTEM INFORMASI TATA USAHA 
MANUSIA 

- SUBBAGIAN ,..-- SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN ,---- SUB BAG IAN 
TATA LAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PERBENDAHARAAN I DUKUNGAN TEKNIS RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- HUKUM DAN KERJA - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN >---- SUBBAGIAN - PENGELOLAAN 
KEPATUHANINTERNAL PERBENDAHARAAN II KOMUNIKASI PUBLIK BARANG MILIK NEGARA SAMA I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- PENGELOLAAN - UMUM SUMBER DAYA - AKUNTANSIDAN - MANAJEMEN - PENGELOLAAN 

KINERJA DAN RISIKO MANUSIA PERLA PO RAN PENGETAHUAN BARANG MILIK NEGARA 
KEUANGAN II 

I I I I 
KELOMPOK JABATA� - - FUNGSIONAL 

I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN 

PU SAT 
PENDJDIKAN DAN PELATIHAN 

KEPEMIMPINAN DAN 
MANAJEMEN 

I 

BIDANG PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

SUBBIDANG 
>----- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

>----- SUBBIDANG TATA 
KELOLA 

I I I I I 
- �ELOMPOK JABATAJ\ - FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 

PUSAT PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN ANGGARAN 

DAN PERBENDAHARAAN 

I 

BIDANG PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

SUBBIDANG - MANAJEMEN 
PENGETAHUAN 

- SUBBIDANG TATA 
KELOLA 

I I I I I 
- �ELOMPOK JABATAJ\ - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK 

PUSAT PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN PAJAK 

I 

BIDANG PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

SUBBIDANG 
- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

- SUBBIDANG TATA 
KELOLA 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAJ\ ,--- 

FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAJ 

PUSAT PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN BEA DAN 

CUKAI 

I 

BIDANG PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

SUBBIDANG 
- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

- SUBBIDANG TATA 
KELOLA 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAI\ - FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUBLIK 

PUSAT PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KEUANGAN 

PUBLIK 

I 

BIDANG PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

SUBBIDANG 
>---- MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

>---- 
SUBBIDANG TATA 

KELOLA 

I I I I I 
>--- KELOMPOK JABATAN - 

FUNGS!ONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN MUTU 

PU SAT 
PEMBINAAN JABATAN 

FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN 
MUTU 

I 

BIDANG PEMBINAAN 
JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG MANAJEMEN 
BEASISWA 

BIDANG PROGRAM DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I 

SUBBIDANG 
� MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

_ SUBBIDANG TATA 
KELOLA 

I I I I I I 
KELOMPOK JABATAJ\ 

,-.- FUNGSIONAL >-- 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 

PUSAT 
SISTEM INFORMASI DAN 
TEKNOLOGIKEUANGAN 

BID ANG 
BAGIAN PROGRAM DAN LAYANAN 
UMUM TEKNOLOGI INFORMASI 

KOMUNIKASI 

SUB BA GIAN SUBBIDANG 
PENGELOLAAN PROGRAM - ORGANISASI DAN - 
TEKNOLOGI INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMUNIKASI 

SUBBIDANG 
SUBBAGIAN PENGELOLAAN JABATAN - KINERJA DAN KEUANGAN - FUNGSIONAL PRANATA 

KOMPUTER 

SUBBAGIAN SUBBIDANG 
� RUMAH TANGGA DAN - PENGELOLAAN PUSAT 

TATA USAHA DATA DAERAH 

SUBBIDANG 

- LAYANAN PENGGUNA DAN 
MANAJEMEN 

PENGETAHUAN 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 

PUSAT 
PEMBINAAN PROFESI 

KEUANGAN 

BAG IAN 
TATA USAHA 

I 
I I I 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
UMUM ORGANISASI DAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

I I I 
BID ANG BID ANG BID ANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN BIDANG BID ANG PEMERIKSAAN PENILAI, PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN 

PROFESI AKUNTANSI PROFESI KEUANGAN KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI 

LAINNYA KEUANGAN LAINNYA 

I I I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
SUBBIDANG PERIZINAN PENILAI, SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN - PERIZINAN PROFESI - - PENGEMBANGAN PROFESI - PEMERIKSAAN - PENILAI, AKTUARIS, DAN 
AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI I PROFESI KEUANGAN KEUANGAN LAINNYA LAINNYAI 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 
ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN 

- ANALISIS DAN - PELAPORAN PENILAI, - PENILAI, AKTUARIS, DAN - PEMERIKSAAN - PENILAI, AKTUARIS, DAN PELAPORAN PROFESI AKTUARIS, DAN PROFESI PROFESI KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI II PROFESI KEUANGAN AKUNTANSI KEUANGAN LAINNYA LAINNYA LAINNYAII 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN 

- KEPATUHAN PROFESI - KEPATUHAN PENILAI, - PEMERIKSAAN - PENILAI, AKTUARIS, DAN 
AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI PROFESI AKUNTANSI III PROFESI KEUANGAN KEUANGAN LAINNYA LAINNYAIII 

II II II 
,___ KELOMPOK JABATAl\ _ 

FUNGSIONAL 

II II II 



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
      Kepala Biro Umum

u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

      Ditandatangani secara elektronik
      DEWI SURIANI HASLAM
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BAGAN ORGANISASI 
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 

PUSAT 
ANALISIS DAN 

HARMONISASI KEBIJAKAN 

BAGIANTATA USAHA DAN 
PENGELOLAAN DATA 

I 
I I I 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
TATALAKSANA DAN KEUANGAN DAN 

KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA PENGOLAHAN DATA 

I I 
BID ANG 

BID ANG BIDANG BID ANG 

PENGELOLAAN PROGRAM 
ANALISIS DAN 

ANALISIS DAN ANALISIS DAN 

MENTER! DAN WAKIL 
HARM ONISASI 

HARMONISASI BELANJA 
HARMONISASI SUMBER 

MENTER! 
PENDAPATAN DAN DAN KEKAYAAN NEGARA DAYA APARATUR DAN 

PEMBIAYAAN NEGARA PENGAWASAN 
I I 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 

- PE REN CANAAN DAN ,..__ ANALISIS DAN ,..__ ANALISIS DAN - ANALISIS DAN 
PELAKSANAAN HARM ONISASI HARM ONISASI HARMONISASI SUMBER 

PROGRAM MENTER! PERPAJAKAN PENGANGGARAN DAYA APARATUR 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 
PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN 

- PELAKSANAAN - HARM ONISASI - HARMONISASI � HARM ONISASI 
PROGRAM WAKIL KEPABEANAN DAN BELANJA DAN PENGAWASAN DAN 

MENTER! CUKAI TRANSFER DAERAH PENGEMBANGAN 

SUBBIDANG 
SUBBIDANG SUBBIDANG 

- AD MINISTRASI - ANALISIS DAN - ANALISIS DAN 

MENTER! 
HARM ONISASI HARM ONISASI 

PEMBIAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA 

I I I I I I 
- SUBBIDANG ,___ KELOMPOK JABATA!I _ 

PROTOKOL FUNGSJONAL 

I I I I I I 

ll'!v,.··_ 
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